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KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Siak
Sri Indrapura tahun 2019 ini disusun sebagai salah satu perwujudan
akuntabilitas atas pelaksanaan Visi, Misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada
Publik, yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atas
pencapaian output/sub output penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung
RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian outcome program/output
penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon | Mahkamah Agung RI, dan seterusnya
akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis / Outcome program yang dilaksanakan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan di bawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana
Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Rl tahun 2015 - 2019.

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan
sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam rangka mewujudkan
Good Governance. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam
kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan.

Atas nama Pimpinan, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan
karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang telah melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta semua pihak yang telah membantu penyusunan
laporan ini, semoga Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua.
Aamiin.

Siak Sri Indrapura 28 Januari 2020
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Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Tahun 2019 ini merupakan wujud Akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana
Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2015 — 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019
yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 ini pada hakekatnya
merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai Akuntabilitas dan
Responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019. Hal ini mengingat
pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan Manajemen Pemerintahan Negara dan
Implementasi berbagai kebijakan Negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan
publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (Good Governance), sebagaimana termuat dalam
TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme vyang ditindaklanjuti dengan Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat
dicapai adalah “Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi pencari keadilan”.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran Pertama adalah Terwujudnya Proses Peradilan
Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Kedua adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Pekara; Ketiga adalah Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan; Keempat adalah Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 indikator
kinerja dan 18 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 Sasaran Strategis yang
ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019, terdapat 3 Sasaran Strategis yang
berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih), yaitu Sasaran Strategis 1, 3 dan 4. Sedangkan 1
Sasaran Strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, yaitu Sasaran Strategis 2
(dibawah 100%).

Secara keseluruhan, Tingkat Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah
sebesar 98,09 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut

dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:
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Pencapaian Kinerja Keseluruhan

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN

Capaian
No. Sasaran Strategis
(%)
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; 101.28 %
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; 80.00 %
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 100 %
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 111,11%
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan 98.09 %
Pencapaian Kinerja
120
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80
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60 "2
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Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis | pada Tahun 2019 adalah sebesar

101.28%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

SASARAN STRATEGIS |

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%) (%) (%)
a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan 100 95.68 95.68
b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan 100 95.69 95.69
c. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 97 90.97 93.78
d. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 99 100 101.01
e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 100 94.41 94.41
Banding

f.  Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 100 95.50 95.50

g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 100 99.64 99.64

Peninjauan Kembali

h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan 15 17.39 115.94

Diversi

i.  Index Kepuasan Pencari Keadilan 83 99.5 119.88

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis | 101.28
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Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis Il pada Tahun 2019 adalah sebesar

80.00%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN STRATEGIS I
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%) (%) (%)
a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada 100 100 100

Para Pihak Tepat Waktu

b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada 100 100 100
Para Pihak Tepat Waktu

c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 14 0 0

d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, 100 100 100
dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat 100 100 100
yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah

Putus

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis Il 80.00

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis Il pada Tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

SASARAN STRATEGIS Il
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%) (%) (%)

Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat 100 100 100

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis llI 100




LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2019 | 8

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2019 adalah sebesar

108,1%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

SASARAN STRATEGIS IV

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%) (%) (%)
(Dieksekusi)
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV 111,11 %

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura tahun 2019 berasal dari DIPA tahun anggaran 2019 dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 4.900.356.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura Tahun 2019 sebesar Rp 4.707.812.828,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.900.356.000,-
atau sebesar 96.07 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan
Umum adalah sebesar Rp. 119.885.710,- dari total Rp. 121.400.000,- atau sebesar 98,75 %.

Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 ini dapat menjadi bahan
perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2015 - 2019.
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BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan salah satu Unit Organisasi Peradilan dibawah
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya
pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Kabupaten Siak.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Rl dan jajaran peradilan di
bawahnya untuk mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN tidak terlepas dari
Dukungan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Pengawasan dan
Akuntabilitas serta Pelayanan Publik. Keberhasilan upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan

kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Gambaran Umum

2. Permasalahan Utama
Adapun permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi pada saat ini
adalah:
1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kelancaran administrasi.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana, dalam hal ini yang kami maksudkan adalah Gedung, yang

sampai saat ini Gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masih berstatus pinjam pakai
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kepada Pemerintah Kabupaten Siak, sedangkan tanah telah mendapatkan hibah dari Pemerintah

Kabupaten Siak ;

Plang Tanah Hibah PN Siak Sri Indrapura

TANAH MILIK

PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA

TANAH PERKANTORAN
No 1 2.01.01,04.001.4
SERTIFIKAT No :

LUAS 19,352 M2

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan
yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua
rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]IP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program
yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun
langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki
merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang
lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan Pengadilan
Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab
untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai
pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan,
menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan
kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta

menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2019 | 11

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun
2019 berupaya untuk memberikan kontribusi melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup
program-program:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Kemudian dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas internal Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura melalui kegiatan-kegiatan dalam lingkup Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura 2015 — 2019 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun
2019. Namun demikian, sebagai akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang
dimulai sejak tahun 2015 dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura 2015 — 2019, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Pengadilan Negeri Siak Sri

Indrapura pada penyelenggaraan pemerintahan.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2005, tanggal 20 Juli 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri

Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

1. Tugas
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten
Siak berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan
kepadanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan
Negeri Siak Sri Indrapura terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sesuai

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.
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2.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyelenggarakan

fungsi utama yaitu:

1)

Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

a.

b.

Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara.

Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali (PK).

Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap.

Fungsi nasehat

a.

Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang
hukum kepada Lembaga Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-
Undang No. 5 tahun 2004).

Melakukan pengawasan terhadap para narapidana vyang ada dirutan/lembaga

pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara Organisatoris, Administratif dan

Finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.

Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara berdasarkan

Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas

dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Struktur Organisasi

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan, Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari :

KETUA DAN WAKIL KETUA :

Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya

administrasi perkara pada Pengadilan.
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e Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di
Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

e Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai Juru Bicara Pengadilan untuk memberikan
penjelasan tentang hal - hal yang berhubungan dengan Pengadilan.

e Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera

Pengadilan.

A. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas Il mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di

bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan

perkara.

1.

PANITERA

Panitera Pengadilan Negeri Kelas Il mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di
bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan
perkara.

PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA) :

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Perdata.
PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA) :

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Pidana.
PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM) :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI:

Adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk
menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili

Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas Il adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua
Pengadilan Negeri Kelas .

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas Il dipimpin oleh seorang Sekretaris.
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1. SEKRETARIS
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas Il mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan
di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana
di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

2. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi
informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta
pelaporan.

3. KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana

4. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan
surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan

masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LKjIP ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan

Negeri Siak Sri Indrapura. Bentuk sajian (Outline) LKjIP sebagaimana diatur dalam Lampiran VI
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun
2014, adalah sebagai berikut:
Bab | PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan mengenai gambaran umum Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri

Indrapura dengan menekan kepada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama

(Strategic Issued) yang sedang dihadapi Organisasi.
Bab II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian

kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja).
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Bab Il AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura,
dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV PENUTUP
Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LKjIP serta harapan adanya koreksi

untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dimasa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Matriks Renstra 2015 — 2019

Eal S

SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
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BAB || PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 - 2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, merupakan gambaran dari
kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2015 - 2019
merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses
untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat

dijabarkan menjadi :
1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2015 — 2019 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan
terprogram secara sistematis melalui Penataan, Penertiban, Perbaikan Pengkajian, Pengelolaan
Terhadap Sistem Kebijakan dan Peraturan Perundangan-Undangan untuk mencapai Efektivas dan
Efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan
tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura diselaraskan dengan arah kebijakan dan
program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 — 2025 , sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam
mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 —2019.

Visi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Visi Mahkamah Agung Rl adalah

sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA YANG AGUNG.”

2. Misi

Sesuai dengan Visi tersebut, maka Misi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai
berikut :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
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Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai

dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan

Negeri Siak Sri Indrapura.

berikut:

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai

Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi Pencari Keadilan

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019,

sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

1.

2
3.
4

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara

Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Siak

Sri Indrapura dalam Tahun 2015 -2019.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis

dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel

berikut :
Indikator Kinerja Utama
INDIKATOR
NO | KINERJA UTAMA PENJELASAN
KINERJA
1. | TERWUJUDNYA | Persentase

PROSES Sisa Perkara Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan 100%

PERADILAN Perdata yang Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan

YANG PASTI, Diselesaikan

TRANSPARAN, Catatan :

DAN AKUNTABEL e Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai
pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata
tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan.
output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada
tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian
perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4
(empat) lingkungan Peradilan.

2. Persentase
Sisa Perkara Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan 100%
Pidana yang Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan
Diselesaikan

Catatan :

e Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada
tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun
sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan.
Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada
bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian
perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4
(empat) lingkungan Peradilan.

3. Persentase
Perkara Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%
Perdata yang Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan
Diselesaikan
Tepat Waktu | Catatan:

Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan
berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung
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Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.

Persentase
perkara
pidana yang
diselesaikan
tepat waktu

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

0,
Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan 100%

Catatan:

e Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan
berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung
nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.

Persentase
Perkara yang
Tidak

Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Banding 100%

Jumlah Perkara Diputus

Mengajukan
Upaya
Catatan:

Hukum . . .

Band e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak

andin

E mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara

yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam
jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam
jangka waktu triwulan.

Persentase

Perkara Yang
Tidak
Mengajukan
Upaya
Hukum
Kasasi

Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi

100%
Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan ?

Catatan :
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7. Persentase
perkara yang Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak
ke e Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 100%
MR Jumlah Perkara yang Telah Diputus
Upaya
Catatan :
Hukum . . .
. e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
Peninjauan . . .
) mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah
Kembali . :
jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah
jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan
kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam
jangka waktu tahunan.
8. Persentase
Perkara Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan
EE dengan Diversi 100%
Jumlah Perkara Pidana Anak
yang
Diselesaikan
Catatan :
dengan ) . . . . .
o ) e Diversi : Anak Pelaku Kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku
iversi
Kejahatan, melainkan sebagai Korban.
9. Index
Kepuasan Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas
B Terhadap Layanan Peradilan 100%
. Jumlah Responden Pencari Keadilan
Keadilan
Catatan :
e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelengara Pelayanan Publik
10.| PENINGKATAN Persentase
EFEKTIVITAS Salinan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim
PENGELOLAAN Putusan kepada Para Pihak tepat waktu 100%
PENYELESAIAN Perkara Jumlah Perkara Perdata yang Diputus
PERKARA Perdata yang
dikirim Catatan :
e Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
kepada Para
) Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE
Pihak tepat

waktu

MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
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11. Persentase
Salinan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim
Putusan kepada Para Pihak Tepat waktu 100%
Perkara Jumlah Perkara Pidana yang Diputus
Pidana yang
dikirim Catatan:
e Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
kepada Para
I Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE
‘naxTepa MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
Waktu . . I
e Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para
Pihak.
12. Persentase
Perkara yang Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
- P 100%
Bl Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi
Melalui
Mediasi Catatan :
e PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
13. Persentase
Berkas Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi
Perkara yang dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100%
. Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan ?
Dimohonkan . .
) Banding, Kasasi dan PK
Banding,
Kasasi, dan
Catatan :
PK yang . -
Diajukan
Secara
Lengkap dan
Tepat Waktu
14. Persentase
Putusan Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian

Perkara yang
Menarik
Perhatian
Masyarakat
yang Dapat
Diakses
Secara
Online
dalam
Waktu 1 Hari
Setelah
Putus

Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online
dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100%

Jumlah Putusan Perkara yang Menarik
Perhatian Masyarakat

Catatan:
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15.[ MENINGKATNYA | Persentase
AKSES Perkara Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100%
PERADILAN BAGI | Prodeo yang Jumlah Perkara Prodeo
MASYARAKAT Diselesaikan
MISKIN DAN Catatan :
TERPINGGIRKAN ®
16. Persentase
Perkara yang Jumlah Perkara yang Diselesaikan
SedlesiEn di Luar Gedung Pengad.ilan : 100%
di Luar Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan
di Luar Gedung Pengadilan
Gedung
Pengadilan T
o -
17. Persentase
Pencari Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
weealiEm Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100%
Gelamnme Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu
Tertentu
yang Catatan:
Mendapat *
Layanan
Bantuan
Hukum
(Posbakum)
18.| MENINGKATNYA | Persentase
KEPATUHAN Putusan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti
TERHADAP Perkara (Dieksekusi) 100%
PUTUSAN T Juml‘ah Putusan Perkara‘P.erdata y?ng su‘dah BHT-dan
. dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)
PENGADILAN Ditindak
lanjuti Catatan:
(Dieksekusi)

adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti.
Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk

dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan

perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi

persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti

semakin bagus kinerja Pengadilan.

maka




LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2019 | 23

4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan
dan Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, perlu
ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk
mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan

Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Mahkamah Agung Rl adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara;

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara;
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B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Rencana Kinerja Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014 dengan
mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh
mana sasaran akan dicapai pada tahun 2019, dan Rencana Kinerja Utama tersebut ditinjau ulang
sejak beredarnya Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
933/SEK/0T.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviuw Indikator Kinerja Utama (IKU)

untuk Pengadilan Tingkat Pertama dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Reviu Rencana Kinerja Tahun 2019

\[oX SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ‘
1. TERWUJUDNYA PROSES Persentase Sisa Perkara Perdata yang 100
PERADILAN YANG PASTI, Diselesaikan
TRANSPARAN, DAN
AKUNTABEL
2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang 100
Diselesaikan
3. Persentase Perkara Perdata yang 97
Diselesaikan Tepat Waktu
4, Persentase perkara pidana yang 99
diselesaikan tepat waktu
5. Persentase Perkara yang Tidak 100
Mengajukan Upaya Hukum Banding
6. Persentase Perkara Yang Tidak 100
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
7. Persentase perkara yang Tidak 100
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PENINGKATAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA

MENINGKATNYA AKSES
PERADILAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN DAN
TERPINGGIRKAN

Persentase Perkara Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan Diversi
Index Kepuasan Pencari Keadilan

Persentase Salinan Putusan Perkara
Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
Tepat Waktu

Persentase Salinan Putusan Perkara
Pidana yang dikirim kepada Para Pihak
Tepat Waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan

Melalui Mediasi

Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan

Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus

Persentase Perkara Prodeo yang

Diselesaikan

Persentase Perkara yang Diselesaikan di

Luar Gedung Pengadilan

Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

15

83

100

100

14

100

100

100
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18. MENINGKATNYA
KEPATUHAN TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN

Persentase Putusan Perkara Perdata

yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

75

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN:

Rp. 4.900.356.000,-

(Empat Milyar
Sembilan Ratus Juta
Tiga Ratus Lima
Puluh Enam Ribu
Rupiah)

C. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 ini, merupakan tolak
ukur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada akhir tahun 2019. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun
2019, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2019 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung Rl dalam rangka penggunaan
anggaran tahun 2019. Penetapan Kinerja tahun 2019 juga direviu untuk melaksanakan Surat dari

Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Tanggal 15

November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2019

[\ [o SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ‘
1. TERWUJUDNYA PROSES Persentase Sisa Perkara Perdata yang ' 100
PERADILAN YANG PASTI, Diselesaikan
TRANSPARAN, DAN
AKUNTABEL
2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang 100
Diselesaikan
3. Persentase Perkara Perdata yang 97

Diselesaikan Tepat Waktu
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10.

11.

12.

13.

14.

PENINGKATAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA

Persentase perkara pidana yang 99

diselesaikan tepat waktu

Persentase Perkara yang Tidak 100

Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase Perkara Yang Tidak 100

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang Tidak 100
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan

Kembali

Persentase Perkara Pidana Anak yang 15

Diselesaikan dengan Diversi
Index Kepuasan Pencari Keadilan 83

Persentase Salinan Putusan Perkara 100
Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
Tepat Waktu

Persentase Salinan Putusan Perkara 100

Pidana yang dikirim kepada Para Pihak

Tepat Waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan 14
Melalui Mediasi

Persentase Berkas Perkara yang 100

Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan

Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang 100
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus
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15.

16.

17.

18.

MENINGKATNYA AKSES
PERADILAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN DAN
TERPINGGIRKAN

MENINGKATNYA
KEPATUHAN TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN

Persentase Perkara Prodeo yang

Diselesaikan

Persentase Perkara yang Diselesaikan di

Luar Gedung Pengadilan

Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase Putusan Perkara Perdata

yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN:

100

75

Rp. 4.900.356.000,-

(Empat Milyar
Sembilan Ratus Juta
Tiga Ratus Lima
Puluh Enam Ribu
Rupiah)
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BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Organisasi yang

tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Visi
dan Misi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Pengukuran kinerja
merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai
mekanisme untuk memberikan Reward/Punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2019,
dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target

yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun
demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat
capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran

Kinerja berikut ini.
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Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019 secara
umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat
mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator
kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja

sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Sasaran Indikator Kinerja Utama Realisasi | Capaian

Strategis (%) (%)

Terwujudnya  a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang 100 95.68 95.68

Proses Diselesaikan

Peradilan b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang 100 95.69 95.69

yang Pasti, Diselesaikan

Transparan c. Persentase Perkara Perdata yang 97 90.97 93.78

dan Diselesaikan Tepat Waktu

Akuntabel d. Persentase perkara pidana yang 99 100 101.01
diselesaikan tepat waktu

. Persentase Perkara yang Tidak 100 94.41 94.41
Mengajukan Upaya Hukum Banding

f. Persentase Perkara Yang Tidak 100 95.50 95.50

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

g. Persentase perkara yang Tidak 100 99.64 99.64

Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan

Kembali

h. Persentase Perkara Pidana Anak yang 15 17.39 115.94

Diselesaikan dengan Diversi

i. Index Kepuasan Pencari Keadilan 83 99.5 119.88
Peningkatnya a. Persentase Salinan Putusan Perkara 100 100 100
Efektivitas Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
Pengelolaan Tepat Waktu

®
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Penyelesaian b. Persentase Salinan Putusan Perkara 100 100
Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak
Tepat Waktu
c. Persentase Perkara yang Diselesaikan 14 0
Melalui Mediasi
d. Persentase Berkas Perkara yang 100 100
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat
Waktu

I e. Persentase Putusan Perkara yang 100 100
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Putus

Meningkatnya a. Persentase Perkara Prodeo yang
Akses Diselesaikan

Peradilan bagi b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di

Masyarakat Luar Gedung Pengadilan

Miskin dan c. Persentase Pencari Keadilan Golongan 100 100
Terpinggirkan Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata yang 75 83.33
Kepatuhan ditindaklanjuti (dieksekusi)

Terhadap

Putusan

Pengadilan

100

100

100

100

111,11%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019 secara

umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat

mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator

kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2019. Namun demikian disisi

lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan

dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.
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Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian
kinerja, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan

dari Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 mengacu Pada Indikator
Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang

ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN | : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” dimaksudkan
untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian
perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya proses peradilan yang pasti di
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi
yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2015-2019. Keberhasilan sasaran
ini dapat diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,

III

Transparan, dan Akuntabel” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya

ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran | : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja Realisasi | Capaian
2019 2019

2018 2017 2016 2015

(%) (%) (%) (%)

(%) (%)

A Persentase Sisa Perkara Perdata 100 95.68 95.68 100 100 68.13 100
yang Diselesaikan

B Persentase Sisa Perkara 100 95.69 95.69 100 100 68.13 100
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Pidana yang Diselesaikan

C  Persentase Perkara Perdata yang 97 90.97 93.78 89.74 82.88 88.94 89.97
Diselesaikan Tepat Waktu

D  Persentase Perkara Pidana yang 99 100 101.01 99.22 82.88 88.94 89.97
diselesaikan tepat waktu

E Persentase Perkara yang Tidak 100 94.41 94.41 99.61 99.84 96.59 90.57
Mengajukan Upaya Hukum
Banding

F Persentase Perkara Yang Tidak 100 95.50 95.50 99.73 99.84 96.59 90.57
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

G  Persentase perkara yang Tidak 100 99.64 99.64 99.98 99.84 96.59 90.57
Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali

H  Persentase Perkara Pidana Anak 15 17.39 115.94 6.66 0 - -
yang Diselesaikan dengan Diversi

I Index Kepuasan Pencari Keadilan 83 99.5 119.88 74.54 71.73 80.00 -

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut:

e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang
diselesaikan dengan Sisa pekara yang harus diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Sisa
Perkara Perdata yang Diselesaikan” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun
sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja Realisasi | Capaian

2019 LR o018 2017 2016 2015
SAEEEEEE (%) (%) (%) (%)
A Persentase Sisa Perkara Perdata 100 95.68 95.68 100 100 68.13 100

yang Diselesaikan
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Jumlah Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 155 perkara, yang
keseluruhannya merupakan sisa perkara dari tahun sebelumnya. Tabel berikut menggambarkan Sisa

Perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2019 :

Perkara Perdata Yang Diselesaikan Pada Tahun 2019

10 34 31 13

1 116 113 4

= 11 10 1

1 1 1 1
12 162 155 19

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2019 adalah

sebesar 95.68%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Reali . Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan % 100%
eattsast = Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan ’

Reali . 155 perkara « 100%
eansast = 162 perkara ?

=95.68%
Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun
2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 95.68 %.
Dari capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa sisa perkara tahun lalu selalu diselesaikan pada

tahun berikutnya oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang
diselesaikan dengan Sisa pekara yang harus diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Sisa
Perkara Pidana yang Diselesaikan” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun

sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :
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Target Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja Realisasi | Capaian

2019 SSSE 2018 2017 2016 2015
(%) SR (%) (%) (%) (%)

lve)

Persentase Sisa Perkara 100 95.69 95.69 100 100 68.13 100

Pidana yang Diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 400 perkara, yang
keseluruhannya merupakan sisa perkara dari tahun sebelumnya. Tabel berikut menggambarkan Sisa

Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2019 :

Perkara Pidana Yang Diselesaikan Pada Tahun 2019

393 375 62

Pidana Biasa 44
Pidana Singkat - - - -
Pidana Cepat - - - -
Pidana Anak - 23 23 -

Pidana Pra Peradilan - 2 2 -

TOTAL

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2019 adalah

sebesar 95.69%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Reali L Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan % 100%
eattsast = Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus Diselesaikan ’

Reali . 400 perkara X 100%
eaisast= 418 perkara ?

=95.69%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun
2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 95.69 %.
Dari capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa sisa perkara tahun lalu selalu diselesaikan pada

tahun berikutnya oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.
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e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Perdata
yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 97%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun
sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja Realisasi | Capaian
2019 2019

2018 2017 2016 2015

(%) (%) (%) (%)

(%) (%)

C  Persentase Perkara Perdata yang 97 90.97 93.78 89.74 82.88 8894 89.97
Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2019 sebanyak 141
perkara, yang keseluruhannya merupakan sisa perkara dari tahun sebelumnya. Tabel berikut

menggambarkan Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2019 :

Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

18 13

Gugatan 31

Panggilan untuk Para
Pihak yang tidak
diketahui alamatnya
sehingga memerlukan
waktu 1 bulan

(Panggilan Umum)
Permohonan 113 113 - -

Gugatan Sederhana 10 10 - -

Perlawanan / Bantahan

1 = 1 =
o |
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Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2019 adalah

sebesar 90.97 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Realisast = Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan * 100%
Realisasi = M X 100%
155 perkara
=90.97 %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 93.78 %.

e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Pidana
yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 99 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun

sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :
Target Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
Indikator Kinerja Realisasi | Capaian
2019 2019

2018 2017 2016 2015
(%) (%) (%) (%)

(%) (%)

D Persentase Perkara Pidana yang 99 100 101.01 99.22 82.88 88.94 89.97

diselesaikan tepat waktu

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2019 sebanyak 400
perkara, yang keseluruhannya merupakan sisa perkara dari tahun sebelumnya. Tabel berikut

menggambarkan Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2019 :
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Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

375 375 = =

23 23 - -
2 2 = =
400 400 - 5

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2019 adalah

sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

. . Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
Realisasi = X 100%
Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan

Reali . 400 perkara X 100%
eatsast = 100 perkara ?

=100%
Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 101.01 %.

e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Banding

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Diputus
yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dengan Jumlah Perkara Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase
Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” pada tahun 2019 serta perbandingannya

dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :
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Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator Kinerja Realisasi | Capaian
2019 2019

2018 2017 2016 2015

(%) (%) (%) (%)

(%) (%)

E  Persentase Perkara yang Tidak 100 94.41 94.41 99.61 99.84 96.59 90.57
Mengajukan Upaya Hukum
Banding

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2019
sebanyak 147 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Banding pada tahun 2019 sebanyak 377. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana
yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2019 :

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

31 23

Gugatan Sederhana 10 10

Perlawanan / Bantahan 1 1

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

375 354

Pidana Singkat - -

Pidana Cepat - -
Pidana Anak 23 21

Pidana Pra Peradilan 2

2
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Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2019 adalah

sebesar 94.41 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding

Realisasi — 1000
ealisasi Jumlah Perkara Diputus * 100%
Reali . 524 perkara X 100%
eatsast = gg perkara ?
=94.41%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 94.41 %.

e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Kasasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara Diputus pada Tahun Berjalan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase
Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” pada tahun 2019 serta perbandingannya

dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :
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Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator Kinerja Realisasi | Capaian
2019 2019

2018 2017 2016 2015

(%) (%) (%) (%)

(%) (%)

F  Persentase Perkara Yang Tidak 100 95.50 95.50 99.73 99.84 96.59 90.57

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2019
sebanyak 147 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi pada tahun 2019 sebanyak 383. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana

yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2019 :

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

31 23

Gugatan Sederhana 10 10
Perlawanan / Bantahan 1 1

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

375 360

Pidana Singkat - =

Pidana Cepat - -
Pidana Anak 23 21

Pidana Pra Peradilan 2

2
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Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2019 adalah

sebesar 95.50 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi

. - 0,
Realisasi Jumlah Perkara Diputus pada Tahun Berjalan *100%
Reali . 530perkara X 100%
eatsast = gg perkara ?
=95.50 %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 95.50 %.

e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Peninjauan Kembali

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara Diputus yang
Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dengan Jumlah Perkara Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase
Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali” pada tahun 2019 serta

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :
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Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator Kinerja Realisasi | Capaian

2019 2019
2018 2017 2016 2015
(%) (%)
(%) (%) (%) (%)
99.98 99.84 96.59 90.57

G  Persentase perkara yang Tidak 100 99.64 99.64

Mengajukan Upaya Hukum

Peninjauan Kembali

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada
tahun 2019 sebanyak 153 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2019 sebanyak 400. Tabel berikut menggambarkan Perkara

Perdata dan Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2019 :
Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Permohonan 113 113

Gugatan Sederhana 10 10

Perlawanan / Bantahan 1 1

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Pidana Singkat -

Pidana Cepat -
Pidana Anak 23 23

Pidana Pra Peradilan 2 2

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
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Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2019 adalah

sebesar 99.64 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum PK

e — o
Realisast Jumlah Perkara Diputus * 100%
Reali . 553 perkara x 100%
eattsast = 555 perkara ?
=99.64 %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 99.64 %.

e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan

Diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi dengan Jumlah Perkara Pidana Anak.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 15 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan

tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :
Target Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
Indikator Kinerja Realisasi | Capaian
2019 2019

2018 2017 2016 2015
(%) (%) (%) (%)

(%) (%)

H Persentase Perkara Pidana Anak 15 17.39 115.94 6.66 0 - -

yang Diselesaikan dengan Diversi
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Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2019 sebanyak 4
perkara. Tabel berikut menggambarkan Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi pada
tahun 2019 :

Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi

1 23 4 4

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2019 adalah

sebesar 17.39 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Realisasi = x 1009
ealisast Jumlah Perkara Pidana Anak 00%
. . 4 perkara
Realisasi = — x 100%
23 perkara
=17.39%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 115.94 %.

e Sasaran | Indikator Kinerja - Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Responden Pencari
Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dengan Jumlah Responden Pencari Keadilan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 83 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Index Kepuasan

Pencari Keadilan” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan

pada table berikut ini :

Target Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator Kinerja Realisasi | Capaian

2019 2019

2018 2017 2016 2015
(%) (%)

(%) (%) (%) (%)

I Index Kepuasan Pencari Keadilan 83 99.5 119.88 74.54 71.73 80.00 -
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Jumlah Responden Pengguna Layanan Peradilan pada tahun 2019 sebanyak 200 Orang. Tabel
berikut menggambarkan Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri

Indrapura pada tahun 2019 :

Data Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

1 68 34

Sangat Sesuai 4
2 Sesuai 3 131 65.5
3 Kurang Sesuai 2 1 0.5
4 Tidak Sesuai 1 0 0
Jumlah 200 100%

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2019 adalah

sebesar 99.50 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas

Realisasi = — e pencart Keadiin * 100%
Realisasi = 199 Orang X 100%
200 Orang
=99.50 %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 119.88 %.

SASARAN Il : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” dimaksudkan untuk
menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi
dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2015-2019. Keberhasilan

sasaran ini dapat diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan
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Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya

ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran Il : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Realisasi | Capaian

AU AU 2018 2017 2016 2015
(%) (%) (%) (%)
A  Persentase Salinan Putusan 100 100 100 100 - - -

(%) (%)

Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat Waktu

B  Persentase Salinan Putusan 100 100 100 100 = = =
Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat Waktu

C  Persentase Perkara yang 14 0 0 5.40 0 0 0
Diselesaikan Melalui Mediasi

D Persentase Berkas Perkara yang 100 100 100 100 100 100 100
Dimohonkan Banding, Kasasi,
dan PK yang Diajukan Secara
Lengkap dan Tepat Waktu

E  Persentase Putusan Perkara 100 100 100 100 = = =
yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang Dapat Diakses
Secara Online dalam Waktu 1

Hari Setelah Putus

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut:
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e Sasaran Il Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim

Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara
Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan
Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2019 serta

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja Realisasi | Capaian
2019 2019

2018 2017 2016 2015

(%) (%) (%) (%)

(%) (%)

A Persentase Salinan Putusan 100 100 100 100 - - -
Perkara Perdata yang dikirim

kepada Para Pihak Tepat Waktu

Jumlah Perkara Perdata yang Putus pada tahun 2019 sebanyak 154 perkara dan keseluruhan
putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan

Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2019 :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Gugatan

Gugatan Sederhana

S ___

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :
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Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu

Realisast = Jumlah Perkara Perdata yang Diputus * 100%
Realisasi = M x 100%
154 perkara
=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Realisasi
Target

100%
100%
100%

Capaian x 100%

X 100%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada
para pihak tepat waktu.

e Sasaran Il Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim

Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara
Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan
Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2019 serta
perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja Realisasi | Capaian
2019 2019

2018 2017 2016 2015

(%) (%) (%) (%)

(%) (%)

B Persentase Salinan Putusan 100 100 100 100 - - -
Perkara Pidana yang dikirim

kepada Para Pihak Tepat Waktu
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Jumlah Perkara Pidana yang Putus pada tahun 2019 sebanyak 400 perkara dan keseluruhan
putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan

Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2019 :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

375 375 =

23 23 =
2 2 =
400 400 5

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu

Realisast = Jumlah Perkara Pidana yang Diputus * 100%
Realisasi = M X 100%
400 perkara
=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

c . Realisasi>< 100%
apaian = Target ()

100%
100%
100%

X 100%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada
para pihak tepat waktu.
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e Sasaran Il Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara yang Diselesaikan
Melalui Mediasi dengan Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 14%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
yang Diselesaikan Melalui Mediasi” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun

sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator Kinerja Realisasi | Capaian
2019 2019
(%) (%) 2018 2017 2016 2015

(%) (%) (%) (%)
C Persentase Perkara yang 14 0 0 5.40 0 0 0

Diselesaikan Melalui Mediasi

Jumlah Perkara Perdata yang di Mediasi pada tahun 2019 sebanyak 20 perkara dan tidak ada
Perkara yang Berhasil diselesaikan dengan Mediasi. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Perkara

yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada tahun 2019 :

Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi pada Tahun 2019

1 20 1

= 19

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah

sebesar 0%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

P x 0
Realisast Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100%

. . 0 perkara
Realisasi = — x 100%
20 perkara

=0%
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Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 0%.

Realisasi

Target
_ 0% X 100%
~ 14% ’

0%

Capaian x 100%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 Pekara di Pengadilan
Negeri Siak Sri Indrapura tidak ada yang dapat diselesaikan dengan Mediasi, ini disebabkan karena
Pihak yang berpekara lebih memilih untuk melanjutkan persidangan.

e Sasaran Il Indikator Kinerja - Persentase Bekas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi

dan PK yang diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Berkas Perkara
yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu dengan
Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Berkas
Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu”

pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut

ini:

Target Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Indikator Kinerja Realisasi | Capaian
2019 2019

2018 2017 2016 2015

(%) (%) (%) (%)

D  Persentase Berkas Perkara yang 100 100 100 100 100 100 100
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan
PK yang Diajukan Secara Lengkap
dan Tepat Waktu

(%) (%)
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Jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK pada tahun 2018 adalah sebanyak
56 perkara, dan jumlah pekara banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

adalah sebanyak 56 perkara. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :

Keadaan Pekara Upaya Hukum Yang Diajukan Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2018

8 8 2 18

23 17 0 40
31 25 2 58

* Perkara Perdata adalah gabungan dari Gugatan, Gugatan Sederhana, Permohonan dan Perlawanan/Bantahan
* Perkara Pidana adalah jumlah perkara yang ada di Kepaniteraan Pidana

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Realisasi = x 1009
eattsast Jumlah Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK o
. . 58 perkara
Realisasi = ——————x 100%
58 perkara
=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Realisasi
Target
100%
100%
100%

Capaian X 100%

x 100%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh berkas yang diajukan Banding, Kasasi
dan PK sudah diserahkan secara lengkap dan tepat waktu.
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e Sasaran Il Indikator Kinerja - Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian

Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara
yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah
Putus dengan Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Putusan
Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari
Setelah Putus” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada
table berikut ini :

Target Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat

Indikator Kinerja Realisasi | Capaian
2019 2019

(%) (%) 2018 2017 2016 2015
(%) (%) (%) (%)
E Persentase Putusan Perkara yang 100 100 100 100 - - -

Menarik Perhatian Masyarakat
yang Dapat Diakses Secara Online

dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Jumlah perkara yang menarik perhatian pada tahun 2019 adalah sebanyak 4 perkara, jumlah
perkara yang diupload ke dalam website 3 perkara, serta yang diupload ke website pada saat putus

adalah 3 perkara. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :

Keadaan Pekara Yang Menarik Perhatian Tahun 2019

Jenis Perkara Perkara Yang Perkara Yang Putusan Putusan

Menarik Menarik Perkara Yang Perkara Yang

Perhatian Perhatian Diupload ke Diupload ke

Yang Diputus Website Website Pada

Saat Putusan
Perkara Perdata 0 0 0 0
Perkara Pidana 2 2 2 2
Jumlah 2 2 2 2

*Perkara Perdata adalah gabungan dari gugatan dan permohonan
*Perkara Pidana adalah jumlah perkara diluar perkara tilang
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Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2018 adalah

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online
dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Realisasi X 1009
ealisasi Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat 00%
. . 2 perkara
Realisasi = ————x100%
2 perkara
=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

c . Realisasi>< 100%
apaian = Target ()

100%
100%

100%

X 100%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh berkas perkara menarik perhatian

yang diputus dan putusannya diupload ke website pada saat putus adalah 2 Perkara.

Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”
dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya
peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada
Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2015-2019. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur
melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun

sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2019 | 56

Sasaran lll : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja Realisasi | Capaian
2019 2019

(%) (4] 2018 2017 2016 2015
(%) (%) (%) (%)

Persentase Perkara Prodeo yang
Diselesaikan

B Persentase Perkara yang
Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan

C  Persentase Pencari Keadilan 100 100 100 100 - - -
Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut:

e Sasaran lll Indikator Kinerja - Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Prodeo
Yang Diselesaikan dengan Jumlah Perkara Prodeo.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan
pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan melalui prodeo dan tidak ada anggaran

untuk perkara prodeo dalam DIPA.

e Sasaran lll Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung

Pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Antara Jumlah Perkara Yang
Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan dengan Jumlah Perkara yang Seharusnya Diselesaikan di Luar
Gedung Pengadilan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan

pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan di luar Gedung maupun Zetting Plaatz.

e Sasaran lll Indikator Kinerja - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
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Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Pencari Keadilan
Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan
Golongan Tertentu.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Pencari
Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)” pada tahun 2019

serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja Realisasi | Capaian
2019 2019

(%) (%) 2018 2017 2016 2015
(%) (%) (%) (%)
C  Persentase Pencari Keadilan 100 100 100 100 - - -

Golongan Tertentu yang Mendapat

Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu adalah 50 Orang dan jumlah pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum adalah 50 Orang. Tabel berikut

menggambarkan hal tersebut pada tahun 2019 :

Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Posbakum Tahun 2019

Target Layanan Jumlah Pencari Keadilan Jumlah Pencari Keadilan Golongan

Golongan Tertentu Tertentu Yang Mendapatkan Layanan
Bantuan Hukum

Pencari Keadilan 50 50

JUMLAH 50 50

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Realisasi =
ealtsast Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

X 100%
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Realisasi = >0 Orang X 100%
ealisasi = -, Orang 0

=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Capaian = M x 100%
Target
100%
100%

100%

X 100%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat miskin dan terpinggirkan

yang mendaftarkan di Posbakum mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.

SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

e Sasaran IV Indikator Kinerja - Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti

(Dieksekusi)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara
Perdata yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Sudah Berkekuatan
Hukum Tetap dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) .

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 75%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Putusan
Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)” pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan

tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator Kinerja Realisasi | Capaian
2019 2019

2018 2017 2016 2015

(%) (%)
(%) (%) (%) (%)
A Persentase Putusan Perkara 75 83.33 111,11 66.6 66.6 100 100
Perdata yang Ditindak lanjuti %

(Dieksekusi)
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Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap adalah 12 Perkara,
dan jumlah perkara Perdata yang telah ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 10 Perkara. Tabel berikut

menggambarkan hal tersebut pada tahun 2019 :

Keadaan Perkara Eksekusi Tahun 2019

Jenis Perkara Perkara Perkara BHT Telah Perkara BHT yang Belum
BHT Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti
| PerkaraPerdata 12 10 2
Jumlah 12 10 2

*Perkara Perdata adalah gabungan dari Gugatan dan Permohonan

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah

sebesar 83.33%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti

. - X 0,
Realisast Jumlah Putusan Perkara Yang Sudah BHT 100%
. . 10 perkara
Realisasi = —— x 100%
12 perkara
=83.33%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun
2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 111,11%.

c . Realisasi % 100%
apaian = Target ()

_83.33% oo
- T 75% 0

= 111.11%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh perkara perdata yang sudah BHT
sudah ditindaklanjuti (dieksekusi).
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C. Akuntabilitas Keuangan

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura tahun 2019 berasal dari DIPA tahun anggaran 2019 dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.4.900.356.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah),

yang meliputi Program-Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung,
dengan kegiatan utama adalah Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 4.900.356.000,-

(Empat Milyar Sembilan Ratus Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah),

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan kegiatan utama Kegiatan
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar

Rp. 121.400.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Anggaran DIPA

Program
Peninzkatan Angg aran D IPA
Manajemen

Peradilan

Umum

2%

Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
98%

Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura Tahun 2019 sebesar Rp 4.707.812.828,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.900.356.000,-
atau sebesar 96.07 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan
Umum adalah sebesar Rp. 119.885.710,- dari total Rp. 121.400.000,- atau sebesar 98,75 %.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja input/

penyerapan anggaran pada tahun 2019 telah optimal.
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Pencapaian Realisasi Anggaran

Pencapaian Kinerja Input

(dalam ribu rupiah)

6,000,000,000

5,000,000,000 828 119,885,710

4,000,000,000

3,000,000,000

2,000,000,000

1,000,000,000

192,543,172
0 ||
Alokasi Realisasi Sisa
= Pembinaan Administrasi dan 4,900,356,000 4707,812,828 192,543,172
Pengelolaan Keuangan
= Peningkatan Manajemen Peradilan 121,400,000 119,885,710 1,514,290
Umum
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BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 merupakan cerminan capaian kinerja
kegiatan dan sasaran Tahun 2019 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja
(Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitan antara realisasi
Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan PENGADILAN NEGERI SIAK SR
INDRAPURA 2015 - 2019.

2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program
telah tercapai secara optimal, dimana kinerja input tertinggi ditunjukkan pada Kegiatan
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

3. Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Tahun 2019 sebesar Rp 4.707.812.828,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.900.356.000,- atau
sebesar 96.07 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum adalah sebesar Rp. 119.885.710,- dari total Rp. 121.400.000,- atau sebesar 98,75 %.

SARAN-SARAN

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengelolaan SDM Aparatur, yang
salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat dilakukan antara lain melalui :
a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak
akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
b. Peningkatan kualitas SDM terkait dengan Teknis maupun Non Teknis Yudisial, terutama

kemampuan dalam penggunaan IT.
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Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui
pengadaan CPNS/PNS, Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan.

Pemenuhan terhadap Sarana dan Prasarana Operasional Perkantoran harus
diprioritaskan, untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi
pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang

yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Siak Sri Indrapura, 28 Januari 2020
'/knss/{,,\‘

-

/ ‘G':;‘:

EGERI SIAK SRI INDRAPURA

) KN., MH.
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REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

INDIKATOR PENANGGUNG SUMBER
NO | KINERJA UTAMA KINERJA PENJELASAN JAWAB DATA

TERWUJUDNYA Persentase Sisa Panitera Laporan
PROSES Perkara Perdata Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan 100% Bulanan
PERADILAN yang Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan dan
YANG PASTI, Diselesaikan Laporan
TRANSPARAN, Catatan: Tahunan
DAN AKUNTABEL e Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai

pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata
tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan.
output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada
tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang
penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
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Persentase Sisa Panitera Laporan
Perkara Pidana Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan 100% Bulanan
yang Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan dan
Diselesaikan Laporan
Catatan : Tahunan
e Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai
pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana
tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun
berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang
diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014
tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
Persentase Panitera Laporan
Perkara Perdata Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% Bulanan
yang Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan dan
Diselesaikan Laporan
Tepat Waktu Catatan : Tahunan

e Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada

bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang
diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian
perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4
(empat) lingkungan peradilan.
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Persentase Panitera Laporan
perka ra pidana Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% Bulanan
yang Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan dan
diselesaikan Laporan
tepat waktu Catatan: Tahunan
e Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan

berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan

tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung

nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan

tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan

peradilan.
Persentase Panitera Laporan
Perkara yang Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Bulanan
Tidak Jumlah Perkara Diputus 100% dan
Mengajukan Laporan
Upaya Hukum Catatan : Tahunan
Banding e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak

mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara
yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah
jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput
dalam jangka waktu triwulan.
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Persentase Panitera Laporan
Perkara Yang Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi Bulanan
Tidak Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 100% dan
Mengajukan Laporan
Upaya Hukum Catatan: Tahunan
Kasasi o -
Persentase Panitera Laporan
perka ra yang Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Bulanan
Tidak Peninjauan Kembali 100% dan
Mengajukan Jumlah Perkara yang Telah Diputus Laporan
Upaya Hukum Tahunan
Peninjauan Catatan :
Kembali e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak

mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah

jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah

jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan

kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput

dalam jangka waktu tahunan.
Persentase Panitera Laporan
Perkara Pidana Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Bulanan
Anak yang Jumlah Perkara Pidana Anak 100% dan
Diselesaikan Laporan
dengan Diversi | Catatan : Tahunan

e Diversi : Anak Pelaku Kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku
Kejahatan, melainkan sebagai Korban.
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9. Index Kepuasan Panitera Laporan
Pencari Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Bulanan
Keadilan Peradilan 100% dan
Jumlah Responden Pencari Keadilan Laporan
Tahunan
Catatan :
e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelengara Pelayanan Publik
10. | PENINGKATAN Persentase Panitera Laporan
EFEKTIVITAS Salinan Putusan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Bulanan
PENGELOLAAN Perkara Perdata tepat waktu 100% dan
PENYELESAIAN yang dikirim Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Laporan
PERKARA kepada Para Tahunan
Pihak tepat Catatan :
waktu e Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan
SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
11. Persentase Panitera Laporan
Salinan Putusan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Bulanan
Perkara Pidana Tepat waktu 100% dan
yang dikirim Jumlah Perkara Pidana yang Diputus Laporan
kepada Para Tahunan
Pihak Tepat Catatan :
Waktu e Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
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Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan
SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

e Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para
Pihak.

12. Persentase Panitera Laporan
Perkara yang Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Bulanan
Diselesaikan Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100% dan
Melalui Mediasi Laporan

Catatan : Tahunan
e PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.

13. Persentase Panitera Laporan
Berkas Perkara Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Bulanan
yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100% dan
Dimohonkan Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK La poran
Banding, Kasasi, Tahunan
dan PK yang Catatan :

Diajukan Secara [ o -
Lengkap dan
Tepat Waktu

14. Persentase Panitera Laporan
Putusan Perkara Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Bulanan
yang Menarik Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100% dan
Perhatian Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat La poran
Masyarakat Tahunan

yang Dapat
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Diakses Secara Catatan:
Online dalam o -
Waktu 1 Hari
Setelah Putus
15. | Meningkatnya Persentase Panitera Laporan
Akses Peradilan Perkara Prodeo Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Bulanan
bagi Masyarakat | yang Jumlah Perkara Prodeo 100% dan
Miskin dan Diselesaikan Laporan
Terpinggirkan Catatan : Tahunan
o -
16. Persentase Panitera Laporan
Perkara yang Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Bulanan
Diselesaikan di Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% dan
Luar Gedung Laporan
Pengadilan Catatan: Tahunan
o -
17. Persentase Panitera Laporan
Pencari Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bulanan
Keadilan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% dan
Golongan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Laporan
Tertentu yang Tahunan
Mendapat Catatan:
Layanan °

Bantuan Hukum
(Posbakum)
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18.

MENINGKATNYA
KEPATUHAN
TERHADAP
PUTUSAN
PENGADILAN

Persentase
Putusan Perkara
Perdata yang
Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk 100%
ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Catatan :

e adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti.
Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk
dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan
perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi
persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka
semakin bagus kinerja Pengadilan.

Panitera

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
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REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS 11

VISI : TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA YANG AGUNG

MiISI : 1. MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN
3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN
4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN

Target Strategis
Jangka
Menengah
Uraian Indikator kinerja Uraian Indikator kinerja Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran
2015 2016 2017 2018 2019 (Rp.)
Mewujudkan a. Persentase sisa 100% Terwujudnya a. Persentase sisa 1. Program 1. Peningkatan 1. Perkara Pradilan - 312 Jam 256.128.000
1 Pelayanan perkara yang Proses perkara yang Peningkatan Manajemen Umum yang Layanan
Hukum yang diselesaikan : Peradilan diselesaikan : Manajemen Peradilan diselesaikan - 322
Prima bagi - Perdata yang Pasti, - Perdata Peradilan Umum ditingkat pertama Perkara
pencari - Pidana Transparan - Pidana 100% 100% 100% 100%  100% Umum dan banding
keadilan dan 100% 100% 100% 100%  100% secara tepat
b. Persentase Perkara: Akuntabel b. Persentase waktu
- Perdata 92% perkara :
- Pidana 95% - Perdata 85% 88% 90%  95% 97% 2. Program 2. Pembinaan 2. Penyelenggaraan - 12 layanan 3.406.630.000
yang diselesaikan - Pidana 90% 92% 95%  98% 99% Dukungan Administrasi Operasional dan - 12 Bulan
tepat waktu Yang diselesaikan Manajemen dan Non  Operasional
tepat waktu dan Pengelolaan Satker Daerah
Pelaksanaan Keuangan
c. Persentase c. Persentase Tugas Teknis Badan Urusan
penurunan sisa penurunan sisa Lainnya Administrasi
perkara: perkara:
- Perdata 85% - Perdata 80% 83% 10% 13% 15%
- Pidana 73% - Pidana 50% 65% 30% 35% 98%
d. Persentase d. Persentase
perkara yang Tidak perkara yang
Mengajukan Tidak Mengajukan
Upaya Hukum : Upaya Hukum :
e Banding 89% e Banding 85% 88% 100% 100%  100%
e Kasasi 93% e Kasasi 90% 92% 100% 100%  100%

e PK 94% e PK 90% 93% 100% 100%  100%
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. Persentase berkas

. Persentase 17%
Perkara Pidana

Anak yang

Diselesaikan

dengan Diversi

Index responden 77%
pencari keadilan

yang puas

terhadap layanan

peradilan

. Persentase Isi 100%
Putusan Yang
Diterima Oleh para

pihak Tepat Waktu

Peningkatnya
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

. Persentase 2%
Perkara yang
Diselesaikan
melalui Mediasi

100%
perkara yang

diajukan Banding,

Kasasi dan PK

secara lengkap

dan tepat waktu

. Persentase 85%
putusan perkara
yang menarik
perhatian
masyarakat yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari setelah
diputus

. Persentase Isi

. Persentase

. Persentase 10%

Perkara Pidana
Anak yang
Diselesaikan
dengan Diversi

Index responden 70%
pencari keadilan

yang puas

terhadap

layanan

peradilan

100%
Putusan Yang

Diterima Oleh

para pihak Tepat

Waktu

. Persentase 2%

Perkara yang
Diselesaikan
melalui Mediasi

100%
berkas perkara

yang diajukan

Banding, Kasasi

dan PK secara

lengkap dan

tepat waktu

. Persentase 80%

putusan perkara
yang menarik
perhatian
masyarakat yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari setelah
diputus

10% 10% 13% 15%

73% 78% 80% 83%

100% 100% 100% 100% 1. Program

Peningkatan
Manajemen

Peradilan Umum

Program
Dukungan

2% 10% 12% 14% 2.

Manajemen dan

Pelaksanaan
Tugas
100% 100% Lainnya

100% 100%

3. Program
Peningkatan
Sarana
Prasarana
Aparatur
Mahkamah
Agung

82% 100% 100%  100%

Teknis

1. Peningkatan 1.

Manajemen
Peradilan
Umum

2. Pembinaan 2.

Administrasi
dan
Pengelolaan
Keuangan
Badan Urusan
Administrasi

3. Pengadaan 3.

Sarana dan
Prasarana di
Lingkungan
Mahkamah
Agung

Perkara Pradilan
Umum yang
diselesaikan

ditingkat  pertama

dan banding secara
tepat waktu

Penyelenggaraan
Operasional dan
Non Operasional
Satker Daerah

Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pendukung SIPP

- 312 Jam
Layanan

- 322
Perkara

-12 layanan
-12 Bulan

-5 Layanan

256.128.000

3.406.630.000

48.000.000
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a. Persentase
Perkara Prodeo
yang diselesaikan

b. Persentase
Perkara yang
diselesaikan di luar
Gedung
Pengadilan

c. Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat
Layanan Bantuan
Hukum
(Posbakum)

Persentase Putusan
Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

85%

85%

Meningkatnya
Akses
Peradilan bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

a. Persentase
Perkara Prodeo
yang
diselesaikan

b. Persentase
Perkara yang
diselesaikan di
luar Gedung
Pengadilan

c. Persentase
Pencari Keadilan
Golongan
Tertentu yang
Mendapat
Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)

Persentase Putusan
Perkara Perdata
yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

80%

70%

= Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum

83% 100% 100%  100%

70% 70% 72% 75% Program
Peningkatan
Manajemen

Peradilan Umum

Peningkatan 1.
Manajemen
Peradilan Umum 2
3
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum

Pos Bantuan
hukum

. Perkara Peradilan
Umum yang
diselesaikan
ditingkat pertama
dan banding yang
tepat waktu

. Perkara Peradilan
Umum yang
diselesaikan
melalui
pembebasan biaya
perkara

Perkara Peradilan
Umum yang
diselesaikan melalui
pembebasan  biaya
perkara

-312 Jam
Layanan

-322
Perkara

- 2 perkara

256.128.000

2 perkara 256.128.000
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS Il
Nomor W4.U13/ 197.A /KP.04.5/1/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS I

a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Rl No. 17 Tahun
2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun
2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun
2015-2019;

b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja
Tahun 2019 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura perlu
membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2019;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ini dipandang cakap dan
mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan LKjIP

tersebut;

1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;

2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2009;
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10.

11.

12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 - 2019;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005
tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan dari Panitera dan Sekretaris
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura maupun Pimpinan Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura di lingkungan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ;
Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2019 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat melanjutkan
tugasnya masing-masing;

Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA
Tahun Anggaran 2020;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 20 Januari 2020
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Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura Kelas Il

Nomor : W4.U13/197.A /KP.04.5/1/2020

Tanggal : 20 Januari 2020

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

KEDUDUKAN

NO NAMA/ NIP JABATAN DALAM TEAM

1. | TAGOR PAYUNGAN, SH., MH. PANITERA PENANGGUNG
NIP. 197002141991031005 JAWAB |

2. | M. IRWAN TOFANI, SE. SEKRETARIS PENANGGUNG
NIP. 19820305 200912 1 005 JAWAB II

3. | ADRIAN SAHERWAN, SH. PANMUD PIDANA KOORDINATOR
NIP. 198209132008051001

4. | RULLY ANDRIAN, S.Sos. SH PANMUD HUKUM ANGGOTA
NIP. 19850328 200604 1 004

5. | ADINAN SYAFRIZALS, SH.,MH PANMUD PERDATA ANGGOTA
NIP. 198507232006041004

6. | RENZA PUTRA PERMANA, SH KASUBBAG UMUM DAN ANGGOTA
NIP. 19900806 200904 1 001 KEUANGAN

7. | RIZKHA YUNEYLA, ST KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN ANGGOTA
NIP. 198106262011012008 PELAPORAN

8. | HALIDE NASUTION, SH KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ANGGOTA
NIP. 198410232011012014 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 20 Januari 2020
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KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Siak
Sri Indrapura tahun 2020 ini disusun sebagai salah satu perwujudan
akuntabilitas atas pelaksanaan Visi, Misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada
Publik, yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atas
pencapaian output/sub output penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung
RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian outcome program/output
penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon | Mahkamah Agung RI, dan seterusnya
akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis / Outcome program yang dilaksanakan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan di bawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana
Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Rl tahun 2020 — 2024.

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan
sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam rangka mewujudkan
Good Governance. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam
kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan.

Atas nama Pimpinan, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan
karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang telah melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta semua pihak yang telah membantu penyusunan
laporan ini, semoga Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua.
Aamiin.

Slak Sn Indrapura 18 Januari 2021
KET UA PENGADII.AN NEGE
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Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Tahun 2020 ini merupakan wujud Akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana
Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 — 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020
yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 ini pada hakekatnya
merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai Akuntabilitas dan
Responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Hal ini mengingat
pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan Manajemen Pemerintahan Negara dan
Implementasi berbagai kebijakan Negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan
publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (Good Governance), sebagaimana termuat dalam
TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme vyang ditindaklanjuti dengan Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat
dicapai adalah “Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi pencari keadilan”.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran Pertama adalah Terwujudnya Proses
Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Kedua adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara; Ketiga adalah Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan; Keempat adalah Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 indikator
kinerja dan 18 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 Sasaran Strategis yang
ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020, terdapat 3 Sasaran Strategis yang
berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih), yaitu Sasaran Strategis 1, 3 dan 4. Sedangkan 1
Sasaran Strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, yaitu Sasaran Strategis 2
(dibawah 100%).

Secara keseluruhan, Tingkat Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah
sebesar 132.89 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut

dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:
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Pencapaian Kinerja Keseluruhan

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN

Capaian
No. Sasaran Strategis
(%)
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; 107.71 %
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; 90.52 %
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 100 %
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 233.33 %
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan 132.89 %
Pencapaian Kinerja
250
200
150 - ml
m2
u3
100 -
4
50
0 - )
Pencapaian Kinetja
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Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis | pada Tahun 2020 adalah sebesar

107.71%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%) (%) (%)
a. | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan 100 100 100
b. | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan 100 100 100
c. | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 97 93.75 96.65
d. | Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 98 100 102.04
e. | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
80 93.76 117.2
Banding
f. | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
80 96.39 120.49
Kasasi
g. | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
90 98.52 109.47
Peninjauan Kembali
h. | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan
10 10.71 107.1
Diversi
i. | Index Kepuasan Pencari Keadilan 85 99 116.47
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis | 107.71
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Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis |l pada Tahun 2020 adalah sebesar

90.52%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%) (%) (%)
a. | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada
Para Pihak Tepat Waktu 100 100 100
b. | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada
Para Pihak Tepat Waktu 100 100 100
c. | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 10 526 52.6
d. | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi,
dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100 100 100
e. | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat
yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah 100 100 100
Putus
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis Il 90.52
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Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis Ill pada Tahun 2020 adalah sebesar 100%.

Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Target Realisasi
(%) (%)

Capaian
(%)

No. Indikator Kinerja

a. | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

b. | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung

Pengadilan

c. | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis Ill 100

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2020 adalah sebesar

233.33%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%) (%) (%)

a. | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti

(Dieksekusi) 40 93.33 233.33

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV 233.33

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura tahun 2020 berasal dari DIPA tahun anggaran 2020 dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 5.086.109.000,- (Lima Milyar Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah).
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Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura Tahun 2020 sebesar Rp 4.655.897.345,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 5.086.109.000,-
atau sebesar 95.88 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan
Umum adalah sebesar Rp. 131.868.060,- dari total Rp. 133.575.000,- atau sebesar 98,72 %.

Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 ini dapat menjadi bahan
perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 - 2024.
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BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan salah satu Unit Organisasi Peradilan dibawah
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya
pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Kabupaten Siak.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Rl dan jajaran peradilan di
bawahnya untuk mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN tidak terlepas dari
Dukungan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Pengawasan dan
Akuntabilitas serta Pelayanan Publik. Keberhasilan upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan

kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Gambaran Umum

2. Permasalahan Utama
Adapun permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi pada saat ini
adalah :
1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kelancaran administrasi.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana, Ketika diresmikan pada tahun 2006, Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura menempati gedung kantor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak,

dengan status pinjam pakai dimana tanah dan bangunan adalah milik Pemerintah Kabupaten
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Siak. Saat ini tanah dan gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut sudah dihibahkan
oleh Pemerintah Kabupaten Siak kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui Keputusan
Bupati Siak Nomor 816/HK/KPTS/2019 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Kantor Kepada
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)
Nomor 030/BKD-ASET/BAST/2019/21 (W4.U13/3170/PL.01/X11/2019), sampai sekarang masih
dalam proses balik nama Sertifikat Tanah. Akan tetapi Gedung kantor tersebut masih merupakan
bangunan satu lantai dengan jumlah dan luas ruangan yang tidak memadai, serta tidak
memenuhi kriteria gedung kantor Pengadilan Negeri Kelas Il selayaknya Prototipe yang

ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Plang Tanah Hibah PN Siak Sri Indrapura

:

TANAH MILIK I

PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA

T“A‘NAH PERKANTORAN

—

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan
yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua
rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program
yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun
langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki
merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang

lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.
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Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan Pengadilan
Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab
untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai
pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan,
menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan
kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta
menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun
2020 berupaya untuk memberikan kontribusi melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup
program-program:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Kemudian dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas internal Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura melalui kegiatan-kegiatan dalam lingkup Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura 2020 — 2024 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun
2020. Namun demikian, sebagai akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang
dimulai sejak tahun 2020 dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura 2020 — 2024, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Pengadilan Negeri Siak Sri

Indrapura pada penyelenggaraan pemerintahan.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri

Kota Agung, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang kemudian diresmikan oleh Ketua
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Mahkamah Agung Republik Indonesia PROF. DR. H. BAGIR MANAN, SH. MCL pada tanggal 23 Pebruari

2006 dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru.

1. Tugas
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten
Siak berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan
kepadanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan
Negeri Siak Sri Indrapura terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sesuai

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyelenggarakan
fungsi utama yaitu:
1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
a. Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara.
b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali (PK).
c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.
2) Fungsi nasehat
a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang
hukum kepada Lembaga Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-
Undang No. 5 tahun 2004).
b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana vyang ada dirutan/lembaga
pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
3) Fungsi Administratif
Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara Organisatoris, Administratif dan

Finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.
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4) Fungsi lain
Selain tugas pokok untuk Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara berdasarkan
Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas

dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

C. Struktur Organisasi

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan, Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari :

KETUA DAN WAKIL KETUA :

e Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya
administrasi perkara pada Pengadilan.

e Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di
Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

e Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai Juru Bicara Pengadilan untuk memberikan
penjelasan tentang hal - hal yang berhubungan dengan Pengadilan.

e Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera

Pengadilan.

A. KEPANITERAAN
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas || mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di
bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan
perkara.
1. PANITERA
Panitera Pengadilan Negeri Kelas Il mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di
bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan
perkara.
2. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA) :

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Perdata.
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PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA) :

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Pidana.
PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM) :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI:

Adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk
menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili

Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

KESEKRETARIATAN

e Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas Il adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua
Pengadilan Negeri Kelas Il.

o Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas Il dipimpin oleh seorang Sekretaris.

SEKRETARIS

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas Il mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan
di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana
di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas .

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi
informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta
pelaporan.

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan
surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan

masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
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D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LKjIP ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan

Negeri Siak Sri Indrapura. Bentuk sajian (Outline) LKjIP sebagaimana diatur dalam Lampiran VI

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun

2014, adalah sebagai berikut:

Bab |

Bab I

Bab IlI

Bab IV

PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan mengenai gambaran umum Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura dengan menekan kepada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama
(Strategic Issued) yang sedang dihadapi Organisasi.

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian
kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja).

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura,
dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LKjIP serta harapan adanya koreksi

untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dimasa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Ll e

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Matriks Renstra 2020 — 2024

SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
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BAB Il PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, merupakan gambaran dari
kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024
merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses
untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat
dijabarkan menjadi :

1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 — 2024 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan
terprogram secara sistematis melalui Penataan, Penertiban, Perbaikan Pengkajian, Pengelolaan
Terhadap Sistem Kebijakan dan Peraturan Perundangan-Undangan untuk mencapai Efektivas dan
Efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan
tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura diselaraskan dengan arah kebijakan dan
program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 — 2025 , sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam
mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 — 2024.

Visi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Visi Mahkamah Agung Rl adalah

sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA YANG AGUNG.”

2. Misi

Sesuai dengan Visi tersebut, maka Misi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai
berikut :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
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3.

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai

dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan

Negeri Siak Sri Indrapura.

berikut:

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai

Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi Pencari Keadilan

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024,

sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

1.

2
3.
4

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara

Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Siak

Sri Indrapura dalam Tahun 2020 —2024.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis
dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel
berikut :

Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN
KINERJA

TERWUJUDNYA Persentase
PROSES Sisa Perkara _ Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan
PERADILAN Perdata yang Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan

100%

YANG PASTI, Diselesaikan

TRANSPARAN, Cata'fan 3 |
DAN AKUNTABEL e Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai

pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata
tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan.
output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada
tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian
perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4
(empat) lingkungan Peradilan.

2. Persentase
Sisa Perkari___ Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan 100%
Pidana yan, Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan >

Diselesaikan
Catatan :

e Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada
tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun
sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan.
Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada
bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian
perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4
(empat) lingkungan Peradilan.

Persentase
Perkara ____Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan

100%
Perdata yar.,

Diselesaikan

Tepat Wakty Catatan:
e |nput adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan

berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung
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Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan

peradilan.
Persentase
perkara ___Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%
pidana yang, Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan °
diselesaikan

Catatan :

e Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan
berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung
nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan

tepat waktu

peradilan.
Persentase
Perkara yar Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya
il B Hukum Banding 100%
ieme Jumlah Perkara Diputus
1
Upaya
Catatan :
Hukum . . .
. e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
Banding . . .
mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara
yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam
jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam
jangka waktu triwulan.
Persentase
Perkara Yar___ Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi 100%
TRl Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan °
Mengajukan
Upaya Catatan :
Hukum * -
Kasasi
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10,

PENINGKATAN
EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN
PENYELESAIAN
PERKARA

Persentase
perkara yar Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak
Tidak . Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 100%
MEReEiTE Jumlah Perkara yang Telah Diputus
Upaya
Hukum Catatan :
. e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
Peninjauan . . .
) mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah
Kembali . .
jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah
jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan
kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam
jangka waktu tahunan.
Persentase
Perkara Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan
B dengan Diversi 100%
Jumlah Perkara Pidana Anak
yang
Diselesaikan
Catatan :
dengan N : . : :
) . e Diversi : Anak Pelaku Kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku
Diversi . . .
Kejahatan, melainkan sebagai Korban.
Index
Kepuasan Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas
Pencari Terhadap Layanan Peradilan 100%
. Jumlah Responden Pencari Keadilan
Keadilan
Catatan :
e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelengara Pelayanan Publik
Persentase
Salinan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim
B kepada Para Pihak tepat wal_(tu 100%
Perkara Jumlah Perkara Perdata yang Diputus
Perdata yang
- Catatan :
dikirim , - .
e Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
kepada Para
bihak tepat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE
ihak tepa
t P MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
waktu
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13

[ [ [N

Persentase
Salinan

Putusan

Perkara
Pidana yang
dikirim
kepada Para
Pihak Tepat
Waktu

Persentase

Perkara yar___

Diselesaika..
Melalui
Mediasi

Persentase
Berkas

Perkara yar—

Dimohonka
Banding,
Kasasi, dan
PK yang
Diajukan
Secara

Lengkap dan
Tepat Waktu

Persentase
Putusan
Perkara yar

Menarik —

Perhatian
Masyarakat
yang Dapat
Diakses
Secara
Online
dalam

Waktu 1 Hari

Setelah
Putus

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat waktu 100%

Jumlah Perkara Pidana yang Diputus

Catatan :

e Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE
MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

e Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para
Pihak.

Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

0,
Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100%

Catatan :
e PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi
dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

1009
Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan %

Banding, Kasasi dan PK

Catatan :

Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online
dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100%

Jumlah Putusan Perkara yang Menarik
Perhatian Masyarakat

Catatan :
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MENINGKATNYA
AKSES
PERADILAN BAGI
MASYARAKAT
MISKIN DAN
TERPINGGIRKAN

MENINGKATNYA
KEPATUHAN
TERHADAP
PUTUSAN
PENGADILAN

Persentase
Perkara Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100%
Prodeo yan Jumlah Perkara Prodeo >
Diselesaikan

Catatan :

[ =
Persentase
Perkara yar Jumlah Perkara yang Diselesaikan
Sresleesie di Luar Gedung Pengac!ilan . 100%

. Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan
di Luar . .
di Luar Gedung Pengadilan
Gedung
Pengadilan
e Catatan :

[ =
Persentase
Pencari Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Keadilan Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100%

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Golongan
Tertentu

Catatan :
yang

[ ]
Mendapat
Layanan
Bantuan
Hukum
(Posbakum)
Persentase
Putusan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti
B (Dieksekusi) 100%
Perdata var Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan

¥ dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Ditindak
lanjuti

Catatan:

(Dieksekusi) o adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti.
Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk
dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan
perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi
persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka

semakin bagus kinerja Pengadilan.
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4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan
dan Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, perlu
ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk
mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan

Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Mahkamah Agung Rl adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara;

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara;
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B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014 dengan
mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh
mana sasaran akan dicapai pada tahun 2020, dan Rencana Kinerja Utama tersebut ditinjau ulang
sejak beredarnya Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
933/SEK/0T.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviuw Indikator Kinerja Utama (IKU)

untuk Pengadilan Tingkat Pertama dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahun 2020

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ‘
1. TERWUJUDNYA PROSES Persentase Sisa Perkara Perdata yang 100
PERADILAN YANG PASTI, Diselesaikan
TRANSPARAN, DAN
AKUNTABEL
2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang 100
Diselesaikan
3. Persentase Perkara Perdata yang 97

Diselesaikan Tepat Waktu

4. Persentase perkara pidana yang 98

diselesaikan tepat waktu

5. Persentase Perkara yang Tidak 80
Mengajukan Upaya Hukum Banding

6. Persentase Perkara Yang Tidak 80

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

7. Persentase perkara yang Tidak 90
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan

Kembali
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PENINGKATAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA

MENINGKATNYA AKSES
PERADILAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN DAN
TERPINGGIRKAN

Persentase Perkara Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan Diversi
Index Kepuasan Pencari Keadilan

Persentase Salinan Putusan Perkara
Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
Tepat Waktu

Persentase Salinan Putusan Perkara
Pidana yang dikirim kepada Para Pihak
Tepat Waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan

Melalui Mediasi

Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan

Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus

Persentase Perkara Prodeo yang

Diselesaikan

Persentase Perkara yang Diselesaikan di

Luar Gedung Pengadilan

Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

10

85

100

100

10

100

100

100
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18. MENINGKATNYA Persentase Putusan Perkara Perdata 40
KEPATUHAN TERHADAP yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
PUTUSAN PENGADILAN

C. Penetapan Kinerja Tahun 2020

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 ini, merupakan tolak
ukur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada akhir tahun 2020. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun
2020, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2020 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung Rl dalam rangka penggunaan
anggaran tahun 2020. Penetapan Kinerja tahun 2020 juga direviu untuk melaksanakan Surat dari
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 Tanggal 27

November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2020

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. TERWUJUDNYA PROSES Persentase Sisa Perkara Perdata yang 100
PERADILAN YANG PASTI, Diselesaikan

TRANSPARAN, DAN

AKUNTABEL

2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang 100
Diselesaikan

3. Persentase Perkara Perdata yang 97
Diselesaikan Tepat Waktu

4. Persentase perkara pidana yang 98
diselesaikan tepat waktu

5. Persentase Perkara yang Tidak 80
Mengajukan Upaya Hukum Banding

6. Persentase Perkara Yang Tidak 80

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PENINGKATAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA

MENINGKATNYA AKSES
PERADILAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN DAN
TERPINGGIRKAN

Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali

Persentase Perkara Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Persentase Salinan Putusan Perkara
Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
Tepat Waktu

Persentase Salinan Putusan Perkara
Pidana yang dikirim kepada Para Pihak
Tepat Waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan
Melalui Mediasi

Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan
Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Putus
Persentase Perkara Prodeo yang

Diselesaikan

Persentase Perkara yang Diselesaikan di
Luar Gedung Pengadilan

Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

90

10

85

100

100

10

100

100

100
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18. MENINGKATNYA Persentase Putusan Perkara Perdata 40
KEPATUHAN TERHADAP yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
PUTUSAN PENGADILAN

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN :

KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan 5.017.605.000
Administrasi
2.  Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 37.500.000

3.  Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 131.383.000
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BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Organisasi yang

tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Visi
dan Misi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Pengukuran kinerja
merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai
mekanisme untuk memberikan Reward/Punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2019,
dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target

yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun
demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Rincian tingkat
capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran

Kinerja berikut ini.
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Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2020 secara
umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat
mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator
kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja

sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Sasaran Indikator Kinerja Utama Realisasi | Capaian
H Strategis (%) (%)
Terwujudnya a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang
Proses Diselesaikan 100 100 100
Peradilan b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang
yang Pasti, Diselesaikan 100 100 100
Transparan c. Persentase Perkara Perdata yang
dan Diselesaikan Tepat Waktu 7 93.75 96.65
Akuntabel d. Persentase perkara pidana yang
diselesaikan tepat waktu 98 100 102.04
e. Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Banding 80 93.76 117.2
f. Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 80 96.39 120.49
g. Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan 90 98.52 109.47
Kembali
h. Persentase Perkara Pidana Anak yang
l Diselesaikan dengan Diversi 10 10.71 107.1
- i. Index Kepuasan Pencari Keadilan 85 99 116.47
Peningkatnya a. Persentase Salinan Putusan Perkara
Efektivitas Perdata yang dikirim kepada Para Pihak 100 100 100
Pengelolaan Tepat Waktu
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Penyelesaian b. Persentase Salinan Putusan Perkara

Putusan

Pengadilan

Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak 100 100 100

Tepat Waktu
c. Persentase Perkara yang Diselesaikan
Melalui Mediasi 10 >-26 >2.6
d. Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat 100 100 100
Waktu
N e. Persentase Putusan Perkara yang

Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam 100 100 100
Waktu 1 Hari Setelah Putus

Meningkatnya a. Persentase Perkara Prodeo yang

Akses Diselesaikan

Peradilan bagi b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di

Masyarakat Luar Gedung Pengadilan

Miskin dan c. Persentase Pencari Keadilan Golongan

Terpinggirkan Tertentu yang Mendapat Layanan 100 100 100
Bantuan Hukum (Posbakum)

Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata yang

Kepatuhan ditindaklanjuti (dieksekusi)

Terhadap 40 93.33  233.33

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2020 secara
umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat
mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator
kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2020. Namun demikian disisi
lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan

dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.
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Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian
kinerja, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan

dari Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan.

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 mengacu Pada Indikator
Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang

ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN | : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” dimaksudkan
untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian
perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya proses peradilan yang pasti di
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi
yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran
ini dapat diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,
Transparan, dan Akuntabel” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya

ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran | : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Persentase Sisa Perkara Perdata yang
95.68
Diselesaikan

B  Persentase Sisa Perkara Pidana
100 100 100 95.69
yang Diselesaikan
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C  Persentase Perkara Perdata yang

97 93.75 96.65 90.97
Diselesaikan Tepat Waktu
D Persentase Perkara Pidana yang
98 100 102.04 100
diselesaikan tepat waktu
E  Persentase Perkara yang Tidak
80 93.76 117.2 94.41
Mengajukan Upaya Hukum Banding
F  Persentase Perkara Yang Tidak
80 96.39 120.49 95.50
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
G  Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan 90 98.52 109.47 99.64
Kembali
H  Persentase Perkara Pidana Anak yang
10 10.71 107.1 17.39
Diselesaikan dengan Diversi
| Index Kepuasan Pencari Keadilan 85 99 116.47 99.5

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut:

e SASARAN I INDIKATOR KINERJA - Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang
diselesaikan dengan Sisa pekara yang harus diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Sisa
Perkara Perdata yang Diselesaikan” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun
sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

Persentase Sisa Perkara Perdata yang 95.68

Diselesaikan
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Jumlah Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 20 perkara, yang
keseluruhannya merupakan sisa perkara dari tahun sebelumnya. Tabel berikut menggambarkan Sisa

Perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2020 :

Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan Pada Tahun 2020

Sisa Perkara Tahun 158 [ el

Perkara 2019 Diselesaikan

) Tahun 2020

1
z z
e

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2020 adalah

1

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan

Realisasi = X 1009
eattsast Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan %
. . 20perkara
Realisasi = ———— x100%
20 perkara
=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Realisasi
Target
100%
100%
= 100%

Capaian x 100%

X 100%

Adapun sisa perkara pada tahun sebelumnya sering disebabkan karena perkara yang masuk

pada akhir tahun dan tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan, jumlah keseluruhan sisa perkara
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perdata pada tahun 2019 adalah 20 perkara, dimana seluruh sisa perkara tersebut dapat diselesaikan

pada tahun 2020 sehingga tidak menjadi tunggakan lagi di tahun 2021.

e SASARAN I INDIKATOR KINERJA - Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang
diselesaikan dengan Sisa pekara yang harus diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Sisa
Perkara Pidana yang Diselesaikan” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun

sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

B 100 100

Persentase Sisa Perkara Pidana 100 95.69

yang Diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 62 perkara, yang
keseluruhannya merupakan sisa perkara dari tahun sebelumnya. Tabel berikut menggambarkan Sisa

Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2020 :

Perkara Pidana Yang Diselesaikan Pada Tahun 2020

. Sisa Perkara Tahun
Sisa Perkara Tahun . .

Perkara 2019 2019 Diselesaikan
Tahun 2020

Pidana Biasa

Pidana Singkat

Pidana Cepat
Pidana Anak
Pidana Pra Peradilan

TOTAL
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Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2020 adalah

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Realisasi Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan % 100%
eattsast = Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus Diselesaikan ’

. . 62perkara
Realisasi = —— X 100%
62 perkara

=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

c . Realisasi % 100%
apaian = ——
P Target °

100% 1 00%
100% 0

100%

e SASARAN | INDIKATOR KINERJA - Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat

Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Perdata
yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 97%. Ukuran realisasi indikator ini mengacu pada Surat Edaran
Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Realisasi dan capaian
indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2020 serta

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase Perkara Perdata yang 93.75 96.65 90.97

Diselesaikan Tepat Waktu
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Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2020 sebanyak 150

perkara. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun
2020:

Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah
Perkara Putus
Tidak Tepat
Waktu

Jumlah Jumlah
Perkara Putus Perkara Putus

Keterangan
Tahun 2020 Tepat Waktu

Gugatan 41

(A7 cono[sson e e
Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2020 adalah

sebesar 93.75 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Realisasi = Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan * 100%
Realisasi = M x 100%
160 perkara
=93.75%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Reali sasi dan Target, dimana pada tahun

2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 96.65%, dengan perhitungan sebagai berikut:

. Realisasi
Capaian = —— X 100%
Target

_93T75% o
=~ T 97% 0

96.65%



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2020 | 39

e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Pidana
yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 98%. Sama halnya dengan perkara perdata, Perkara Pidana ini
ukuran realisasi indikator ini mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada
4 (empat) Lingkungan Peradilan. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana
yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya

ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

D 100

Persentase Perkara Pidana yang 98 102.04 100

diselesaikan tepat waktu

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2020 sebanyak 449
perkara. Tabel berikut menggambarkan Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun
2020:

Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah

Jumlah Jumlah Perkara Putus

Perkara Perkara Putus | Perkara Putus Keterangan
Tahun 2020 Tepat Waktu

Tidak Tepat
WELW

Pidana Biasa
Pidana Singkat

Pidana Cepat

Pidana Anak 28 28 - -

Pidana Pra Peradilan

3 3 - -
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Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2020 adalah
sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :
Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Realisasi = X 1009
ealisasi Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan 00%

Realisasi = 449 perkara x 100%
eattsast = 449 perkara °

=100 %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun
2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 102.04 %, dengan perhitungan sebagai

berikut:

Capaian = M x 100%
Target
100%
98%

102.04 %

x 100%

e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Banding

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Diputus
yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dengan Jumlah Perkara Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 80 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan

tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase Perkara yang Tidak

7 117.2 4.41
Mengajukan Upaya Hukum Banding 80 93.76 9

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2020
sebanyak 150 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
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Banding pada tahun 2020 sebanyak 421. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana
yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2020 :

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Jumlah Perkara Jumlah Perkara

Perkara Tidak Mengajukan

Putus Tahun 2020 .
Banding

Gugatan 41 31

1 1
: :
z z

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Jumlah Perkara Putus | Jumlah Perkara Tidak
Tahun 2020 Mengajukan Banding

Perkara

Pidana Singkat

Pidana Cepat
Pidana Anak 28 27

Pidana Pra Peradilan 3 3

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Jumlah Perkara Jumlah Perkara Tidak
Putus Tahun 2020 Mengajukan Banding

PERKARA
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Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2020 adalah

sebesar 93.76 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding

Realisasi = Jumlah Perkara Diputus * 100%
Realisasi = m X 100%
609 perkara
=93.76 %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun
2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 117.2 %, dengan perhitungan sebagai

berikut:

c . Realisasi % 100%
apaian = ———
P Target °

_93T6% o
- T80% 0

117.2 %

e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Kasasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara Diputus pada Tahun Berjalan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 80 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan

tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 80 96.39 120.49 9530

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2020
sebanyak 154 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
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Kasasi pada tahun 2020 sebanyak 433. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana

yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2020 :
Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara Jumlah Perkara

Perkara Tidak Mengajukan

Putus Tahun 2020

z
1 ;
: :
z :
S T

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Kasasi

Jumlah Perkara Putus | Jumlah Perkara Tidak

Perk
erkard Tahun 2020 Mengajukan Kasasi

:

Pidana Pra Peradilan 3

27

3

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara Jumlah Perkara Tidak
PERKARA : .
Putus Tahun 2020 Mengajukan Kasasi
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Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2020 adalah

sebesar 96.39 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi

Realisasi = Jumlah Perkara Diputus pada Tahun Berjalan * 100%
Realisasi = 387 perkara X 100%
609 perkara
=96.39%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun
2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 120.49 %, dengan perhitungan sebagai

berikut:

c . Realisasi % 100%
apaian = Target 0

_96.39% oo
~ T 80% 0

120.49 %

e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Peninjauan Kembali

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara Diputus yang
Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dengan Jumlah Perkara Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 90 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali” pada tahun 2020 serta perbandingannya

dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

G  Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan 90 98.52 109.47 99.64
Kembali

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada

tahun 2020 sebanyak 156 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya
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Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2020 sebanyak 444. Tabel berikut menggambarkan Perkara

Perdata dan Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2020 :

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Jumlah Perkara Putus | Jumlah Perkara Tidak
Tahun 2020 Mengajukan PK

1 1
: :
z z

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Jumlah Perkara Putus | Jumlah Perkara Tidak

Pidana Singkat

Tahun 2020 Mengajukan PK

: ;
L I R

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Jumlah Perkara Jumlah Perkara Tidak
PERKARA Putus Tahun 2019 Mengajukan PK
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Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2020 adalah

sebesar 98.52 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum PK

Realisasi = Jumlah Perkara Diputus x 100%
Realisasi = M X 100%
609 perkara
=98.52%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun
2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 109.47 %, dengan perhitungan sebagai
berikut:

c . Realisasi % 100%
apaian = ——
P Target °

_9852% oo
-~ T 90% 0

109.47 %

e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan

Diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi dengan Jumlah Perkara Pidana Anak.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan

tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

l_--- 2019 (%)

Persentase Perkara Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan Diversi 10 10.71 107.1 17.39
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Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2020 sebanyak 3
perkara. Tabel berikut menggambarkan Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi pada
tahun 2020 :

Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi

Jumlah Perkara Jumlah Berhasil Tidak Tidak Dalam
Pidana Anak Perkara Diversi Berhasil DETEN Proses

Tahun 2020 Diversi Diversi Dilakukan
Diversi

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2020 adalah
sebesar 10.71 %, dengan perhitungan sebagai berikut :
Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Realisasi = x 1009
ealisast Jumlah Perkara Pidana Anak 00%

L 3 perkara
Realisasi = ——— x 100%
28 perkara

=10.71%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun
2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 107.1 %, dengan perhitungan sebagai

berikut:

c . Realisasi % 100%
apaian = Target 0

_1071% o
- T10% 0

107.1 %

e Sasaran | Indikator Kinerja - Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Responden Pencari
Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dengan Jumlah Responden Pencari Keadilan.

Indikator kinerja ini diambil datanya berdasarkan hasil survey Index Kepuasan Masyarakat
yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Survei Index Kepuasan Masyarakat (IKM) bertujuan untuk
mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Target indikator kinerja

ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar
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85 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Index Kepuasan Pencari Keadilan” pada tahun 2020

serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Index Kepuasan Pencari Keadilan

l_--- 2019 (%)

Index Kepuasan Pencari Keadilan 116.47

Jumlah Responden Pengguna Layanan Peradilan pada tahun 2020 sebanyak 100 Orang. Tabel
berikut menggambarkan Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri

Indrapura pada tahun 2020 :

Data Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

37 37

Sangat Sesuai

Sesual 3 51 51
Kurang Sesuai 2 11 11
Tidak Sesuai 1 1 1

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2020 adalah

sebesar 99 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas
Terhadap Layanan Peradilan

Realisasi = Jumlah Responden Pencari Keadilan x100%
Realisasi = m x 100%
100 Orang
=99%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun
2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 116.47 %, dengan perhitungan sebagai

berikut:
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c . Realisasi % 100%
apaian = Target 0

_ 9% 00
- 85% 0

116.47 %

SASARAN Il : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” dimaksudkan untuk
menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi
dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan
sasaran ini dapat diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya

ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran Il : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

2019 (%)

A Persentase Salinan Putusan Perkara

Perdata yang dikirim kepada Para Pihak 100 100 100 100

Tepat Waktu
B Persentase Salinan Putusan Perkara

Pidana yang dikirim kepada Para Pihak 100 100 100 100

Tepat Waktu
C Persentase Perkara yang Diselesaikan

10 5.26 52.6 0

Melalui Mediasi
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D Persentase Berkas Perkara yang

Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK

100 100 100 100
yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat
Waktu
E Persentase Putusan Perkara yang
Menarik Perhatian Masyarakat yang
100 100 100 100

Dapat Diakses Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut :

e Sasaran |l Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim

Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara
Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan
Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2020 serta

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat Waktu

_--- 2019 (%)

A Persentase Salinan Putusan Perkara

Perdata yang dikirim kepada Para Pihak 100 100 100 100
Tepat Waktu

Jumlah Perkara Perdata yang Putus pada tahun 2020 sebanyak 160 perkara dan keseluruhan
putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan

Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2020 :
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Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Putusan Perkara Putusan Perkara
Jumlah Perkara

Perkara yang Disampaikan | Tidak Disampaikan
Tepat Waktu Tepat Waktu

Putus Tahun 2020

1 1
T S

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu

Realisasi = Jumlah Perkara Perdata yang Diputus * 100%
Realisasi = M X 100%
160 perkara
=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

c . Realisasi % 100 %
apaian = Target 0

100% 00 %
100 % 0

= 100%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada
para pihak tepat waktu.
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e Sasaran Il Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim

Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara
Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan
Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2020 serta

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat Waktu

B Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana
yang dikirim kepada Para Pihak Tepat 100 100 100 100
Waktu

Jumlah Perkara Pidana yang Putus pada tahun 2020 sebanyak 449 perkara dan keseluruhan
putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan

Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2020 :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Jumlah

lah E
Sl Ll Perkara Putus

Perkara Perkara Putus | Perkara Putus Keterangan
Tahun 2020 Tepat Waktu

Tidak Tepat
Waktu

Pidana Biasa
Pidana Singkat

Pidana Cepat

Pidana Anak 28 28 - -

Pidana Pra Peradilan

3 3 - -



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2020 | 53

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu

Realisasi = Jumlah Perkara Pidana yang Diputus x 100%
Realisasi = w X 100%
449 perkara
=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Capaian = M x 100%
Target

100%

100%

100%

x 100%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada
para pihak tepat waktu.

e Sasaran Il Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara yang Diselesaikan
Melalui Mediasi dengan Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
yang Diselesaikan Melalui Mediasi” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun

sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

._--- 2019 (%)

Persentase Perkara yang Diselesaikan

Melalui Mediasi 10 5.26 52.6 0
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Jumlah Perkara Perdata yang di Mediasi pada tahun 2020 sebanyak 19 perkara dan Perkara
yang Berhasil diselesaikan dengan Mediasi sebanyak 1 perkara. Tabel berikut menggambarkan

keadaan Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada tahun 2020 :

Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi pada Tahun 2020

Jumlah Perkara Berhasil Tidak Tidak Dapat Dalam
Perdata yang di Mediasi Berhasil Dilakukan Proses

Mediasi Tahun 2020 Mediasi Mediasi

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah

sebesar 5.26 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Realisasi Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi % 100%
eattsast = Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi ’

L 1perkara
Realisasi = ————— x 100%
19 perkara

=5.26%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 52.6 %.

c . Realisasi % 100%
apaian = Target 0

_ 326% 1 o0u
T T10% 0

52.6 %

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Siak
Sri Indrapura hanya 1 perkara yang dapat diselesaikan dengan Mediasi, ini disebabkan karena Pihak

yang berpekara lebih memilih untuk melanjutkan persidangan.

e Sasaran |l Indikator Kinerja - Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi

dan PK yang diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Berkas Perkara
yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu dengan

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.
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Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase
Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat
Waktu” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table
berikut ini :

Target Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Persentase Berkas Perkara yang

Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang 100 100 100 100
Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Jumlah perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2020 adalah sebanyak
69 perkara, dan jumlah perkara banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

adalah sebanyak 69 perkara. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :

Keadaan Perkara Upaya Hukum Yang Diajukan Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2020

10 6 4 20

28 16 5 49
38 22 9 69

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah
sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Realisasi = %X 1009
eattsast Jumlah Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK %
. . 69 perkara
Realisasi = —————x100%
69 perkara
=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.
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Capaian = M x 100%
Target

100%

100%

100%

x 100%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh berkas yang diajukan Banding, Kasasi

dan PK sudah diserahkan secara lengkap dan tepat waktu.

e Sasaran Il Indikator Kinerja - Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian

Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara
yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah
Putus dengan Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase
Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu
1 Hari Setelah Putus” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya

ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat

_--- 2019 (%)

E Persentase Putusan Perkara yang Menarik
Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara 100 100 100 100
Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Jumlah perkara yang menarik perhatian pada tahun 2020 adalah sebanyak 6 perkara. Hal

tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :

Keadaan Pekara Yang Menarik Perhatian Tahun 2020

Perkara Yang Perkara Yang Putusan Perkara
Jenis Perkara Menarik Menarik Perhatian  Yang Diupload
Perhatian Yang Diputus ke Website
Perkara Perdata 0 0 0
Perkara Pidana 6 6 6

Jumlah 6 6 6
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Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online
dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Realisasi = x 1009
eattsast Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat %
. . 6 perkara
Realisasi = —————x100%
6 perkara
=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Realisasi

Target
_ 100% X 100%
~ 100% ’

= 100%

Capaian x 100%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh berkas perkara menarik perhatian

yang diputus dan putusannya diupload ke website pada saat putus adalah 6 Perkara.

Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”
dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya
peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada
Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur
melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun

sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :
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Sasaran lll : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

2019 (%)

Persentase Perkara Prodeo yang

Diselesaikan

B Persentase Perkara yang Diselesaikan di
Luar Gedung Pengadilan

(@ Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 100 100 100 100

Hukum (Posbakum)

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut:

e Sasaran lll Indikator Kinerja - Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Prodeo
Yang Diselesaikan dengan Jumlah Perkara Prodeo.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan
pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan melalui prodeo dan tidak ada anggaran

untuk perkara prodeo dalam DIPA.

e Sasaran Il Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung

Pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Antara Jumlah Perkara Yang
Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan dengan Jumlah Perkara yang Seharusnya Diselesaikan di Luar
Gedung Pengadilan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan

pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan di luar Gedung maupun Zetting Plaatz.

e Sasaran Il Indikator Kinerja - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Pencari Keadilan
Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan

Golongan Tertentu.
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Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Pencari
Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)” pada tahun 2020
serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

_--- 2019 (%)

C Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 100 100 100 100
Hukum (Posbakum)

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu adalah 560 Orang dan jumlah pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum adalah 560 Orang. Tabel berikut

menggambarkan hal tersebut pada tahun 2020 :

Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Posbakum Tahun 2020

PENCARI KEADILAN Januari

Februari 23 23
Maret 60 60
April 39 39
Mei 20 20
Juni 42 42
Juli 72 72
Agustus 54 54
September 57 57
Oktober 46 46
November 84 84
Desember 53 53

JUMLAH 560 560
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Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Realisast = Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu * 100%
Realisasi = M x 100%
560 Orang
=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Capaian = M x 100%
Target
100%
100%

100%

x 100%

Data Golongan masyarakat Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum bersumber
dari daftar absensi/ buku tamu masyarakat yang konsultasi ke Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura. Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat miskin dan

terpinggirkan yang mendaftarkan di Posbakum mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.

e Sasaran |V Indikator Kinerja - Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti

(Dieksekusi)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara
Perdata yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Sudah Berkekuatan
Hukum Tetap dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) .

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 40 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Putusan
Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan

tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :
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Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Persentase Putusan Perkara Perdata yang
93.33 233.33 83.33

Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap adalah 15 Perkara,
dan jumlah perkara Perdata yang telah ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 14 Perkara. Tabel berikut

menggambarkan hal tersebut pada tahun 2020 :

Keadaan Perkara Eksekusi Tahun 2020

Jenis Perkara Perkara Perkara BHT Telah Perkara BHT yang Belum
Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti
Perkara Perdata 15 14 1
Jumlah 15 14 1

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah

sebesar 93.33 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Putusan PerkaraYang Ditindaklanjuti

Realisasi = x 1009
ealisast Jumlah Putusan Perkara Yang Sudah BHT 00%
.. 14 perkara
Realisasi = —————x100%
15 perkara
=93.33%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun

2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 233.33 %.

. Realisasi
Capaian = —— X 100%
Target

_9333% o
T T40% 0

233.33%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh perkara perdata yang sudah BHT
sudah ditindaklanjuti (dieksekusi).
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C. Akuntabilitas Keuangan

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura tahun 2020 berasal dari DIPA tahun anggaran 2020 dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 5.219.684.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat

Ribu Rupiah), yang meliputi Program-Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan utama Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, memiliki alokasi anggaran sebesar
sebesar Rp. 5.086.109.000,- (Lima Milyar Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Ribu
Rupiah),

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan utama Kegiatan Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 133.575.000,- (Seratus

Tiga Puluh Tiga Juta Lima ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Anggaran DIPA

Program
Peningkatan An g g aran D IPA.
Manajemen

Peradilan

Umum
3%

Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
97%

Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura Tahun 2020 sebesar Rp 4.655.897.345,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 5.086.109.000,-
atau sebesar 95.88 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan
Umum adalah sebesar Rp. 131.868.060,- dari total Rp. 133.575.000,- atau sebesar 98,72 %.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja input/

penyerapan anggaran pada tahun 2020 telah optimal.
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Pencapaian Realisasi Anggaran

Pencapaian Kinerja Input

(dalam ribu rupiah)
6.000.000.000
5.000.000.000 465 45 131.868.060
4.000.000.000
3.000.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

0.211.655

0
Alokasi Realisasi Sisa
= Pembinaan Administrasi dan 5.086.109.000 4.655.897.345 430.211.655
Pengelolaan Keuangan
" Peningkatan Manajemen Peradilan 133.575.000 131.868.060 1.706.940
Umum
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BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 merupakan cerminan capaian kinerja
kegiatan dan sasaran Tahun 2020 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja
(Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitan antara realisasi
Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan PENGADILAN NEGERI SIAK SRI
INDRAPURA 2020 - 2024.

2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program
telah tercapai secara optimal, dimana kinerja input tertinggi ditunjukkan pada Kegiatan
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

3. Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Tahun 2020 sebesar Rp 4.655.897.345,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 5.086.109.000,- atau
sebesar 95.88 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum adalah sebesar Rp. 131.868.060,- dari total Rp. 133.575.000,- atau sebesar 98,72 %.

SARAN-SARAN

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengelolaan SDM Aparatur, yang
salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat dilakukan antara lain melalui :
a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak
akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
b. Peningkatan kualitas SDM terkait dengan Teknis maupun Non Teknis Yudisial, terutama

kemampuan dalam penggunaan IT.
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C.

Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui
pengadaan CPNS/PNS, Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan.

Pemenuhan terhadap Sarana dan Prasarana Operasional Perkantoran harus
diprioritaskan, untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi
pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang

yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Sial_g Sri.Indrapura, 18 Januari 2021
UA PENGADILAN NEGE
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LAMPIRAN

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Matriks Renstra 2020 — 2024

SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
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REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

INDIKATOR PENANGGUNG SUMBER
NO | KINERJA UTAMA KINERJA PENJELASAN JAWAB DATA

TERWUJUDNYA Persentase Sisa Panitera Laporan
PROSES Perkara Perdata Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan 100% Bulanan
PERADILAN yang Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan dan
YANG PASTI, Diselesaikan Laporan
TRANSPARAN, Catatan: Tahunan
DAN AKUNTABEL e Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai

pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata

tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan.

output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada

tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang

penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat

banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

2. Persentase Sisa Panitera Laporan
Perkara Pidana Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan 100% Bulanan
yang Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan dan
Diselesaikan Laporan

Catatan : Tahunan

e Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai
pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana
tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun
berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana vyang

diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014

tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan

Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
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Persentase Panitera Laporan
Perkara Perdata Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% Bulanan
yang Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan dan
Diselesaikan Laporan
Tepat Waktu Catatan : Tahunan
e Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada
bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang
diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian
perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4
(empat) lingkungan peradilan.
Persentase Panitera Laporan
perkara pidana Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% Bulanan
yang Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan dan
diselesaikan Laporan
Tahunan

tepat waktu

Catatan:
e Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan

berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung
nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.




LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2020 | 70

Persentase Panitera Laporan
Perkara yang Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Bulanan
Tidak Jumlah Perkara Diputus 100% dan
Mengajukan Laporan
Upaya Hukum Catatan : Tahunan
Banding e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak

mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara

yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah

jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput

dalam jangka waktu triwulan.
Persentase Panitera Laporan
Perkara Yang Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi Bulanan
Tidak Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 100% dan
Mengajukan Laporan
Upaya Hukum Catatan : Tahunan

Kasasi
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Persentase Panitera Laporan
perkara yang Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Bulanan
Tidak Peninjauan Kembali 100% dan
Mengajukan Jumlah Perkara yang Telah Diputus Laporan
Upaya Hukum Catatan : Tahunan
Peninjauan e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
Kembali mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah
jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah
jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan
kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput
dalam jangka waktu tahunan.
Persentase Panitera Laporan
Perkara Pidana Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Bulanan
Anak yang Jumlah Perkara Pidana Anak 100% dan
Diselesaikan Catatan: Laporan
dengan Diversi e Diversi : Anak Pelaku Kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku Tahunan
Kejahatan, melainkan sebagai Korban.
Index Kepuasan Panitera Laporan
Pencari Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Bulanan
Keadilan Peradilan 100% dan
Jumlah Responden Pencari Keadilan Laporan
Catatan : Tahunan

e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelengara Pelayanan Publik
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10. | PENINGKATAN Persentase Panitera Laporan
EFEKTIVITAS Salinan Putusan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Bulanan
PENGELOLAAN Perkara Perdata tepat waktu 100% dan
PENYELESAIAN yang dikirim Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Laporan
PERKARA kepada Para Tahunan

Pihak tepat Catatan:
waktu e Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan
SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
11. Persentase Panitera Laporan
Salinan Putusan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Bulanan
Perkara Pidana Tepat waktu 100% dan
yang dikirim Jumlah Perkara Pidana yang Diputus Laporan
kepada Para Catatan : Tahunan
Pihak Tepat e Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
Waktu Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan
SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
e Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para
Pihak.
12. Persentase Panitera Laporan
Perkara yang Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Bulanan
Diselesaikan Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100% dan
Melalui Mediasi Laporan
Catatan: Tahunan

e PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.
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13. Persentase Panitera Laporan
Berkas Perkara Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Bulanan
yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100% dan
Dimohonkan Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK La poran
Banding, Kasasi, Tahunan
dan PK yang Catatan:

Diajukan Secara | o -
Lengkap dan
Tepat Waktu

14. Persentase Panitera Laporan
Putusan Perkara Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Bulanan
yang Menarik Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100% dan
Perhatian Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Laporan
Masyarakat Tahunan
yang Dapat
Diakses Secara Catatan :

Online dalam ° -

Waktu 1 Hari

Setelah Putus

15. | Meningkatnya Persentase Panitera Laporan

Akses Peradilan Perkara Prodeo Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Bulanan
bagi Masyarakat | yang Jumlah Perkara Prodeo 100% dan
Miskin dan Diselesaikan Laporan
Terpinggirkan Catatan : Tahunan
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16. Persentase Panitera Laporan
Perkara yang Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Bulanan
Diselesaikan di Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% dan
Luar Gedung Laporan
Pengadilan Catatan: Tahunan
° -
17. Persentase Panitera Laporan
Pencari Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bulanan
Keadilan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% dan
Golongan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Laporan
Tertentu yang Tahunan
Mendapat Catatan :
Layanan °
Bantuan Hukum
(Posbakum)
18.| MENINGKATNYA [ Persentase Panitera Laporan
KEPATUHAN Putusan Perkara Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Bulanan
TERHADAP Perdata yang Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk 100% dan
PUTUSAN Ditindak lanjuti ditindaklanjuti (Dieksekusi) Laporan
PENGADILAN (Dieksekusi) Tahunan

Catatan:

e adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti.

Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk

dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan

perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi

persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti
semakin bagus kinerja Pengadilan.

maka
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MATRIKS RENCANA STRATEGIS

SASARAN TARGET (%) STRATEGIS
INDIKATOR
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN TARGET ANGGARAN/ RP
KEGIATAN

Terwujudnya Proses Persentase Sisa Perkara 1. Program 1. Peningkatan 1. Perkara Pidana - 225 Perkara 107.383.000,-
Perdata yang Diselesaikan Penegakan Manajemen yang
Peradilan yang Pasti, dan Peradilan Diselesaikan di
Transparan dan b. Persentase Sisa 100 100 100 100 100 Pelayanan Umum Tingkat
Akuntabel Perkara Pidana yang Hukum Pe.rtama d.i
Diselesaikan Wilayah Riau

c. Persentase Perkara Perdata 97 97 97 98 98
yang Diselesaikan Tepat

Waktu 2. Program 2. Pembinaan 2. Layanan - 1 layanan 5.012.605.000,-
d. Persentase Perkara Pidana 98 98 98 99 99 Dukur?gan Administrasi Perkantoran
yang diselesaikan Tepat Manajemen dan
Waktu Pengelolaan
e. Persentase Perkara yang 80 80 80 81 81 Keuangan
Tidak Mengajukan Upaya Badan Urusan
Hukum Banding Administrasi
f. P t Perkara Y 80 80 80 81 81
Tiedras:r,]waes:ga;eurk:;aus:yga 3. Program 3. Pembinaan 3. layanan - 3 Layanan 37.500.000,-
Hukum Kasasi Dukungan Administrasi Sarana
Manajemen dan Internal
g. Persentase perkara yang 90 90 90 91 91 ) Pengelolaan
Tidak Mengajukan Upaya et
Hukum Peninjauan Kembali
Badan Urusan
Administrasi

h. Persentase Perkara Pidana 10 10 10 11 11
Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi
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Index Kepuasan Pencari 85 85 85 86 86
Keadilan
. Persentase Salinan Putusan 100 100 100 100 100 1. Program . Peningkatan Perkara Pidana - 225 Perkara 107.383.000,-
Peningkatnya Perkara Perdata yang Penegakan Manajemen yang
Efektivitas dikirim kepada Para Pihak dan Peradilan Diselesaikan di
Pengelolaan tepat waktu Pelayanan Umum Tingkat .
- Hukum Pertama di
Penyelesaian Perkara Persentas.e Salinan Putusan 100 100 100 100 100 Wilayah Riau
Perkara Pidana yang
dikirim kepada Para Pihak 2. Program . Pembinaan Layanan -1 layanan 5.012.605.000,-
Tepat Waktu Dukungan Administrasi Perkantoran
. Persentase Perkara yang 10 10 10 11 11 Manajemen dan
Diselesaikan Melalui Pengelolaan
Mediasi Keuangan
Badan Urusan
Persentase Berkas Perkara 90 90 90 91 91 Administrasi
yang Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK yang 3. Program . Pembinaan Layanan - 3 Layanan 37.500.000,-
Diajukan Secara Lengkap Dukungan Administrasi Sarana
dan Tepat Waktu Manajemen dan Internal
Persentase Putusan 90 90 90 91 91 Pengelolaan
. Keuangan
Perkarja yang Menarik Badan Urusan
Perhatian Masyarakat yang .. .
. Administrasi
Dapat Diakses Secara
Online dalam Waktu 1 Hari
Setelah Putus
Meningkatnya Akses Persentase Perkara Prodeo = = - 0 0 e Program Peningkatan Layanan Pos - 240 Jam 24.000.000,-
. . yang diselesaikan Penegakan Manajemen Bantuan Layanan
Peradilan bagi dan Peradilan Hukum
Masyarakat Miskin Persentase Perkara yang = - - 0 0 Pelayanan Umum
diselesaikan di luar Gedung Hukum

dan Terpinggirkan

Pengadilan
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c. Persentase Pencari 100 100 100 100 100
Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)
Meningkatnya e Persentase Putusan 40 40 40 41 41 Perkara Peradilan Umum vyang diselesaikan melalui - 16 Perkara 106.656.000,-
Kepatuhan Terhadap Perkara Perdata yang pembebasan perkara

Putusan Pengadilan Ditindaklanjuti (dieksekusi)




Menimbang

Mengingat

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS I
Nomor W4.U13/258/KP.04.5/1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS Il

a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Rl No. 17 Tahun
2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun
2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun
2020-2024;

b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja
Tahun 2021 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura perlu
membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2020;

C. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ini dipandang cakap dan
mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan LKjIP

tersebut;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;

2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2009;

3.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
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Menetapkan

KESATU

4.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 - 2019;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

7.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005
tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

8.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

// KEDUA .......cccooereunnee.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan dari Panitera dan Sekretaris
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura maupun Pimpinan Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura di lingkungan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ;
Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2020 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat melanjutkan
tugasnya masing-masing;

Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA
Tahun Anggaran 2021;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 18 Januari 2021

;KETUA PQNGADILAN NEGE
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KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura tahun 2021 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas
pelaksanaan Visi, Misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada Publik, yang
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun
2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atas
pencapaian output/sub output penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI.
Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian outcome program/output penting
kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon | Mahkamah Agung Rl, dan seterusnya akan
menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis / Outcome program yang dilaksanakan Mahkamah
Agung Rl dan Badan Peradilan di bawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)
Mahkamah Agung Rl tahun 2020 — 2024.

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan
sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam rangka mewujudkan Good
Governance. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam kurun waktu
tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Atas nama Pimpinan, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan
karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini,
semoga Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Slak Sn Indrapura 25 Januari 2022
, KETUA PEnGADuAN NEGE
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Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Tahun 2021 ini merupakan wujud Akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 — 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang telah
ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2021 ini pada hakekatnya
merupakan kewajiban dan wupaya untuk memberikan penjelasan mengenai Akuntabilitas dan
Responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021. Hal ini mengingat pelaporan
akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan Manajemen Pemerintahan Negara dan Implementasi
berbagai kebijakan Negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan
perwujudan kepemerintahan yang baik (Good Governance), sebagaimana termuat dalam TAP MPR No.
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang
ditindaklanjuti dengan Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai
adalah “Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi pencari keadilan”.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran Pertama adalah Terwujudnya Proses Peradilan
Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Kedua adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian
Perkara; Ketiga adalah Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
Keempat adalah Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 indikator
kinerja dan 18 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 Sasaran Strategis yang
ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021, terdapat 2 Sasaran Strategis yang berhasil
dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih), yaitu Sasaran Strategis 3 dan 4. Sedangkan 2 Sasaran
Strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, yaitu Sasaran Strategis 1 dan 2 (dibawah
100%).

Secara keseluruhan, Tingkat Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah
sebesar 122.41 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat

diilustrasikan dalam tabel berikut :
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Pencapaian Kinerja Keseluruhan

Capaian
No. Sasaran Strategis
(%)
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; 96.72 %
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; 92.90 %
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 100 %
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 200 %
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan 122.41 %
Pencapaian Kinerja
250
200
150 —
ml
m2
m3
100 o4
50 - —
O 7 1
Pencapaian Kinerja
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Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis | pada Tahun 2021 adalah sebesar 96.72%.

Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

SASARAN STRATEGIS |

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

) ) ) Target | Realisasi | Capaian
No. Indikator Kinerja =
(%) (%) (%)
a. |Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan 100 100 100
b. |Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan 100 100 100
c. |Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 97 65.68 67.71
d. |Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 98 100 102.04
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
e. . 80 93.17 116.46
Banding
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
f. . 80 96.66 120.83
Kasasi
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
g. entase p yang gal pay 90 99.85 | 110.94
Peninjauan Kembali
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan
h | cren yang & 10 3.70 37.00
Diversi
i. JIndex Kepuasan Pencari Keadilan 85 98.20 115.53

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis | 96.72
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Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis |l pada Tahun 2021 adalah sebesar 92.90 %.

Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN STRATEGIS I

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara

Target | Realisasi | Capaian
(%) (%) (%)

No. Indikator Kinerja

P t Sali Put Perk Perdat dikiri
a ersentase a-lnan utusan Perkara Perdata yang dikirim 100 100 100
kepada Para Pihak Tepat Waktu

P tase Sali Put Perkara Pid dikiri
b. ersentase a_man utusan Perkara Pidana yang dikirim 100 100 100
kepada Para Pihak Tepat Waktu

c. |Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 10 6.45 64.50

Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding,
d. |Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat 100 100 100
Waktu

Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian
e. |Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 100 100 100
1 Hari Setelah Putus

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis Il 92.90




LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021 | 8

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis Ill pada Tahun 2021 adalah sebesar 100 %.

Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

SASARAN STRATEGIS Il

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Realisasi
(%)

Target Capaian

(%)

No.

Indikator Kinerja

(%)

a. |Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung

b. ]
Pengadilan
P t P i Keadilan Gol Tertent
. ersentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 100 100 100
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis Il 100

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2021 adalah sebesar 200 %.

Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

SASARAN STRATEGIS IV

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Target | Realisasi | Capaian
No. Indikator Kinerja 2 8
(%) (%) (%)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti
a. . . 40 80 200
(Dieksekusi)
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV 200

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
tahun 2021 berasal dari DIPA tahun anggaran 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.633.244.000,-
(Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).
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Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Tahun 2021 sebesar Rp 4.469.071.605,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.501.861.000,- atau sebesar
99.27 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah
sebesar Rp. 127,634,475,- dari total Rp. 131.383.000,- atau sebesar 97.15 %.

Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2021 ini dapat menjadi bahan perbaikan

kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Siak

Sri Indrapura Tahun 2020 - 2024.
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BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan salah satu Unit Organisasi Peradilan dibawah
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya
pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Kabupaten Siak.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Rl dan jajaran peradilan di bawahnya
untuk mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN tidak terlepas dari Dukungan
Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Pengawasan dan Akuntabilitas serta
Pelayanan Publik. Keberhasilan upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik

(Good Governance).

Gambaran Umum

2. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi pada saat ini
adalah :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kelancaran administrasi.
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2. Kurangnya Sarana dan Prasarana, Ketika diresmikan pada tahun 2006, Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura menempati gedung kantor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak,
dengan status pinjam pakai dimana tanah dan bangunan adalah milik Pemerintah Kabupaten Siak.
Saat ini tanah dan gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut sudah dihibahkan oleh
Pemerintah Kabupaten Siak kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui Keputusan Bupati
Siak Nomor 816/HK/KPTS/2019 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Kantor Kepada Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura Tahun 2019 dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 030/BKD-
ASET/BAST/2019/21 (W4.U13/3170/PL.01/X11/2019) dan telah bersertifikat Nomor 00014 tanggal 19
Mei 2021 An. Pemerintah Rl Cq Mahkamah Agung Rl. Akan tetapi Gedung kantor tersebut masih
merupakan bangunan satu lantai dengan jumlah dan luas ruangan yang tidak memadai, serta tidak
memenubhi kriteria gedung kantor Pengadilan Negeri Kelas Il selayaknya Prototipe yang ditetapkan

Mahkamah Agung RI.

Gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang
harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian
yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan
pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun
berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun

berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.
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Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan Pengadilan Tingkat
Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk
melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas
kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan
laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk
mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam satu tahun anggaran yang
dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan
tingkat kinerja yang dicapainya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun 2021
berupaya untuk memberikan kontribusi melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup program-
program:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Kemudian dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas internal Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura melalui kegiatan-kegiatan dalam lingkup Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-
sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020 —
2024 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Namun demikian,
sebagai akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dimulai sejak tahun 2021 dengan
mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020 — 2024, juga diuraikan hasil-
hasil yang telah diperoleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam jangka waktu tersebut, sebagai

bagian dari kontribusi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada penyelenggaraan pemerintahan.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung,

dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang kemudian diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021 | 13

Republik Indonesia PROF. DR. H. BAGIR MANAN, SH. MCL pada tanggal 23 Pebruari 2006 dan termasuk

dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru.

1. Tugas
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Siak
berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili
serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyelenggarakan
fungsi utama yaitu:
1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
a. Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara.
b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali (PK).
c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.
2) Fungsi nasehat
a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang
hukum kepada Lembaga Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No.
5 tahun 2004).
b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di
wilayah hukumnya.
3) Fungsi Administratif
Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara Organisatoris, Administratif dan Finansial

kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.
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4) Fungsi lain
Selain tugas pokok untuk Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara berdasarkan
Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan

kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

C. Struktur Organisasi

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan,

Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari :

KETUA DAN WAKIL KETUA :

e Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya
administrasi perkara pada Pengadilan.

e Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan
Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

e Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai Juru Bicara Pengadilan untuk memberikan penjelasan
tentang hal - hal yang berhubungan dengan Pengadilan.

e Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera

Pengadilan.

A. KEPANITERAAN
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas Il mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di
bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.
1. PANITERA
Panitera Pengadilan Negeri Kelas Il mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang
teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.
2. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA) :
Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Perdata.
3. PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA) :

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Pidana.
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PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM) :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian
data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI:

Adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk
menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili

Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

KESEKRETARIATAN

o Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas Il adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua
Pengadilan Negeri Kelas Il.

o Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas Il dipimpin oleh seorang Sekretaris.

SEKRETARIS

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas Il mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di
Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana di
lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi,
dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan
surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat,

perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
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D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LKjIP ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan

Negeri Siak Sri Indrapura. Bentuk sajian (Outline) LKjIP sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, adalah

sebagai berikut:

Bab |

Bab Il

Bab IlI

Bab IV

PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan mengenai gambaran umum Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura dengan menekan kepada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama
(Strategic Issued) yang sedang dihadapi Organisasi.

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja
(Dokumen Penetapan Kinerja).

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura,
dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LKjIP serta harapan adanya koreksi

untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dimasa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Matriks Renstra 2020 — 2024

SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
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BAB Il PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, merupakan gambaran dari
kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024
merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses
untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat
dijabarkan menjadi :

1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 — 2024 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan
terprogram secara sistematis melalui Penataan, Penertiban, Perbaikan Pengkajian, Pengelolaan
Terhadap Sistem Kebijakan dan Peraturan Perundangan-Undangan untuk mencapai Efektivas dan
Efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan
tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura diselaraskan dengan arah kebijakan dan
program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 — 2025 , sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam
mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 — 2024.

Visi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Visi Mahkamah Agung Rl adalah

sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA YANG AGUNG.”

2. Misi

Sesuai dengan Visi tersebut, maka Misi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai
berikut :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
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3.

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai

dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan

Negeri Siak Sri Indrapura.

berikut:

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai

Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi Pencari Keadilan

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024,

sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

1.

2
3.
4

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara

Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Siak

Sri Indrapura dalam Tahun 2020 —2024.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis
dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel
berikut :

Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR
KINERJA UTAMA
KINERJA

TERWUJUDNYA Persentase

Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan
PROSES Sisa Perkara yang 100%

Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan
PERADILAN Perdata yang
YANG PASTI, Diselesaikan
TRANSPARAN,
DAN AKUNTABEL

Catatan :

e Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai
pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata
tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan.
output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada
tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian
perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4
(empat) lingkungan Peradilan.

2. Persentase Jumlah si K id diselesaik
. umlah sisa perkara pidana yang diselesaikan
1 0,
I el Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan 00%
Pidana yang
Diselesaikan Catatan :
e Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada

tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun
sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan.
Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada
bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian
perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4
(empat) lingkungan Peradilan.

Persentase
Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan

Perkara 100%

Perdata yang
Diselesaikan

Tepat Waktu (e

e |nput adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan
berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.
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Persentase
perkara
pidana yang
diselesaikan
tepat waktu

Persentase
Perkara yang
Tidak
Mengajukan
Upaya
Hukum
Banding

Persentase
Perkara Yang
Tidak
Mengajukan
Upaya
Hukum
Kasasi

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

100%
Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan ?

Catatan :

Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan
berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung
nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.

Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Banding 100%

Jumlah Perkara Diputus

Catatan :

Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara
yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun berjalan.
Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.

Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi 100%

Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan

Catatan :

Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara
yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan.
Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.
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i} PENINGKATAN

EFEKTIVITAS

PENGELOLAAN
PENYELESAIAN

PERKARA

Persentase

perkara yang

Tidak
Mengajukan
Upaya
Hukum
Peninjauan
Kembali

Persentase
Perkara
Pidana Anak
yang
Diselesaikan
dengan
Diversi

Index
Kepuasan
Pencari
Keadilan

Persentase
Salinan
Putusan
Perkara

Perdata yang

dikirim
kepada Para
Pihak tepat
waktu

Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 100%

Jumlah Perkara yang Telah Diputus

Catatan :

Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah
jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah
jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan
kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam
jangka waktu tahunan.

Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan

dengan Diversi 100%

Jumlah Perkara Pidana Anak

Catatan :

Diversi : Anak Pelaku Kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku
Kejahatan, melainkan sebagai Korban.

Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas

Terhadap Layanan Peradilan 100%

Jumlah Responden Pencari Keadilan

Catatan :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelengara Pelayanan Publik
Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu 100%

Jumlah Perkara Perdata yang Diputus

Catatan:

Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE
MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
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13

[ [ [N

Persentase
Salinan
Putusan
Perkara
Pidana yang
dikirim
kepada Para
Pihak Tepat
Waktu

Persentase
Perkara yang
Diselesaikan
Melalui
Mediasi

Persentase
Berkas
Perkara yang
Dimohonkan
Banding,
Kasasi, dan
PK yang
Diajukan
Secara
Lengkap dan
Tepat Waktu

Persentase
Putusan
Perkara yang
Menarik
Perhatian
Masyarakat
yang Dapat
Diakses
Secara
Online
dalam
Waktu 1 Hari
Setelah
Putus

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat waktu

Jumlah Perkara Pidana yang Diputus

Catatan :
Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat

Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE

MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada
Pihak.

Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi

Catatan :

Ju

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengad

mlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi

dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan
Banding, Kasasi dan PK

Catatan :

Berkas perkara yang lengkap = Bundel A

Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online
dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Jumlah Putusan Perkara yang Menarik
Perhatian Masyarakat

100%

para

100%

ilan.

100%

100%
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MENINGKATNYA

AKSES

PERADILAN BAGI

MASYARAKAT
MISKIN DAN

TERPINGGIRKAN

MENINGKATNYA

KEPATUHAN
TERHADAP
PUTUSAN
PENGADILAN

Persentase
Perkara
Prodeo yang
Diselesaikan

Persentase
Perkara yang
Diselesaikan
di Luar
Gedung
Pengadilan

Persentase
Pencari
Keadilan
Golongan
Tertentu
yang
Mendapat
Layanan
Bantuan
Hukum
(Posbakum)

Persentase
Putusan
Perkara
Perdata yang
Ditindak
lanjuti
(Dieksekusi)

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100%

Jumlah Perkara Prodeo

Catatan :

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

Jumlah Perkara yang Diselesaikan
di Luar Gedung Pengadilan

100%
Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan ?

di Luar Gedung Pengadilan

Catatan :

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar
gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-
gedung lainnya)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100%

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Catatan :

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang
tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada
informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum
Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang
terdaftar pada register Posbakum

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti

(Dieksekusi)

100%

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan

dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Catatan :

adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti.
Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk
dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan
perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi
maka

persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti

semakin bagus kinerja Pengadilan.
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4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan
dan Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, perlu
ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk
mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan

Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Mahkamah Agung Rl adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara;

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara;
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B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014 dengan
mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh
mana sasaran akan dicapai pada tahun 2021, dan Rencana Kinerja Utama tersebut ditinjau ulang
sejak beredarnya Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviuw Indikator Kinerja Utama (IKU)

untuk Pengadilan Tingkat Pertama dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahun 2021

n SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ‘

TERWUJUDNYA PROSES Persentase Sisa Perkara Perdata yang
PERADILAN YANG PASTI, Diselesaikan

TRANSPARAN, DAN
AKUNTABEL

2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang 100

Diselesaikan

3. Persentase Perkara Perdata yang 97

Diselesaikan Tepat Waktu

4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan 98

tepat waktu

5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan 80
Upaya Hukum Banding

6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan 80

Upaya Hukum Kasasi

7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan 90

Upaya Hukum Peninjauan Kembali

8. Persentase Perkara Pidana Anak yang 10

Diselesaikan dengan Diversi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

PENINGKATAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA

MENINGKATNYA AKSES
PERADILAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN DAN
TERPINGGIRKAN

MENINGKATNYA
KEPATUHAN TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata

yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana

yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan

Melalui Mediasi

Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan
Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara

Lengkap dan Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang Menarik
Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses
Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah

Putus

Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar

Gedung Pengadilan

Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

Persentase Putusan Perkara Perdata yang

Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

85

100

100

10

100

100

100

40
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C. Penetapan Kinerja Tahun 2021

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2021 ini, merupakan tolak
ukur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada akhir tahun 2021. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun
2021, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2021 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung Rl dalam rangka penggunaan
anggaran tahun 2021. Penetapan Kinerja tahun 2021 juga direviu untuk melaksanakan Surat dari
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 Tanggal 13

Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2021

\[o SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. TERWUJUDNYA PROSES Persentase Sisa Perkara Perdata yang 100
PERADILAN YANG PASTI, Diselesaikan
TRANSPARAN, DAN
AKUNTABEL
2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang 100
Diselesaikan
3. Persentase Perkara Perdata yang 97
Diselesaikan Tepat Waktu
4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan 98
tepat waktu
5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan 80
Upaya Hukum Banding
6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan 80
Upaya Hukum Kasasi
7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan 90
Upaya Hukum Peninjauan Kembali
8. Persentase Perkara Pidana Anak yang 10
Diselesaikan dengan Diversi
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KEPATUHAN TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN

Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

9. Index Kepuasan Pencari Keadilan 85
10. PENINGKATAN EFEKTIVITAS | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata 100
PENGELOLAAN yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
PENYELESAIAN PERKARA
11. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana 100
yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
12. Persentase Perkara yang Diselesaikan 10
Melalui Mediasi
13. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan 100
Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara
Lengkap dan Tepat Waktu
14. Persentase Putusan Perkara yang Menarik 100
Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses
Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah
Putus
15. MENINGKATNYA AKSES Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 0
PERADILAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN DAN
TERPINGGIRKAN
16. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar 0
Gedung Pengadilan
17. Persentase Pencari Keadilan Golongan 100
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
18. MENINGKATNYA Persentase Putusan Perkara Perdata yang 40
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JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN :

KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan 4.389.361.000
Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 112.500.000

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 131.383.000
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BAB [l AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Organisasi yang

tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Visi
dan Misi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Pengukuran kinerja
merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai
mekanisme untuk memberikan Reward/Punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2021,
dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target

yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Capaian = Realisasi x 100 %

Target

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun
demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini. Rincian tingkat
capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran

Kinerja berikut ini.
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Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 secara
umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat
mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator
kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja

sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Target | Realisasi | Capaian
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (%) (%) (%)

Terwujudnya Persentase Sisa Perkara Perdata yang
Proses Peradilan Diselesaikan 100 100 100
yang Pasti, b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang
Transparan dan Diselesaikan 100 100 100
Akuntabel c. Persentase Perkara Perdata yang
Diselesaikan Tepat Waktu 97 65.68 67.71
d. Persentase perkara pidana yang
. . 98 100 102.04
diselesaikan tepat waktu
e. Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Banding 80 93.17 116.46
f. Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 80 96.66 120.83
g. Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan 90 99.85 110.94
Kembali
h. Persentase Perkara Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi 10 3.70 37
i. Index Kepuasan Pencari Keadilan 85 98.08 115.38
Peningkatnya
L. a. Persentase Salinan Putusan Perkara 100 100 100
Efektivitas
Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
Pengelolaan

. Tepat Waktu
Penyelesaian

Perkara
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b. Persentase Salinan Putusan Perkara

Pidana yang dikirim kepada Para Pihak

Tepat Waktu

c. Persentase Perkara yang Diselesaikan

Melalui Mediasi

d. Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat
Waktu

. Persentase Putusan Perkara yang
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Putus

Meningkatnya a. Persentase Perkara Prodeo yang

Akses Peradilan Diselesaikan

bagi Masyarakat  b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di

Miskin dan Luar Gedung Pengadilan

Terpinggirkan c. Persentase Pencari Keadilan Golongan

Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata yang

Kepatuhan ditindaklanjuti (dieksekusi)

Terhadap

Putusan

Pengadilan

D

100 100
10 6.45
100 100
100 100
100 100
40 80

100

64.52

100

100

100

200

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 secara

umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat

mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator

kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2021. Namun demikian disisi

lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan

dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.
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Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian
kinerja, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan

dari Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan.

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2021 mengacu Pada Indikator
Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Pada akhir tahun 2021, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang

ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN | : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” dimaksudkan
untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian
perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya proses peradilan yang pasti di
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi
yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran
ini dapat diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,

III

Transparan, dan Akuntabel” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya

ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran | : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Persentase Sisa Perkara Perdata yang

. . 100 100 100 100
Diselesaikan

B  Persentase Sisa Perkara Pidana

yang Diselesaikan 100 100 100 100
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C  Persentase Perkara Perdata yang

Diselesaikan Tepat Waktu 97 65.68 67.71 93.75
D Persentase Perkara Pidana yang

diselesaikan tepat waktu 98 100 102.04 100
E  Persentase Perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Banding 80 93.17 116.46 93.76
F  Persentase Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 80 96.66 120.83 96.39
G  Persentase perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan 90 99.85 110.94 98.52

Kembali
H  Persentase Perkara Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan Diversi 10 3.70 37 10.71
| Index Kepuasan Pencari Keadilan 85 98.20 115.53 99

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut :

e SASARAN I INDIKATOR KINERJA - Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang
diselesaikan dengan Sisa pekara yang harus diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Sisa
Perkara Perdata yang Diselesaikan” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun

sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

Persentase Sisa Perkara Perdata yang

. . 100 100 100 100
Diselesaikan
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Jumlah Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 32 perkara, yang
keseluruhannya merupakan sisa perkara dari tahun sebelumnya. Tabel berikut menggambarkan Sisa

Perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2021 :

Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan Pada Tahun 2021

Sisa Perk Tah Sisa Perkara Tahun
1 r r n
Perkara >4 ezoazz anun 1 5020 piselesaikan
Tahun 2021
Gugatan
Permohonan

Perlawanan / Bantahan

Gugatan Sederhana

Permohonan Konsinyasi

TOTAL

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2021 adalah

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Realisasi Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan % 100%
ealisasi =
Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan 0

.. 32perkara
Realisasi = ——— X 100%
32 perkara

=100 %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

c . Realisasi % 100%
apaian = ———
P Target °

Il

[uy
(=
S
>

Adapun sisa perkara pada tahun sebelumnya sering disebabkan karena perkara yang masuk
pada akhir tahun dan tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan, jumlah keseluruhan sisa perkara
perdata pada tahun 2020 adalah 32 perkara, dimana seluruh sisa perkara tersebut dapat diselesaikan

pada tahun 2021 sehingga tidak menjadi tunggakan lagi di tahun 2022.
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e SASARAN I INDIKATOR KINERJA - Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang
diselesaikan dengan Sisa pekara yang harus diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Sisa
Perkara Pidana yang Diselesaikan” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun

sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

B
100 100

Persentase Sisa Perkara Pidana

100 100

yang Diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 69 perkara, yang
keseluruhannya merupakan sisa perkara dari tahun sebelumnya. Tabel berikut menggambarkan Sisa

Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2021 :

Perkara Pidana Yang Diselesaikan Pada Tahun 2021

. Sisa Perkara Tahun
Sisa Perkara Tahun . .
Perkara 2020 Diselesaikan

202
020 Tahun 2021

Pidana Biasa

Pidana Singkat

Pidana Cepat

Pidana Anak

Pidana Pra Peradilan

TOTAL
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Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2021 adalah

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

Realisasi = x 1009
eattsast Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus Diselesaikan %

. . 69perkara
Realisasi = —— X 100%
69 perkara

=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

c . Realisasi % 100%
apaian = ——
P Target 0

100% _ ; 00%
100% 0

100%

e SASARAN | INDIKATOR KINERJA - Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat

Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Perdata
yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 97%. Ukuran realisasi indikator ini mengacu pada Surat Edaran
Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Realisasi dan capaian
indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2021 serta

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase Perkara Perdata yang

Diselesaikan Tepat Waktu 97 65.68 67.71 93.75
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Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2021 sebanyak 111
perkara. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun
2021 :

Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah
Jumlah Jumlah umia

Perkara Putus
Perkara Perkara Putus | Perkara Putus X Keterangan
Tidak Tepat

Tahun 2021 | Tepat Waktu
Waktu

Gugatan
Permohonan 90 69 21 -
Perlawanan / Bantahan 1 1 0} -

Gugatan Sederhana 6 1 5 -

Permohonan Konsinyasi

23 1 22 =
ToTAL o wm s -

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2021 adalah

sebesar 65.68%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Realisasi — Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu % 100%
eattsast = Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan ’

Realisasi = 111 perkara x 100%
eartsast = 769 perkara 0

= 65.68%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Reali sasi dan Target, dimana pada tahun

2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 67.71%, dengan perhitungan sebagai berikut:

. Realisasi
Capaian = —— X 100%
Target

_65.68% o
~ T 97% 0

67.71%
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e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Pidana
yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 98%. Sama halnya dengan perkara perdata, Perkara Pidana ini
ukuran realisasi indikator ini mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada
4 (empat) Lingkungan Peradilan. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana
yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya

ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

D
100

Persentase Perkara Pidana yang

98 102.04 100

diselesaikan tepat waktu

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2021 sebanyak 490
perkara. Tabel berikut menggambarkan Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun
2021 :

Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah
Jumlah Jumlah
Perkara Putus

Perkara Perkara Putus | Perkara Putus Keterangan

Tidak Tepat
Tahun 2021 | Tepat Waktu
Waktu

Pidana Biasa

Pidana Singkat

Pidana Cepat

Pidana Anak 27 27 - -

Pidana Pra Peradilan

5 5 = =
oTAL S0 w0 -
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Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2021 adalah
sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :
Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Realisasi = X 1009
ealisasi Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan 00%

Realisasi = 490 perkara x 100%
eattsast = 490 perkara 0

=100 %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun
2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 102.04 %, dengan perhitungan sebagai

berikut:

Capaian = M x 100%
Target
100%
98%

102.04 %

x 100%

e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Banding

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Diputus
yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dengan Jumlah Perkara Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 80 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan

tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase Perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Banding 80 93.17 SRS SRR

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2021
sebanyak 161 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
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Banding pada tahun 2021 sebanyak 453. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana
yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2021 :

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Jumlah Perkara
Tidak Mengajukan
Banding

Jumlah Perkara
Putus Tahun 2021

Perkara

Gugatan 49 41
Permohonan 90 90
Perlawanan / Bantahan 1 1
Gugatan Sederhana 6 6

Permohonan Konsinyasi

TOTAL

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Jumlah Perkara
Tidak Mengajukan
Banding

Jumlah Perkara
Putus Tahun 2021

Perkara

Pidana Biasa 455 421
Pidana Singkat 0 0
Pidana Cepat 3 3
Pidana Anak 27 24
Pidana Pra Peradilan 5 5

TOTAL

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Jumlah Perkara
Tidak Mengajukan
Banding

Jumlah Perkara
Putus Tahun 2021

PERKARA

=
[e)]
©
=
<))
=
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Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2021 adalah

sebesar 93.17 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding

Realisast = Jumlah Perkara Diputus * 100%
Realisasi = M X 100%
659 perkara
=93.17%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun
2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 116.46 %, dengan perhitungan sebagai

berikut:

c . Realisasi % 100%
apaian = ———
P Target °

_937%
- T80% 0

116.46 %

e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Kasasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara Diputus pada Tahun Berjalan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 80 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan

tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 80 2309 LA )

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2021
sebanyak 164 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
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Kasasi pada tahun 2021 sebanyak 473. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana

yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2021 :

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara
Jumlah Perkara

Permohonan Konsinyasi

Perkara Tidak Mengajukan
Putus Tahun 2021 .
Kasasi
Perlawanan / Bantahan 1 0
Gugatan Sederhana 6 6

TOTAL

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara
Jumlah Perkara

Putus Tahun 2021

Perkara Tidak Mengajukan

Kasasi

M ERENIERE]

Pidana Singkat
Pidana Cepat
Pidana Anak

Pidana Pra Peradilan

TOTAL

(@)
(@)

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

lah Perk
Jumlah Perkara jumiah Perkara

Putus Tahun 2021

PERKARA Tidak Mengajukan

Kasasi
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Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2021 adalah

sebesar 96.66 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi

Realisast = Jumlah Perkara Diputus pada Tahun Berjalan * 100%
Realisasi = 637 perkara X 100%
659 perkara
=96.66 %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun
2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 120.83 %, dengan perhitungan sebagai

berikut:

c . Realisasi % 100%
apaian = Target 0

_ 96.66% o
~ T 80% 0

120.83 %

e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Peninjauan Kembali

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara Diputus yang
Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dengan Jumlah Perkara Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 90 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali” pada tahun 2021 serta perbandingannya

dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Persentase perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan 90 99.85 110.94 98.52
Kembali

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada

tahun 2021 sebanyak 168 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya
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Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2021 sebanyak 490. Tabel berikut menggambarkan Perkara

Perdata dan Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2021 :

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Jumlah Perkara
Jumlah Perkara

Permohonan Konsinyasi

Perkara Tidak Mengajukan
Putus Tahun 2021
PK
Perlawanan / Bantahan 1 1
Gugatan Sederhana 6 6

TOTAL

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Jumlah Perkara
Jumlah Perkara

Putus Tahun 2021

Perkara Tidak Mengajukan

M ERENIERE!

Pidana Singkat
Pidana Cepat
Pidana Anak

Pidana Pra Peradilan

TOTAL

(@)
(@)

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Jumlah Perkara
Jumlah Perkara

Putus Tahun 2021

PERKARA Tidak Mengajukan

Kasasi
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Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2021 adalah

sebesar 99.85 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum PK

Realisast = Jumlah Perkara Diputus * 100%
Realisasi = M X 100%
659 perkara
=99.85%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun
2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 110.94 %, dengan perhitungan sebagai
berikut:

c . Realisasi % 100%
apaian = ———
P Target 0

_9985% oo
-~ T 90% 0

110.94 %

e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan

Diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi dengan Jumlah Perkara Pidana Anak.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan

tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Persentase Perkara Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan Diversi 10 3.70 37 10.71

Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2021 sebanyak 1
perkara. Tabel berikut menggambarkan Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi pada

tahun 2021 :
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Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi

1 27 1 0 1 26

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2021 adalah
sebesar 3.70 %, dengan perhitungan sebagai berikut :
Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Realisasi = x 1009
ealisast Jumlah Perkara Pidana Anak 00%

L 1perkara
Realisasi = ——— x100%
27 perkara

=3.70%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 37 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

c . Realisasi % 100%
apaian = Target 0

_370% oo
T T10% 0

=37%

e Sasaran | Indikator Kinerja - Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Responden Pencari
Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dengan Jumlah Responden Pencari Keadilan.

Indikator kinerja ini diambil datanya berdasarkan hasil survey Index Kepuasan Masyarakat
yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Survei Index Kepuasan Masyarakat (IKM) bertujuan untuk
mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Target indikator kinerja
ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar
85 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Index Kepuasan Pencari Keadilan” pada tahun 2021

serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :
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Target Index Kepuasan Pencari Keadilan

I Index Kepuasan Pencari Keadilan 98.20 115.53

Jumlah Responden Pengguna Layanan Peradilan pada tahun 2021 sebanyak 222 Orang. Tabel
berikut menggambarkan Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri

Indrapura pada tahun 2021 :

Data Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Sangat Sesuai 72.97
Sesuai 3 56 25.23
Kurang Sesuai 2 4 1.8
Tidak Sesuai 1 0 0

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2021 adalah

sebesar 98.20 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas

Realisasi = — e pencar Keadian X 100%
Realisasi = M X 100%
222 Orang
=98.20 %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun
2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 115.53 %, dengan perhitungan sebagai

berikut:

. Realisasi
Capaian = —— X 100%
Target
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_9820% oo
- T85% 0

115.53 %

SASARAN Il : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” dimaksudkan untuk
menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi
dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan
sasaran ini dapat diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya

ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran Il : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Perdata yang dikirim kepada Para Pihak 100 100 100 100

A  Persentase Salinan Putusan Perkara

Tepat Waktu

B  Persentase Salinan Putusan Perkara

Pidana yang dikirim kepada Para Pihak 100 100 100 100
Tepat Waktu
C  Persentase Perkara yang Diselesaikan
10 6.45 64.50 5.26
Melalui Mediasi
D Persentase Berkas Perkara yang
100 100 100 100

Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
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yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat
Waktu
E  Persentase Putusan Perkara yang
Menarik Perhatian Masyarakat yang
100 100 100 100
Dapat Diakses Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut :

e Sasaran Il Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim

Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara
Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan
Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2021 serta

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat Waktu

Persentase Salinan Putusan Perkara
Perdata yang dikirim kepada Para Pihak 100 100 100 100
Tepat Waktu

Jumlah Perkara Perdata yang Putus pada tahun 2021 sebanyak 169 perkara dan keseluruhan
putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan

Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2021 :
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Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Putusan Perkara Putusan Perkara
Perkara Jumiah Perkara Di ikan | Tidak Di ik
Putus Tahun 2021 yang Disampaikan | Tidak Disampaikan
Tepat Waktu Tepat Waktu

Gugatan
Permohonan
Perlawanan / Bantahan

Gugatan Sederhana

Permohonan Konsinyasi

TOTAL

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu

Realisast = Jumlah Perkara Perdata yang Diputus * 100%
Realisasi = M X 100%
169 perkara
=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

c . Realisasi % 100 %
apaian = ——
P Target 0

100% 00 %
100 % 0

= 100%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada
para pihak tepat waktu.
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e Sasaran Il Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim

Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara
Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan
Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2021 serta

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat Waktu

B  Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana
yang dikirim kepada Para Pihak Tepat 100 100 100 100
Waktu

Jumlah Perkara Pidana yang Putus pada tahun 2021 sebanyak 490 perkara dan keseluruhan
putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan

Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2021 :
Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Putusan Perkara Putusan Perkara
Jumlah Perkara . . . . .
Perkara yang Disampaikan | Tidak Disampaikan

Putus Tahun 2021
Tepat Waktu Tepat Waktu

Pidana Biasa

Pidana Singkat

Pidana Cepat

Pidana Anak
Pidana Pra Peradilan

TOTAL
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Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu

Realisasi = Jumlah Perkara Pidana yang Diputus x 100%
Realisasi = M X 100%
490 perkara
=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Capaian = M x 100%
Target

100%

100%

100%

x 100%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada
para pihak tepat waktu.

e Sasaran Il Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara yang Diselesaikan
Melalui Mediasi dengan Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
yang Diselesaikan Melalui Mediasi” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun

sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase Perkara yang Diselesaikan

Melalui Mediasi 10 6.45 64.50 5.26
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Jumlah Perkara Perdata yang di Mediasi pada tahun 2021 sebanyak 31 perkara dan Perkara
yang Berhasil diselesaikan dengan Mediasi sebanyak 2 perkara. Tabel berikut menggambarkan

keadaan Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada tahun 2021 :

Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi pada Tahun 2021
1 31 2 26 2 1

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah

sebesar 6.45 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Realisasi = x 1009
ealisasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 00%

L 2 perkara
Realisasi = ———— x 100%
31 perkara

= 6.45%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 64.50 %.

c . Realisasi % 100%
apaian = Target 0

_645% 1 oou
T T10% 0

64.50 %

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Siak
Sri Indrapura hanya 2 perkara yang dapat diselesaikan dengan Mediasi, ini disebabkan karena Pihak

yang berpekara lebih memilih untuk melanjutkan persidangan.

e Sasaran |l Indikator Kinerja - Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi

dan PK yang diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Berkas Perkara
yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu dengan

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021 | 55

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Berkas
Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu”
pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut

ini:

Target Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

D Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang 100 100 100 100
Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Jumlah perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2021 adalah sebanyak
68 perkara, dan jumlah perkara banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

adalah sebanyak 68 perkara. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :

Keadaan Perkara Upaya Hukum Yang Diajukan Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2021

8 5 1 14

37 17 0 54
45 22 1 68

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Realisasi = %X 1009
eattsast Jumlah Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK %
. . 68 perkara
Realisasi = ————— x100%
68 perkara

=100%
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Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Capaian = M x 100%
Target
100%
100%

100%

x 100%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh berkas yang diajukan Banding, Kasasi

dan PK sudah diserahkan secara lengkap dan tepat waktu.

e Sasaran |l Indikator Kinerja - Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian

Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara
yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah
Putus dengan Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase
Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu
1 Hari Setelah Putus” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya

ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat

Persentase Putusan Perkara yang Menarik

Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses
Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah
Putus

100 100 100 100

Jumlah perkara yang menarik perhatian pada tahun 2021 adalah sebanyak 2 perkara. Hal

tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :
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Keadaan Pekara Yang Menarik Perhatian Tahun 2021

Perkara Yang Perkara Yang Putusan Perkara
Jenis Perkara Menarik Menarik Perhatian  Yang Diupload
Perhatian Yang Diputus ke Website
Perkara Perdata 0 0 0
Perkara Pidana 2 2 2
Jumlah 2 2 2

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online
dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Realisasi = x 1009
eattsast Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat %
. . 2 perkara
Realisasi = —————— x 100%
2 perkara
=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Capaian = M x 100%
Target
100%
100%

100%

x 100%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh berkas perkara menarik perhatian

yang diputus dan putusannya diupload ke website pada saat putus adalah 2 Perkara.

SASARAN Il : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan
Terpinggirkan

Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”
dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya
peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri

Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada
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Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur
melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun

sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran lll : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

A  Persentase Perkara Prodeo yang
Diselesaikan

B  Persentase Perkara yang Diselesaikan di
Luar Gedung Pengadilan
C  Persentase Pencari Keadilan Golongan

Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 100 100 100 100
Hukum (Posbakum)

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut:

e Sasaran lll Indikator Kinerja - Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Prodeo
Yang Diselesaikan dengan Jumlah Perkara Prodeo.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan
pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan melalui prodeo dan tidak ada anggaran

untuk perkara prodeo dalam DIPA.

e Sasaran lll Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung

Pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Antara Jumlah Perkara Yang
Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan dengan Jumlah Perkara yang Seharusnya Diselesaikan di Luar
Gedung Pengadilan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan

pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan di luar Gedung maupun Zetting Plaatz.
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e Sasaran lll Indikator Kinerja - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Pencari Keadilan
Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan
Golongan Tertentu.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Pencari
Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)” pada tahun 2021
serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

C  Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 100 100 100 100
Hukum (Posbakum)

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu adalah 128 Orang dan jumlah pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum adalah 128 Orang. Tabel berikut

menggambarkan hal tersebut pada tahun 2021 :

Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Posbakum Tahun 2021

PENCARI KEADILAN  Januari 7 7
Februari 11 11
Maret 16 16
April 10 10
Mei 10 10
Juni 10 10
Juli 10 10

Agustus 10 10
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September 11 11
Oktober 12 12
November 11 11
Desember 10 10
JUMLAH 128 128

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Reali _ x 1009
eatisast Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu %
Reali . 1280rangx1000/
ealisasi = 128 Orang 0
=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Realisasi
Target
100%
100%
100%

X 100%

Capaian

x 100%

Data Golongan masyarakat Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum bersumber
dari daftar absensi/ buku tamu masyarakat yang konsultasi ke Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura. Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat miskin dan

terpinggirkan yang mendaftarkan di Posbakum mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.
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SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

e Sasaran IV Indikator Kinerja - Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti

(Dieksekusi)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara
Perdata yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Sudah Berkekuatan
Hukum Tetap dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) .

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 40 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Putusan
Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan

tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

==
2020 (%)

Persentase Putusan Perkara Perdata yang

A 40 80 200 93.33
Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap adalah 5 Perkara,
dan jumlah perkara Perdata yang telah ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 4 Perkara. Tabel berikut

menggambarkan hal tersebut pada tahun 2021 :

Keadaan Perkara Eksekusi Tahun 2021

Jenis Perkara Perkara Perkara BHT Telah Perkara BHT yang Belum
Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti
Perkara Perdata 5 4 1
Jumlah 5 4 1

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah

sebesar 80 %, dengan perhitungan sebagai berikut :
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Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti

Realisasi — x 1009
eattsast Jumlah Putusan PerkaraYang Sudah BHT &

_ 4 perkara
"~ 5 perkara

80 %

X 100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun

2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 200 %.

c . Realisasi 100%
= —X
apaian Target 0

_ 80% 00w
- 20% °

200 %

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perkara perdata yang sudah

BHT sudah ditindaklanjuti (dieksekusi).
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C. Akuntabilitas Keuangan

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura tahun 2021 berasal dari DIPA tahun anggaran 2021 dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 4.633.244.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat

Ribu Rupiah), yang meliputi Program-Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan utama Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, memiliki alokasi anggaran sebesar
sebesar Rp. 4.501.861.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh
Satu Ribu Rupiah),

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan utama Kegiatan Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 131.383.000,- (Seratus

Tiga Puluh Satu Juta Tiga ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

ANGGARAN DIPA

Program

Anggaran DIPA Peningkatan

Manajemen
Peradilan Umum,

131,383,000

Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya,
4,501,861,000
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Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri

Indrapura Tahun 2021 sebesar Rp 4.469.071.605,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.501.861.000,-

atau sebesar 99.27 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum adalah sebesar Rp. 127,634,475,- dari total Rp. 131.383.000,- atau sebesar 97.15 %.

Berdasarkan kenyataan tersebut,

penyerapan anggaran pada tahun 2021 telah optimal.

PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN

dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja

input/

(dalam ribu rupiah)

5,000,000,000 Realisasi,

4,469,071,605
4,500,000,000

4,000,000,000
3,500,000,000
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000

500,000,000

Realisasi

Pencapaian Kinerja Input

: M
Ny 27,634,475.00
0 ~ ol ey

Alokasi

Alokasi Realisasi Sisa
- . . .
Pembinaan Administrasidan | .\ o0) 509 4,469,071,605 32,789,395
Pengelolaan Keuangan
® Peningkatan Manajemen
. 131,383,000 127,634,475 3,748,525
Peradilan Umum
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BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2021 merupakan cerminan capaian kinerja
kegiatan dan sasaran Tahun 2021 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja
(Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitan antara realisasi
Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan PENGADILAN NEGERI SIAK SRl
INDRAPURA 2020 - 2024.

2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program
telah tercapai secara optimal, dimana kinerja input tertinggi ditunjukkan pada Kegiatan
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

3. Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Tahun 2021 sebesar Rp 4.469.071.605,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.501.861.000,- atau
sebesar 99.27 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum adalah sebesar Rp. 127,634,475,- dari total Rp. 131.383.000,- atau sebesar 97.15 %.

SARAN-SARAN

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengelolaan SDM Aparatur, yang
salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat dilakukan antara lain melalui :
a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak
akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
b. Peningkatan kualitas SDM terkait dengan Teknis maupun Non Teknis Yudisial, terutama

kemampuan dalam penggunaan IT.
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C.

Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui
pengadaan CPNS/PNS, Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan.

Pemenuhan terhadap Sarana dan Prasarana Operasional Perkantoran harus
diprioritaskan, untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi
pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang

yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Siak Sri Indrapura, 25 Januari 2022

UA PENGADILAN NEGE




LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021 | 67

LAMPIRAN

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Matriks Renstra 2020 — 2024

SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

HAKIM

1. DEWIHESTI INDRIA, SH., MH.
2. MEGA MAHARDIKA, SH

3. FARHAN MUFTI AKBAR, SH.
4. RINA WAHYU YULIATI, SH.

STRUKTUR ORGANISASI

KETUA

ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.

WAKIL KETUA

CHRISTO E. N. SITORUS, SH., M.Hum.

PANITERA

SUMESNO, SH.

SEKRETARIS

M. IRWAN TOFANI, SE., M.Ak.

KASUBBAG. UMUM DAN

KASUBBAG. KEPEGAWAIAN

KASUBBAG. PTIP

PANMUD HUKUM Plh. PANMUD PERDATA PANMUD PIDANA KEUANGAN DAN ORTALA
RULLY ANDRIAN, S.Sos., SH. PURWATI, S.Kom., SH. MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH. RENZA PUTRA PERMANA, SH. HALIDE NASUTION, SH. RIZKHA YUNEYLA, ST.
ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA: ANGGOTA : ANGGOTA :

1. AL KHUDRI 1. SUYADI 1. ADINAN SYAFRIZAL, S. SH. 1. RIHANA WIDIASTUTIK, SH. 1. YULFIARIZA N. S.Psi. 1. JOEL HUNTER

2. AMALIA RIZKY ARINI, A.Md.

SIRINGORINGO, S.Kom

FUNGSIONAL FUNGSIONAL
PANITERA PENGGANTI : 1. ARSIPARIS -
1. MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH. 2. PUSTAKAWAN -
2. RULLY ANDRIAN, S.Sos., SH. 3. PRAKOMP. -
3. PURWATI, S.Kom., SH. 4 BENDAHARA  :-

4. ADINAN SYAFRIZAL, S. SH.

JS/JSP:

1. SUYADI

2. AL KHUDRI

3. RIHANA WIDIASTUTIK. SH.




REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS Il

INDIKATOR PENANGGUNG SUMBER
NO | KINERJA UTAMA KINERJA PENJELASAN JAWAB DATA
1. | TERWUJUDNYA | Persentase Sisa Panitera Laporan
PROSES Perkara Perdata Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan 100% Bulanan
PERADILAN yang Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan dan
YANG PASTI, Diselesaikan Laporan
TRANSPARAN, Catatan : Tahunan
DAN e Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai
AKUNTABEL pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata
tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan.
output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada
tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian
perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4
(empat) lingkungan Peradilan.

2. Persentase Sisa Panitera Laporan
Perkara Pidana Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan 100% Bulanan
yang Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan dan
Diselesaikan Laporan

Catatan : Tahunan

e Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada

tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun
sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan.
Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada
bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian
perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4
(empat) lingkungan Peradilan.
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Persentase Panitera Laporan
Perkara Perdata Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% Bulanan
yang Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan dan
Diselesaikan Laporan
Tepat Waktu Catatan: Tahunan
e Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan
berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. SE Ketua Mahkamah Agung
Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.
Persentase Panitera Laporan
perkara pidana Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% Bulanan
yang Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan dan
diselesaikan Laporan
Tahunan

tepat waktu

Catatan :
e Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan

berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung
nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.
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Persentase Panitera Laporan
Perkara yang Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Bulanan
Tidak Jumlah Perkara Diputus 100% dan
Mengajukan Laporan
Upaya Hukum Catatan: Tahunan
Banding e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak

mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara

yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun berjalan. Data

pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.
Persentase Panitera Laporan
Perkara Yang Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi Bulanan
Tidak Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 100% dan
Mengajukan Laporan
Upaya Hukum Catatan: Tahunan

Kasasi

e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang
putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data
pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.
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Persentase Panitera Laporan
perkara yang Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Bulanan
Tidak Peninjauan Kembali 100% dan
Mengajukan Jumlah Perkara yang Telah Diputus Laporan
Upaya Hukum Tahunan
Peninjauan Catatan :
Kembali e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak

mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah

perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali

pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka

waktu tahunan.
Persentase Panitera Laporan
Perkara Pidana Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Bulanan
Anak yang Jumlah Perkara Pidana Anak 100% dan
Diselesaikan Laporan

Catatan: Tahunan

dengan Diversi

e Diversi : Anak Pelaku Kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku
Kejahatan, melainkan sebagai Korban.
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9. Index Kepuasan Panitera Laporan
Pencari Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Bulanan
Keadilan Peradilan 100% dan
Jumlah Responden Pencari Keadilan Laporan
Tahunan
Catatan :
e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelengara Pelayanan Publik
10. | PENINGKATAN Persentase Panitera Laporan
EFEKTIVITAS Salinan Putusan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Bulanan
PENGELOLAAN Perkara Perdata tepat waktu 100% dan
PENYELESAIAN yang dikirim Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Laporan
PERKARA kepada Para Tahunan
Pihak tepat Catatan:
waktu e Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE
MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
11. Persentase Panitera Laporan
Salinan Putusan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Bulanan
Perkara Pidana Tepat waktu 100% dan
yang dikirim Jumlah Perkara Pidana yang Diputus Laporan
kepada Para Tahunan
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Pihak Tepat Catatan :
Waktu e Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE
MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
e Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para
Pihak.

12. Persentase Panitera Laporan
Perkara yang Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Bulanan
Diselesaikan Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100% dan
Melalui Mediasi Laporan

Catatan: Tahunan
e PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

13. Persentase Panitera Laporan
Berkas Perkara Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Bulanan
yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100% dan
Dimohonkan Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK La poran
Banding, Kasasi, Tahunan

dan PK yang
Diajukan Secara
Lengkap dan
Tepat Waktu

Catatan :
e Berkas perkara yang lengkap = Bundel A
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14. Persentase Panitera Laporan
Putusan Perkara Bulanan
yang Menarik dan
Perhatian Laporan
I\/Iasya rakat Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Tahunan
yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100%

Diakses Secara Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat

Online dalam

Waktu 1 Hari

Setelah Putus

15. | Meningkatnya Persentase Panitera Laporan
Akses Peradilan Perkara Prodeo Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Bulanan
bagi Masyarakat | yang Jumlah Perkara Prodeo 100% dan
Miskin dan Diselesaikan Laporan
Terpinggirkan Catatan: Tahunan
e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

16. Persentase Panitera Laporan
Perkara yang Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Bulanan
Diselesaikan di Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% dan
Luar Gedung Laporan
Pengadilan Catatan: Tahunan

e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

e Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar
gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-
gedung lainnya)
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17. Persentase Panitera Laporan
Pencari Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bulanan
Keadilan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% dan
Golongan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Laporan
Tertentu yang Tahunan
Mendapat Catatan:
Layanan e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Bantuan Hukum Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
(Posbakum) e Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang
tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada
informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum
e Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang
terdaftar pada register Posbakum
18.| MENINGKATNYA | Persentase Panitera Laporan
KEPATUHAN Putusan Perkara Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Bulanan
TERHADAP Perdata yang Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk 100% dan
PUTUSAN Ditindak lanjuti ditindaklanjuti (Dieksekusi) Laporan
PENGADILAN (Dieksekusi) Tahunan

Catatan:

e adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input
adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk
dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan
perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi

maka

persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti

semakin bagus kinerja Pengadilan.
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MATRIKS RENCANA STRATEGIS

SASARAN TARGET (%) STRATEGIS
INDIKATOR
INDIKATOR KINERJA 2021 PROGRAM KEGIATAN R TARGET ANGGARAN/ RP

Terwujudnya Proses Persentase Sisa Perkara 1. Program 1. Peningkatan 1. Perkara Pidana - 225 Perkara 107.383.000,-
Perdata yang Diselesaikan Penegakan Manajemen yang
Peradilan yang Pasti, dan Peradilan Diselesaikan di
Transparan dan Persentase Sisa 100 100 100 100 100 Pelayanan Umum Tingkat
Akuntabel Perkara Pidana yang Hukum Pertama di
Diselesaikan Wilayah Barat
Persentase Perkara Perdata 97 97 97 97 97
yang Diselesaikan Tepat
Waktu 2. Program Pembinaan . Layanan - 1 Layanan 5.323.609.000,-
Persentase Perkara Pidana ~ 98 98 100 100 100 L sulriliirzst PEEED
yang diselesaikan Tepat Manajemen dan
Waktu Pengelolaan
Persentase Perkara yang 80 80 100 100 100 Keuangan
Tidak Mengajukan Upaya Bada.n .Uruse.m
Hukum Banding Administrasi
Persentase Perkara Yan 80 80 100 100 100
. . - 3. Program Pembinaan . Layanan - 4 Unit 37.000.000,-
Tidak Mengajukan Upaya . .
Hukum Kasasi Dukungan Administrasi Sarana
Manaj d Int I
Persentase perkara yang 90 90 100 100 100 S Pz:gelolaan fiernd
Tidak Mengajukan Upaya Qe
Hukum Peninjauan Kembali
Badan Urusan
. Administrasi
Persentase Perkara Pidana 10 10 7 7 7
Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi
Index Kepuasan Pencari 85 85 85 85 85

Keadilan
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Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

. Persentase Salinan Putusan 100 100 100 100 100 1. Program . Peningkatan 1. PerkaraPidana - 225 Perkara 107.383.000,-
Peningkatnya Perkara Perdata yang Penegakan Manajemen yang
Efektivitas dikirim kepada Para Pihak dan Peradilan Diselesaikan di
p tepat waktu Pelayanan Umum Tingkat
engelolaan .
. Hukum Pertama di
Penyelesaian Perkara Persentas'e Salinan Putusan 100 100 100 100 100 Wilayah Barat
Perkara Pidana yang
dikirim kepada Para Pihak 2. Program . Pembinaan Layanan -1 layanan 5.323.609.000,-
Tepat Waktu Dukungan Administrasi Perkantoran
. Persentase Perkara yang 10 10 7 7 7 Manajemen dan
Diselesaikan Melalui Pengelolaan
Mediasi Keuangan
Badan Urusan
Persentase Berkas Perkara 100 100 100 100 100 Administrasi
yang Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK'yang 3. Program . Pembinaan Layanan - 4 Unit 37.000.000,-
Diajukan Secara Lengkap Dukungan Administrasi Sarana
dan Tepat Waktu Manajemen dan Internal
Persentase Putusan 100 100 100 100 100 Pengelolaan
Perkara yang Menarik Keuangan
Perhatian Masyarakat yang Badan Urusan
. Administrasi
Dapat Diakses Secara
Online dalam Waktu 1 Hari
Setelah Putus
Meningkatnya Akses Persentase Perkara Prodeo 0 0 0 0 0 e Program Peningkatan Layanan - 240 Jam 24.000.000,-
) . yang diselesaikan Penegakan Manajemen Bantuan Layanan
Peradilan bagi dan Peradilan Hukum
Masyarakat Miskin Persentase Perkara yang 0 0 0 0 0 Pelayanan Umum Perseorangan
dan Terpinggirkan g::gs;::in di luar Gedung Hukum
Persentase Pencari 100 100 100 100 100
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Meningkatnya e Persentase Putusan 40 40 50 50 50 Perkara Peradilan Umum vyang diselesaikan melalui
Kepatuhan Terhadap Perkara Perdata yang pembebasan perkara
Putusan Pengadilan Ditindaklanjuti (dieksekusi)




Menimbang

Mengingat

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS Il

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS I
Nomor W4.U13 /78 /KP.04.5 /1 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS Il

a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Rl No. 17 Tahun
2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun
2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun
2020-2024;

b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja
Tahun 2022 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura perlu
membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2021;

C. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ini dipandang cakap dan
mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan LKjIP

tersebut;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2009;

3.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

I B,
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

4.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005
tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

6.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

7.  Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di
Pengadilan;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2020-
2024;

11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang

Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRl INDRAPURA KELAS II
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjlP) TAHUN 2021

Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas Il;
Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan dari Pimpinan Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura Kelas Il di lingkungan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Kelas Il;

/] KETIGA .coorverenen
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2021 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas Il dapat
melanjutkan tugasnya masing-masing;

Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun Anggaran 2022;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di  Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 10 Januari 2022

/ “KETUA PENGADILAN NEGE
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Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura Kelas Il

Nomor : W4.U13 /78 /KP.04.5/1/2022

Tanggal : 10 Januari 2022

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS Il

PANGKAT/ DITUNJUK
M NAMA / NIP GOL. RUANG SEBAGAI JABATAN

CHRISTO E. N. SITORUS, SH., M.Hum. Pembina Ketua Wakil Ketua
19791212 200312 1 001 (IV/a)

SUMESNO, SH. Penata Tk.| Koordinator Adm Panitera
19691010 199303 1 003 (1n/d) Teknis /
Kepaniteraan
M. IRWAN TOFANI, SE., M.Ak. Penata Tk.| Koordinator Adm Sekretaris
19820305 200912 1 005 (/d) Umum /
Kesekretariatan
PURWATI, S.Kom., SH. Penata Tk.| Anggota PIt. Panmud
19780608 200904 2 007 (n/d) Perdata
MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH. Penata (lll/c) Anggota Panmud Pidana
19860823 200604 1 002
RULLY ANDRIAN, S.Sos., SH. Penata (Ill/c) Anggota Panmud Hukum
19850328 200604 1 004
A RIZKHA YUNEYLA, ST. Penata (Ill/c) Anggota Kasubbag. PTIP
19810626 201101 2 008
HALIDE NASUTION, SH. Penata (Ill/c) Anggota Kasubbag.
19841023 201101 2 014 Kepegawaian, dan
Ortala
RENZA PUTRA PERMANA, SH. Penata (Ill/c) Anggota Kasubbag. Umum
19900806 200904 1 001 dan Keuangan
s/ JOEL HUNTER SIRINGORINGO, S.Kom. P. Muda Anggota Staf PTIP
19940830 202012 1 004 (11/a)

Ditetapkan di  Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 10 Januari 2022

, .,'KETUA P‘NGADII.AN NEGE
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KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura tahun 2022 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas
pelaksanaan Visi, Misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada Publik, yang
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atas
pencapaian output/sub output penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian
kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian outcome program/output penting kegiatan yang
dilaksanakan Unit Organisasi Eselon | Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas
pencapaian sasaran strategis / Outcome program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan
Peradilan di bawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Rl tahun
2020 -2024.

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai
bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam rangka mewujudkan Good Governance.
Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam kurun waktu tersebut dapat
memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Atas nama Pimpinan, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan
karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini,
semoga Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Siak Sri Indrapura, 03 Februari 2023

NlP 19780914 200312 1 002
\///
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Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun
2022 ini merupakan wujud Akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan
Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 — 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2022 ini pada hakekatnya merupakan
kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai Akuntabilitas dan Responsibilitas terhadap
kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja
merupakan suatu keharusan Manajemen Pemerintahan Negara dan Implementasi berbagai kebijakan
Negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan
yang baik (Good Governance), sebagaimana termuat dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan
Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai
adalah “Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi pencari keadilan”.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran Pertama adalah Terwujudnya Proses Peradilan Yang
Pasti, Transparan dan Akuntabel; Kedua adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
Ketiga adalah Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan; Keempat adalah
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja
dan 14 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 Sasaran Strategis yang ditetapkan
dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat 3 Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan
dengan baik (100% atau lebih), yaitu Sasaran Strategis 1, 3 dan 4. Sedangkan 1 Sasaran Strategis lainnya
belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, yaitu Sasaran Strategis 2 (dibawah 100%).

Secara keseluruhan, Tingkat Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk tahun
2022 adalah sebesar 130.74 % terjadi kenaikan sebesar 8.33 % dari pencapaian tahun 2021 yaitu 122.41
%. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam

tabel berikut :
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Pencapaian Kinerja Keseluruhan

Capaian Capaian
No. Sasaran Strategis 2022 (%) 2021 (%)
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; 140.44 % 96.72 %
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; 82.53 % 92.90 %
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan 100 % 100 %
Terpinggirkan
4, Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 200 % 200 %
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan 130.74 % 122.41 %
Pencapaian Kinerja
200
180
160
140
120 m1
100 m2
80 m3
60 o4
40
20
0
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Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis | pada Tahun 2022 adalah sebesar 140.44 %.

Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

SASARAN STRATEGIS |

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Target | Realisasi | Capaian
No. Indikator Kinerja < .
(%) (%) (%)
a. |Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 97 96.09 99.06
b. |Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100 100 100
P t Perk Tidak M jukan U Huk
.. erse.n ase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 80 9.6 115.75
Banding
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
d. , & 83l pay 80 96.04 | 120.05
Kasasi
P t Perk Pid Anak Disel ikand
.. ?rserT ase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan 1 et e
Diversi
Index P iP i Keadil P terhad
; ndex ersep5|- encari Keadilan yang Puas terhadap s 96.27 113.2
Layanan Peradilan
Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan
g ' yang g8 100 0 0
Restoratif
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis | 140.44
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Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis Il pada Tahun 2022 adalah sebesar 82.53 %.

Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN STRATEGIS II

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara

Target | Realisasi | Capaian
No. Indikator Kinerja e sl -l
(%) (%) (%)
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang
a . . . 100 100 100
disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu
P t Sali Put Perkara Pid
b farsen a.se alinan Pu usan. erkara Pidana yang 100 100 100
disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu
c. |Persentase Perkarayang Diselesaikan Melalui Mediasi 5 2.38 47.60
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis Il 82.53

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis Il pada Tahun 2022 adalah sebesar 100 %. Rincian

capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

SASARAN STRATEGIS Il

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Target

Realisasi

Capaian

No. Indikator Kinerja

(%)

a. |Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung

(%)

(%)

b. ]
Pengadilan
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yan
c & yang 100 100 100
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis Il 100
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Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2022 adalah sebesar 200 %.

Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

SASARAN STRATEGIS IV

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Target | Realisasi | Capaian
(%) (%) (%)

No. Indikator Kinerja

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti
a. . . 50 100 200
(Dieksekusi)

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV 200

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
tahun 2022 berasal dari DIPA tahun anggaran 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.439.420.000,-
(Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun
2022 pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi adalah
sebesar Rp 4.264.385.648,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.306.537.000,- atau sebesar 98.78 %.
Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar Rp.
131.912.706,- dari total Rp. 132.883.000,- atau sebesar 99.27 %.

Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2022 ini dapat menjadi bahan perbaikan
kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Siak

Sri Indrapura Tahun 2020 - 2024.
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BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan salah satu Unit Organisasi Peradilan dibawah

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan

dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Kabupaten Siak.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Rl dan jajaran peradilan di bawahnya

untuk mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN tidak terlepas dari Dukungan

Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Pengawasan dan Akuntabilitas serta

Pelayanan Publik. Keberhasilan upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik

(Good Governance).

1.
2.

2. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi pada saat ini adalah

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kelancaran administrasi.

Kurangnya Sarana dan Prasarana, Ketika diresmikan pada tahun 2006, Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura menempati gedung kantor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, dengan
status pinjam pakai dimana tanah dan bangunan adalah milik Pemerintah Kabupaten Siak. Saat ini tanah
dan gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut sudah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten
Siak kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui Keputusan Bupati Siak Nomor
816/HK/KPTS/2019 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Kantor Kepada Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura Tahun 2019 dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 030/BKD-ASET/BAST/2019/21
(W4.U13/3170/PL.01/XII/2019) dan telah bersertifikat Nomor 00014 tanggal 19 Mei 2021 An.
Pemerintah Rl Cq Mahkamah Agung RI. Akan tetapi Gedung kantor tersebut masih merupakan bangunan
satu lantai dengan jumlah dan luas ruangan yang tidak memadai, serta tidak memenubhi kriteria gedung

kantor Pengadilan Negeri Kelas Il selayaknya Prototipe yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.
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Gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang
harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian
yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan
pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun
berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun
berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan Pengadilan Tingkat
Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk
melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas
kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan
laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk
mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam satu tahun anggaran yang
dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan
tingkat kinerja yang dicapainya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun 2022
berupaya untuk memberikan kontribusi melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup program-
program:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
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Kemudian dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas internal Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura melalui kegiatan-kegiatan dalam lingkup Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-
sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020 — 2024
melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Namun demikian, sebagai
akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dimulai sejak tahun 2022 dengan mengacu
pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020 — 2024, juga diuraikan hasil-hasil yang
telah diperoleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari

kontribusi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada penyelenggaraan pemerintahan.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang kemudian diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia PROF. DR. H. BAGIR MANAN, SH. MCL pada tanggal 23 Pebruari 2006 dan termasuk dalam wilayah

hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru.

1. Tugas
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Siak
berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili
serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyelenggarakan fungsi
utama yaitu:
1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
a. Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara.
b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan

Peninjauan Kembali (PK).
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2)

3)

4)

c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Fungsi nasehat

a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum
kepada Lembaga Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 5 tahun
2004).

b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di
wilayah hukumnya.

Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara Organisatoris, Administratif dan Finansial

kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.

Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara berdasarkan Undang-

Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan

kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
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C. Struktur Organisasi

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan,

Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari :

KETUA DAN WAKIL KETUA :

Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya
administrasi perkara pada Pengadilan.

Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan
Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai Juru Bicara Pengadilan untuk memberikan penjelasan
tentang hal - hal yang berhubungan dengan Pengadilan.

Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera

Pengadilan.

A. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas Il mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang

teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

1.

PANITERA

Panitera Pengadilan Negeri Kelas Il mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang

teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

2. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA) :

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Perdata.

PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA) :

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Pidana.

PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM) :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data

perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.
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JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI:

Adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan

surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk

melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

B. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 1l adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan
Negeri Kelas Il.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas Il dipimpin oleh seorang Sekretaris.

. SEKRETARIS

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas Il mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di
Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana di
lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi
informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan
surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan

masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
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D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LKjIP ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri

Siak Sri Indrapura. Bentuk sajian (Outline) LKjIP sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, adalah sebagai

berikut:

Bab |

Bab Il

Bab Il

Bab IV

PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan mengenai gambaran umum Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura dengan menekan kepada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (Strategic
Issued) yang sedang dihadapi Organisasi.

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja
(Dokumen Penetapan Kinerja).

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan
pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LKjIP serta harapan adanya koreksi untuk

peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dimasa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

3. Matriks Renstra 2020 — 2024

4. SKTim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
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BAB || PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, merupakan gambaran dari
kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024
merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses
untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat
dijabarkan menjadi:

1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 — 2024 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan
terprogram secara sistematis melalui Penataan, Penertiban, Perbaikan Pengkajian, Pengelolaan
Terhadap Sistem Kebijakan dan Peraturan Perundangan-Undangan untuk mencapai Efektivas dan
Efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan
tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura diselaraskan dengan arah kebijakan dan
program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 — 2025 , sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam
mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 — 2024.

Visi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Visi Mahkamah Agung Rl adalah

sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA YANG AGUNG.”

2. Misi

Sesuai dengan Visi tersebut, maka Misi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai
berikut :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
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3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai
dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan
Negeri Siak Sri Indrapura.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai
berikut:

e Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi Pencari Keadilan

b. Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024,
sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Siak

Sri Indrapura dalam Tahun 2020 —2024.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis
dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel

berikut :

Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENJELASAN
KINERJA

TERWUJUDNYA Persentase
Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

PROSES Perkara 100%

PERADILAN ek v Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan

YANG PASTI, Diselesaikan

TRANSPARAN,  Tepat Wakty Cotatan: _ _ _

S e Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan
berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.

2. Persentase
perkara Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%
pidana yang Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan
diselesaikan

Catatan:

e Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan
berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung
nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan

tepat waktu

peradilan.
3. Persentase
Perkarayang Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya
Tidak Hukum Banding 100%
Mengajukan Jumlah Perkara Diputus
Upaya
Catatan :

Hukum ' ‘ ‘

. o Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
Banding

mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara
yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun
berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu
tahunan.
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Persentase
Perkara Yang
Tidak
Mengajukan
Upaya
Hukum
Kasasi

Persentase
Perkara
Pidana Anak

yang
Diselesaikan
dengan
Diversi

Index
Persepsi
Pencari
Keadilan
yang Puas
terhadap
Layanan
Peradilan

Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi

1 0,
Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 00%

Catatan:
e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak

mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara
yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan.
Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.

Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan

dengan Diversi 100%

Jumlah Perkara Pidana Anak

Catatan:
o Diversi : Anak Pelaku Kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku

Kejahatan, melainkan sebagai Korban.

Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas

Terhadap Layanan Peradilan 100%
Jumlah Responden Pencari Keadilan
Catatan:
e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelengara Pelayanan Publik
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PENINGKATAN
EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN
PENYELESAIAN
PERKARA

= ~
[S) -

Jumlah
Putusan yang
menggunakan
Pendekatan
Keadilan
Restoratif

Persentase
Salinan
Putusan
Perkara
Perdata yang
disampaikan
kepada Para
Pihak tepat
waktu

Persentase
Salinan
Putusan
Perkara
Pidana yang
disampaikan
kepada Para
Pihak Tepat
Waktu

Persentase
Perkara yang
Diselesaikan
Melalui
Mediasi

Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif

. - 100%
Perkara yang diajukan untuk Restoratif
Catatan :
e SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan

Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum

Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif adalah
Perkara Pidana yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif
dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian Non-Peral melalui
Rahabilitasi

Perkara yang diajukan untuk Restoratif adalah Jumlah Perkara
Narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ.

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang

disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu 100%

Jumlah Perkara Perdata yang Diputus

Catatan:

Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan
SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang

disampaikan kepada Para Pihak Tepat waktu 100%

Jumlah Perkara Pidana yang Diputus

Catatan :

Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan
SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para
Pihak.

Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

1 0,
Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 00%

Catatan :

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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MENINGKATNYA

AKSES

PERADILAN BAGI

MASYARAKAT
MISKIN DAN

TERPINGGIRKAN

MENINGKATNYA

KEPATUHAN
TERHADAP
PUTUSAN
PENGADILAN

Persentase
Perkara
Prodeo yang
Diselesaikan

Persentase
Perkara yang
Diselesaikan
di Luar
Gedung
Pengadilan

Persentase
Pencari
Keadilan
Golongan
Tertentu
yang
Mendapat
Layanan
Bantuan
Hukum
(Posbakum)

Persentase
Putusan
Perkara
Perdata yang
Ditindak
lanjuti
(Dieksekusi)

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan

0,
Jumlah Perkara Prodeo Ll

Catatan :

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

Jumlah Perkara yang Diselesaikan
di Luar Gedung Pengadilan

100%
Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan ?

di Luar Gedung Pengadilan

Catatan:

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar
gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-
gedung lainnya)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100%

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Catatan:

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang
tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada
informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum
Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang
terdaftar pada register Posbakum

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti

(Dieksekusi)

100%

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan

dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Catatan :

adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti.
Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk
dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan
perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi
maka

persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti

semakin bagus kinerja Pengadilan.
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4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan
dan Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, perlu
ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk
mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan

Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Mahkamah Agung Rl adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara;

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara;
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B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014 dengan
mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh
mana sasaran akan dicapai pada tahun 2022, dan Rencana Kinerja Utama tersebut ditinjau ulang
dengan beredarnya Surat Keputusan dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung

Republik Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahun 2022

n SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

TERWUJUDNYA PROSES Persentase Perkara Perdata yang
PERADILAN YANG PASTI, Diselesaikan Tepat Waktu
TRANSPARAN, DAN

AKUNTABEL
2. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan 100
tepat waktu
3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan 80
Upaya Hukum Banding
4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan 80
Upaya Hukum Kasasi
5. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan 1
dengan Diversi
6. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas 85
terhadap Layanan Peradilan
7. Jumlah  Putusan yang Menggunakan 100
Pendekatan Keadilan Restoratif
8. PENINGKATAN EFEKTIVITAS | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata 100
PENGELOLAAN yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat

PENYELESAIAN PERKARA Waktu

9. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana 100
yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat
Waktu
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10. Persentase Perkara yang Diselesaikan 5
Melalui Mediasi
11. MENINGKATNYA AKSES Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 0
PERADILAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN DAN
TERPINGGIRKAN
12. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar 0
Gedung Pengadilan
13. Persentase Pencari Keadilan Golongan 100
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
14. MENINGKATNYA Persentase Putusan Perkara Perdata yang 50
KEPATUHAN TERHADAP Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

PUTUSAN PENGADILAN

Dalam mencapai kinerja yang teratur terdapat pohon kinerja yang bertujuan untuk

menjelaskan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/hasil yang akan dicapai

di setiap level jabatan (Cascading) dan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan

bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) untuk

mencapai tujuan organisasi. Adapun penggambaran pohon kinerja dapat diliat pada gambar berikut:

S—

| Terwujudmya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung |

¥ L

S
g

‘ Menjags kemandirian badan

| Kembarikan palayanan hukum yang ‘ ‘

Meninghkatkan kualitas

| | Meningkatkan kredibilitas dan

Kuliling/sitting plaats baik i dalem negeri maupun di lusr
néguri;

= Persentase perkara yang terlayani melalui posyankam;

= Persentase perkara permohonan identitas hukum;

= Persentase kepuasan para pencari keadilan  terhadap
layarsan peradilan;

#  Presentase satusn kera yang telah memiliki sertifikat
akreditasi.

I I | pesadilan berkeadilan kepada para pencari keaditan kepemimpinan badan peradilan trasnparansi badan peraditan
@ I | v L
I g I Terwujudnya kepercayaan Terwujud ny dukungan pelakeansan tugas
§ I TUIUAN | publik atas layaran peradilan Mahikamah Agung
| * !
| | ! !
I INDIKATOR I *  Persentase perkars yang diselesaikan tepat waktu; = Jurnlah pernbinzan bagi aparatur teknis peradilan;
| *  Persentase perkaca yang diselesaikan melsli pembebasan *  Jumlah pembinaan aparatur nen teknis peradilan;
| biayapraden: »  Jurnlah pelakssanaan pengawasan kinera aparst peradilan
I —_— — — —— | ® Presentase perkara yang diselessican melalui sidang setara aptimal;

Persentise transparansi pengelalaan SDM, Keuangan dan
aset.

—e—— e s . S O E—— E— —

Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri

Dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung

Siak Sri Indrapura Kelas Il Selaras
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~

o — — — — — — —

PEMGADILAN NEGERI SLAK SRI INDRAPURA KELAS I

—

PENGADILAN NEGERI SIAK SR INDRAPURA KELAS Il

ESELOM IV PENGADILAN NEGERI SLAK SRI INDRAPURA KELAS Il

7

INDIKATOR

Terwujudnya Pengadilan Nege

Indrapura Kelas [ Yang Agung

i Siak Sei

~N

Menjaga kemsandirian badan
peradilan

Memberikan pelayanan hukurm yang
beerkeadilan kepada para pencari keadilan

hleningkatkan kualitas

kepemimpinan badan paraditan

eningkatkan kradibilitas dan
trasnparansi badan peraditan

¥
Terwujudnya kepercsysan
publik atas layanan peradilan

¥
Terwujudnya dukungan pelaksansan tugas
Pengadilan Megeri Siak 5ri Indrapura Kelas 1|

Penigakan dan Pelayinan

DCukungan Mansjemen

Terwujudrys
proses Peningkatan Meningkatreya Benin ghatriya Meningkatnya YTeI———
peradilan efektifit akses kepatuban P, il I
g pasti, pengeloiaan peradilan b terhadag . , Pergelnion
trangparan penyeleia masyrakat putusan Kineria aparst ety —
dan an perksrs riskin dan Pengaditan ;.'la .
akbuintabel serpinggirkan peradilan secara kewangan, dan
aptirmal et
| | , |
A Persentase o Persentase i Persentae & Persentase
perkara yang sadinan pencari putusan
diselasaikan tepat putusan yang eaditan perkara
wakty; disam paikan galongan perdata yang
b, Persentase ke para pibik tertanty Yang ditindak
perkars Yang tepat wakt; mendapat lanjuti
tidak mengajukan b, Persentase Layanan | DIEKSEKLISI)
uparya hukum perkara yang bantuan
Barsding: diselesaikan hukum
= Persartae melalui {POSBAKUR].
perkars yang miediasi.
tidak m jukan
upsrya hukum
ksasi;
d. Persentice
perkara ank Yang
digebasilcan
dengan diversi;
. Index persepsi
pencari keadilan
AN pLas
terhadap layanan
peradilan.

~

L T * ¥ hi
| Persentase Persentase Pencari Persentase Kepuasan Jumitah Pelakssnaan Persentaie
perkara yang keaditan gedangan paara pencari keadilan pengaeaian kinerja transparansi
| diselesaikan tepat tertenty yang terhadap kyanan aparat paraditan pengelolaan SOM,
kb mendapat layanan peradilan warara optimal keuangan, dan aset
b = bamtuan hukum
—— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —"
—_— e — e — e — e — — — — e —— —— — — -

— — — — — — —

/

/

\

i Hukurn A,—//_/l\—‘-\_.
SASARAL | Terselenggarinya dukungan teknis dan Meningkatrya kuafitss Meningkatnys kusitas layanan Terpenubny kebutuhan sarsna
administrasi justisial peryelesaian perkars pelaksanaan fungsi pengawasan dukungan manajemean untuk dan prasarana daltam
| di Lingkungan Peradilan umum mendukung pelsksanaan imendubung pelsyanan
| pelyanan prima peradilan peradilan
IN [IIIU\T[RJ | 2 Jumish perpelesaian administrasi . Persentase pengaduan 4 Jumilah penellan pelavanan & Jumlah pengdaan peranghat
parkara vacara sederhana tepat nasyarakat yang ditindaklanjuti; st informasi terintegras; pengolah data dan komunikasi;
| ikt transparan dan akuntabel: b. Persentase termuan yang b Jurmilah pengembangan SO b Jumiah pengaraan
b Jumish layanan perkara peradilan ditindaklanjuti; _ kepagawaian; peralatanfasilitas kantar.
| s « Persentase |auura:=haa|m e L‘:TZ':S.EE‘EZ’L%Z‘E",:J.?""“"
EnNgawWRsan oH
& Jumlzh SOM yang mendapatian o Berentase n.ﬁurwfnanp:i‘sipilin trassparan dan akuntabel;

| pembinaan tenaga tekn peradikan. wang dilaksanakan; . Jumitah dokumen rencana

e Persentase rekomendasi hasil program dan anggaran serta
| pemerksaaninternal dan arganisasi secara transparan,

eksternal yang ditindai kanjuti efeitifita dan efisien;
| . lumilah laporan pengelotaan
sarana dan prasarana untuk
| mmenunjang pelayanan
peradilan.
—_——

_— e e e e e e —




LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 | 26

|
T

1
I
I
|

]

—

KEGIATAN ||

Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum

l

Meriingkatnya tertib administrasi
perkata di lingkungan peradilan

urnum

— — — — — —
/ KEPANITERAAN PENGADILAN NEGER] SIAK SRI INDRAPURA KELAS I \

a. Jurnlah keyanan dukungan petkara
peradilan umum;

b Jurrdah jam bryanan yang diberikan
pos Baantusan hukurm;

& Jurnitsh perkara peradifan smam
wang diselesaikan tepst wakty,

Terlak B izt perkara bepat ks
Terlaksananys perpelesaian perkaca yang tidak
mengajukan upaya hukum;

Terlsksananya perkara anak yvang disslesaikan dengan
diversi;

Tedsksananya kepuasan pencan keaditan techadap
layanan paraitan;

Terlsksananya penyampaian salinan putusan kepads
para pihak;

Terlak ian perk i medias
Terlsksananya |ayanan bantusn hukum (pashakum]
biaggi perscari keadilan;

Terlsksananya tindak lanjut putussn perkara perdata
|eksekus);

Teraksananys kaordinas pelaksanazn pengelalaan
administrasi perkara;

Terlaksanarys pernbinssn teknis kepaniteraan dan
kejurusitaan.

v

INDIKATOR

\ - ——2

Jumlith penyelesaian perkans tepat wikt;
cara yang tidak jukan

Jumlah pes

upayi hukum;

Jumlah perkara anak yang diselessian dengan diversi;

Jumlah kepuasan pencari keadilan verhadap kayanan
peradilan;

Jurmlah peryam psian sslinan putusan kepada para
pifrik;

Jumlah peryelesaian perkars metalui mediasi;
Jumlah layanan bantuan hukum (posbakum) bag
pencari keaditan;

Jumlah tindak Fanjut putusan perkars perdata

e ks ekouisi;

Jumlah koardinasi pelaksanaan pengelalssn
administrasi perkars;

Jumlah permbinasan teknis kepanitersan dan
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FENGADILI

— — — —— — —

Pengadaan Sarara dan Prasarana di
Lingkungan Mahiamah Agung

Pambinaan Administras dan

Pengelalaan Keuangan Badan

Pemenuhan Kebutuban Sarena dan
Prasarana Dalam Mendukung
Pelayanan Pradilan

Pengelalaan dam pelsperan keuangan
yang trars paran dan akuntabsl

Terpenubnya Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Dalam Mendukung
Pelayanan Peradilan

A Persentase realisasi Penerimaan
Negites Bukisn Pajak;

b Persentase realisasi anggaran
belanja,

teknits;

- Tedsksananya koardinasi, pembingan, dan pengawasan
peldksanan tugas dakam pemberian dukungan & Bidang

- a

baban program
dan anggaran, pengelokaan tekaclagi infarmasi, dan
statistic, serta pelaksanasn pemantauan, svaluas, dan
dakumentasi serta palaparan;

- a

baban urusan
kepegawaian, penataan arganisasi dan tata lksana;

- Terlaksananya penyiapan palakeansan urusan surat
meryurat, arsip, perkngkagan, rumah tangga,
keamanan, kepratokalan, hubungan masyarakat,
parpustakaan dan pengelolasn keuangan.

v

- Jurnlah koardinas, pembinaan, dan pengawasan
peelaksanan tugas dalam pemberian dukungan di
bickireg te knis;

- Jumlah peryiapan bahan pelaksansan, program dan
anggaran, pengeklasn teknalogi informasi, dan
stakistik, serta pelaksansan pemantauan, evaluas,
dian dakumentas serta pelaparan;

- Bumlah penyiapan bahan pelaksansan urusan
kepapawsian, panataan organias dan bata laksana;

- Bumlah penyispan pelaksansan urusan surat
meryurat, arsip, peckenghapan, rumash tangga,
keamanan, keprotakolan, hubungan masyarakat,
perpustakasn dan pengelolsan keuangan.

/

T — — — — — — — — — — — — — —— — — —— — — — — —

Urusan Administras ——

/



SASARAN

STRATEGIS

Terwujudnya
Proses
Peradilan yang
Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

JADWAL KEGIATAN MONEV BERKALA TERHADAP CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

. Persentase Sisa

Perkara Perdata
yang Diselesaikan

Persentase
Sisa Perkara
Pidana yang
Diselesaikan

. Persentase Perkara

Perdata yang
Diselesaikan Tepat
Waktu

. Persentase Perkara

Pidana yang
diselesaikan Tepat
Waktu

. Persentase Perkara

yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding
Persentase Perkara

Yang Tidak

Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

PADA PENGADILAN NEGERI SIAK INDRAPURA

PROGRAM

1. Program
Penegakan dan
Pelayanan
Hukum

2. Program
Dukungan
Manajemen

3. Program
Dukungan
Manajemen

KEGIATAN

. Peningkatan

Manajemen
Peradilan Umum

. Pembinaan

Administrasi dan
Pengelolaan
Keuangan Badan
Urusan
Administrasi

. Pembinaan

Administrasi dan
Pengelolaan
Keuangan Badan
Urusan
Administrasi

JADWAL
INDIKATOR ANGGARAN/ PENGUKURAN
KEGIATAN TARGET RP DAN
PEMANTAUAN
1. Perkara Pidana - 225 Perkara 107.383.000,- Minggu | atau
yang Il setiap Awal
Diselesaikan di bulan

Tingkat Pertama

di Wilayah Riau
. Layanan - 1layanan 5.012.605.000,-
Perkantoran
Layanan Sarana - 3 Layanan 37.500.000,-

Internal
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Peningkatnya
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian

Perkara

g. Persentase perkara

yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan
Kembali

. Persentase Perkara

Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan
Diversi

Index Kepuasan
Pencari Keadilan

. Persentase Salinan 1. Program
Putusan Perkara Penegakan dan
Perdata yang dikirim Pelayanan
kepada Para Pihak Hukum
tepat waktu

2. Program
Dukungan
Manajemen

. Persentase Salinan
Putusan Perkara
Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak
Tepat Waktu 5 (e

. Persen'Fase Pe.rkara Dukungan
yang Diselesaikan Manajemen

Melalui Mediasi

. Persentase Berkas

Perkara yang
Dimohonkan

1. Peningkatan 1. Perkara Pidana
Manajemen yang
Peradilan Umum Diselesaikan di
Tingkat Pertama
di Wilayah Riau

2. Pembinaan 2. Layanan
Administrasi dan Perkantoran
Pengelolaan
Keuangan Badan
Urusan
Administrasi

3. Pembinaan 3. Layanan Sarana

Administrasi dan Internal
Pengelolaan

Keuangan Badan

Urusan

Administrasi

- 225 Perkara

-1 layanan

- 3 Layanan

107.383.000,- Minggu | atau

Il setiap Awal
bulan

5.012.605.000,-

37.500.000,-
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Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Banding, Kasasi, dan
PK yang Diajukan
Secara Lengkap dan
Tepat Waktu

. Persentase Putusan

Perkara yang
Menarik Perhatian
Masyarakat yang
Dapat Diakses
Secara Online dalam
Waktu 1 Hari
Setelah Putus

. Persentase Perkara

Prodeo yang
diselesaikan

. Persentase Perkara

yang diselesaikan di
luar Gedung
Pengadilan

. Persentase Pencari

Keadilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)
Persentase Putusan
Perkara Perdata
yang Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

e Program
Penegakan dan
Pelayanan
Hukum

Perkara Peradilan

pembebasan perkara

e Peningkatan
Manajemen

Peradilan Umum

Umum

yang diselesaikan

e lLayanan Pos
Bantuan Hukum

melalui

- 240 Jam
Layanan

16 Perkara

24.000.000,- Minggu | atau
Il setiap Awal

bulan

106.656.000,- Minggu | atau
Il setiap Awal

bulan



C. Penetapan Kinerja Tahun 2022

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2022 ini, merupakan tolak
ukur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada akhir tahun 2022. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun
2022, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2022 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan
anggaran tahun 2022. Penetapan Kinerja tahun 2022 juga direviu untuk melaksanakan Surat dari
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2877/SEK/0OT.01.1/12/2022 Tanggal 14

Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Penetapan Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. TERWUJUDNYA PROSES Persentase Perkara Perdata yang 97
PERADILAN YANG PASTI, Diselesaikan Tepat Waktu
TRANSPARAN, DAN
AKUNTABEL
2. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan 100
tepat waktu
3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan 80
Upaya Hukum Banding
4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan 80
Upaya Hukum Kasasi
5. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan 1
dengan Diversi
6. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas 85
terhadap Layanan Peradilan
7. Jumlah  Putusan yang Menggunakan 100
Pendekatan Keadilan Restoratif
8. PENINGKATAN EFEKTIVITAS | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata 100
PENGELOLAAN yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat
PENYELESAIAN PERKARA Waktu
9. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana 100
yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat
Waktu
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10. Persentase Perkara yang Diselesaikan 5
Melalui Mediasi
11. MENINGKATNYA AKSES Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 0

PERADILAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN DAN
TERPINGGIRKAN

12. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar 0
Gedung Pengadilan

13. Persentase Pencari Keadilan Golongan 100
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

14. MENINGKATNYA Persentase Putusan Perkara Perdata yang 50
KEPATUHAN TERHADAP Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
PUTUSAN PENGADILAN

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN :

No. KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

1 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan 4.306.537.000
Administrasi

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 37.000.000

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 132.883.000
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BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Organisasi yang

tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Visi
dan Misi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Pengukuran kinerja
merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai
mekanisme untuk memberikan Reward/Punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2022,
dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target

yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Capaian = Realisasi x 100 %

Target

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun
demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini. Rincian tingkat
capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran

Kinerja berikut ini.
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Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2022 secara
umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat
mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator
kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja

sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

Pengukuran Kinerja Tahun 2022 dan Perbandingannya dengan Target Jangka Menengah

TERWUJUDNYA Persentase Perkara Perdata 96.09 99.06
PROSES yang Diselesaikan Tepat Waktu
PERADILAN
YANG PASTI, Persentase Perkara Pidana 100 100 100 99.2
TRANSPARAN, yang diselesaikan tepat
DAN waktu
AKUNTABEL c. Persentase Perkara yang Tidak 80 92.60 115.75 92
Mengajukan Upaya Hukum
Banding
d. Persentase Perkara Yang Tidak 80 96.04 120.05 92
Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi
e. Persentase Perkara Anak yang 1 4.35 435.00 8.2

Diselesaikan dengan Diversi

f. Index Persepsi Pencari 85 96.22 113.20 85
Keadilan yang Puas terhadap
Layanan Peradilan

g. Jumlah Putusan yang 100 0 0 100
Menggunakan Pendekatan
Keadilan Restoratif

PENINGKATAN h. Persentase Salinan Putusan 100 100 100 100
EFEKTIVITAS Perkara Perdata yang

PENGELOLAAN disampaikan kepada Para

PENYELESAIAN Pihak Tepat Waktu

PERKARA
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i. Persentase Salinan Putusan 100 100 100 100
Perkara Pidana yang
disampaikan  kepada Para
Pihak Tepat Waktu

j.  Persentase  Perkara yang 5 2.38 47.6 8.2
Diselesaikan Melalui Mediasi

MENINGKATNYA k. Persentase Perkara Prodeo

AKSES yang Diselesaikan
PERADILAN
|. Persentase  Perkara yang
BAGI . . i
Diselesaikan di Luar Gedung
MASYARAKAT .
Pengadilan
MISKIN DAN
TERPINGGIRKAN m. Persentase Pencari Keadilan 100 100 100 100
Golongan  Tertentu  yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
MENINGKATNYA n. Persentase Putusan Perkara 50 100 200 46
KEPATUHAN Perdata yang Ditindak lanjuti
TERHADAP (Dieksekusi)
PUTUSAN
PENGADILAN

Dari hasil pengukuran kinerja dan dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah
tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2022 secara umum Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang
dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang
telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2022. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian
kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi
realisasinya belum dapat dicapai.

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian
kinerja, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan

dari Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan.
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B. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2022 mengacu pada Indikator
Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang

ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN | : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” dimaksudkan
untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian
perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya proses peradilan yang pasti di
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi
yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran
ini dapat diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,
Transparan, dan Akuntabel” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya

ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

2021 (%)

Persentase Perkara Perdata yang
A ) i 97 96.09 99.06 65.68
Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase Perkara Pidana yang
B . ] 100 100 100 100
diselesaikan tepat waktu

Persentase Perkara yang Tidak
C . . 80 92.60 115.75 93.17
Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase Perkara Yang Tidak
D . . 80 96.04 120.05 96.66
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
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Persentase Perkara Anak yang
E ) i L 1 4.35 435.00 3.70
Diselesaikan dengan Diversi

Index Persepsi Pencari Keadilan yang
F . 85 96.22 113.20 98.20
Puas terhadap Layanan Peradilan

Jumlah Putusan yang Menggunakan
G . . 100 0 0 =
Pendekatan Keadilan Restoratif

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut :

e SASARAN | INDIKATOR KINERJA - Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat

Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Perdata
yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 97%. Ukuran realisasi indikator ini mengacu pada Surat Edaran
Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Realisasi dan capaian
indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2022 serta

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Target Realisasi Capaian

Indikator Kinerja
2022 (%) | 2022 (%) | 2022 (%)

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2022 sebanyak 172

perkara. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun

2022 :
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Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah
Jumlah Jumlah
Perkara Putus

Perkara Perkara Putus | Perkara Putus X Keterangan
Tidak Tepat
Tahun 2022 | Tepat Waktu

Gugatan
Permohonan

Perlawanan / Bantahan

Gugatan Sederhana

TOTAL

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2022 adalah

sebesar 96.09%, dengan perhitungan sebagai berikut :

JUILIILCULL L Pl o FEL Wald YallQ LMIDTIC>aAlhadll L ORALl VY ol

Realisasi = Tewealale Thowle e Tamdado crmmm o Tl mm ileme x 100%
. . L& prel mul
Realisasi = m}( 100%
= 096, 09%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Reali sasi dan Target, dimana pada tahun

2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 99.06%, dengan perhitungan sebagai berikut:

. NEWLdUsL 0
Capaian = o X 100%,
FU.UFV0

= ———— x 100%

nmns

= 99.06%

e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Pidana
yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Sama halnya dengan perkara perdata, Perkara Pidana ini
ukuran realisasi indikator ini mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada

4 (empat) Lingkungan Peradilan. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana
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yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya

ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Target Realisasi Capaian Realisasi
Indikator Kinerja
2022 (%) | 2022 (%) | 2022 (%)

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2022 sebanyak 402

perkara. Tabel berikut menggambarkan Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun
2022:

Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah
Jumlah Jumlah umia

Perkara Putus
Perkara Perkara Putus | Perkara Putus . Keterangan
Tidak Tepat

Tahun 2022 | Tepat Waktu
Waktu

Pidana Biasa

Pidana Singkat 0 0 -
Pidana Cepat 19 19 -

Pidana Anak 23 23 -

Pidana Pra Peradilan

4 4 - -
TOTAL a2 a2 - -

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2022 adalah

sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

JUILIELCULL L Foll o FIUcllad YallQ LMD CLEdlbhall 1L SRradl VY dlbhlil

REH-IESME = Tanwwalals Thamleaema Thid e o svmen e T s sl amm e aoas X lnn%
. . TS ‘JI:'! LT
Realisasi= 5————x 100%
= 100 %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:
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. NEWLdUsL
Capaian = e X 100%
Luwrg

= ———— % 100%

AN s

= 100%

° Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Diputus
yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dengan Jumlah Perkara Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 80%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan

tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Target Realisasi Capaian
2022 (%) | 2022 (%) | 2022 (%) QLN

Indikator Kinerja

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2022

sebanyak 166 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Banding pada tahun 2022 sebanyak 372. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana
yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2022 :

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Jumlah Perkara Putus Jumlah Perkara Perdata Tidak

Tahun 2022 Mengajukan Banding

Perdata Khusus 0 0

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding
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Jumlah Perkara Putus Jumlah Perkara Pidana Tidak

Perkara . .
Tahun 2022 Mengajukan Banding

Pidana 379 353

Pidana Khusus

TOTAL

Jumlah Perkara Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Jumlah Perkara Putus Jumlah Perkara Diputus Tidak
Tahun 2022 Mengajukan Banding

PERKARA

=
N
(o]
=
o))
)]

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar

92.60%, dengan perhitungan sebagai berikut :

upaya HUKUI banaing

Realisasi= payaHuprm pancte x 100%
Realisasi= —a " 100%
= 92.60%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 115.75%, dengan perhitungan sebagai

berikut:
MEWi>uwa i
Capaian = v X 100%
Fo, W0
= —onnr = 100%
= 115.75%
° Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara Diputus pada Tahun Berjalan.
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Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 80%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan

tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Target Realisasi | Capaian

Indikator Kinerja
2022 (%) | 2022 (%) | 2022 (%)

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2022

sebanyak 170 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi pada tahun 2022 sebanyak 388. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana

yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2022 :

Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara Putus Jumlah Perkara Perdata Tidak
Tahun 2022 Mengajukan Kasasi

Perkara

Perdata Khusus

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara Putus Jumlah Perkara Pidana Tidak

Perkara . .
Tahun 2022 Mengajukan Kasasi

Pidana Khusus

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
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Jumlah Perkara Putus Jumlah Perkara Tidak
PERKARA ! .
Tahun 2022 Mengajukan Kasasi
Perdata 179 170
Pidana 402 388
TOTAL 581 558

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2022 adalah
sebesar 96.04%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Upaya nuEWMm nasasl

RERHSIISI‘: = Taswmal ale Thamlemmnas Titmavbaem anmdos Taliases Dot sl o X lﬂn%
- . oL Fl:p"f ALLT L
Realisasi= o7————x 100%
= 96,.04%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 120.05%, dengan perhitungan sebagai

berikut:
. NMEWLL>DUuaiL
Capaian = e X 100%
FU, WY
= Qoo = 10002
= 120.05%
° Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Anak Yang

Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi dengan Jumlah Perkara Pidana Anak.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 1%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
Anak yang Diselesaikan dengan Diversi” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun

sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Target Realisasi Capaian Realisasi

Indikator Kinerja
2022 (%) | 2022 (%) | 2022 (%)
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Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2022 sebanyak 1

perkara. Tabel berikut menggambarkan Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi pada
tahun 2022 :

Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi

. 23 1 1 0 22

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2022 adalah

sebesar 4.35%, dengan perhitungan sebagai berikut :

JUIniILcLy el Fell d CIlcllcd Slld b Vadll g IMSEIESA LAl UL g4l LAV EL DL

Realisasi = P T S e — = 1000
. . L prEr Rl
Realisasi = T o X 100%
= 4.35%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 435.00%, dengan perhitungan sebagai

berikut :
NMEWLL>DUuaiL
Capaian = ————— x 100%
e TS N By ]
= = 100%
= 435.00%
° Sasaran | Indikator Kinerja — Index Persepsi Pencari Keadilan

yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Responden Pencari
Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dengan Jumlah Responden Pencari Keadilan.
Indikator kinerja ini diambil datanya berdasarkan hasil survey Index Kepuasan Masyarakat

yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Survei Index Kepuasan Masyarakat (IKM) bertujuan untuk
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mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Target indikator kinerja
ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar
85 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Index Kepuasan Pencari Keadilan” pada tahun 2022

serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Index Kepuasan Pencari Keadilan

Target Realisasi | Capaian
Indikator Kinerja

2022 (%) | 2022 (%) | 2022 (%)

Jumlah Responden Pengguna Layanan Peradilan pada tahun 2022 sebanyak 185 Orang. Tabel

berikut menggambarkan Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri

Indrapura pada tahun 2022 :

Data Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Sangat Sesuai 74.60

2 Sesuai 3 40 21.62

3 Kurang Sesuai 2 7 3.78
4 Tidak Sesuai 1 0 0

Jumlah 185 100%

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2022 adalah

sebesar 96.22 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Terhadap Layanan Peradilan

R N B R N L T T Ei PR

L ey lﬂﬂ%

Realisasi = * 100%

Realisasi= (5-—F—

=96.22%
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Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 113.20%, dengan perhitungan sebagai

berikut:
MWW
Capaian = ————— x 100%
FU, L&D
= QS A 100%
= 113.20%
° Sasaran | Indikator Kinerja — Jumlah Putusan yang

Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan
Umum, Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan

secara Restoratif dengan Perkara yang diajukan untuk Restoratif.

Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif adalah Perkara Pidana yang diselesaikan
dengan pendekatan restoratif dalam Perkara Narkotika melalui penyelesaian Non-Penal melalui
rehabilitasi serta Perkara yang diajukan untuk Restoratif adalah jumlah Perkara Narkotika yang
diajukan Penyelesaian dengan Pendekatan RJ.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Jumlah Putusan
Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif” pada tahun 2022 serta perbandingannya

dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Target Realisasi Capaian

Indikator Kinerja
2022 (%) | 2022 (%) | 2022 (%)

Jumlah Perkara yang diajukan penyelesaian dengan Pendekatan Restoratif Justice pada tahun

2022 sebanyak 0 perkara. Tabel berikut menggambarkan Perkara yang diajukan penyelesaian dengan

Pendekatan Restoratif Justice pada tahun 2022 :
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Keadaan Perkara yang diajukan penyelesaian dengan Pendekatan Restoratif Justice

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2022 adalah

sebesar 0 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

JUIILLEALL Ol Kl o VllE LIDEIEcll Mol UEIIESALL e LD Al

Realisasi = Terrea Bl Thnmleman srmen e A2 mizaleme seecdasle Tk b i £ % 100%
. . o Rl U
Realisasi = o * 100%
= 0%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun
2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 0 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

MEWLLY UL

Capaian = —|———— x100%

L L
WD

= —— x 100%

E T

= 0%

SASARAN Il : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” dimaksudkan untuk
menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi
dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan
sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung.



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 | 47

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya

ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran Il : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

2021 (%)
A  Persentase Salinan Putusan Perkara

Perdata yang disampaikan kepada Para 100 100 100 100
Pihak Tepat Waktu

B  Persentase Salinan Putusan Perkara
Pidana yang disampaikan kepada Para 100 100 100 100
Pihak Tepat Waktu

C  Persentase Perkara yang Diselesaikan

5 2.38 47.6 6.45
Melalui Mediasi

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut :

e Sasaran |l Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang

Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara
Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang
Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan
Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2022 serta

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :
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Target Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan
kepada Para Pihak Tepat Waktu

Target Realisasi Capaian

Jumlah Perkara Perdata yang Putus pada tahun 2022 sebanyak 179 perkara dan keseluruhan

Indikator Kinerja

putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan

Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2022 :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Putusan Perkara Putusan Perkara
Jumlah Perkara . . . . .
Perkara yang Disampaikan | Tidak Disampaikan

Putus Tahun 2022
Tepat Waktu Tepat Waktu

Gugatan
Permohonan

Perlawanan / Bantahan

Gugatan Sederhana

TOTAL

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :
Kepada rara FUlaK tepat waKkm

Taramalals Thanlrana THand ata svae o Tidasasdae s

LFF pen mun w
> 100%

Realisasi = »* 100%

Realisasi= (mg—————

= 100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

NMEWLLSW3IL

————— %< 100 %

R VLY ]

= ——x 100 %

A i ns

Capaian =

= 100 %
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Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada

para pihak tepat waktu.

e Sasaran Il Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan

Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara
Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang
Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan
Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2022 serta
perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat Waktu

Target Realisasi Capaian Realisasi

2022 (%) | 2022 (%) 2022(%)

Indikator Kinerja

Jumlah Perkara Pidana yang Putus pada tahun 2022 sebanyak 402 perkara dan keseluruhan
putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan

Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2022 :
Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu

Putusan Perkara Putusan Perkara
Jumlah Perkara i : X i .
Perkara yang Disampaikan | Tidak Disampaikan

Putus Tahun 2021
Tepat Waktu Tepat Waktu

Pidana Biasa

M EERI L El

Pidana Cepat

Pidana Anak
Pidana Pra Peradilan

TOTAL
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Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah
sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

HKepadarara rFilnaK rtepat waKtu

Realisasi = P = = S ERPER = 100%
. . HUL PET R W
Realisasi = W 1““%
= 100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

NEuWLEs>uae

Capaian = e X 100 %

™
PR TVLY ]

= m}(lﬂﬂ%

= 100 %

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada

para pihak tepat waktu.

° Sasaran Il Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara yang Diselesaikan
Melalui Mediasi dengan Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 5 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
yang Diselesaikan Melalui Mediasi” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun

sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Target Realisasi Capaian

Indikator Kinerja
2022 (%) | 2022 (%) | 2022 (%)

Jumlah Perkara Perdata yang di Mediasi pada tahun 2022 sebanyak 42 perkara dan Perkara

yang Berhasil diselesaikan dengan Mediasi sebanyak 1 perkara. Tabel berikut menggambarkan

keadaan Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada tahun 2022 :
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Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi pada Tahun 2022
1 42 1 40 1 0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah

sebesar 2.38%, dengan perhitungan sebagai berikut :

JUIniILaALy el Hel d Yallg DPISELESd Ukl IMELd Ll UL e ulasl

Realisasi = R T O TR WY J T * 100%
. . 4 prer mulu
Realisasi = T —— = 100%
= 2.38%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 47.6%.

NEWLESW3 L

——— x 100%

™
s L]

= » 100%

Ens

Capaian =

= 47.6%

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase Realisasi untuk Perkara yang
diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menurun dari
tahun sebelum vyaitu 6.45% menjadi 2.38%, ini disebabkan karena Pihak yang berpekara lebih

memilih untuk melanjutkan persidangan.

SASARAN Il : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan
Terpinggirkan

Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”
dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya
peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada

Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur
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melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun

sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran Ill : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

[ R R
2021 (%

A  Persentase Perkara Prodeo yang
Diselesaikan

B  Persentase Perkara yang Diselesaikan di

C  Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 100 100 100 100

Hukum (Posbakum)
Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut:

e Sasaran lll Indikator Kinerja - Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Prodeo
Yang Diselesaikan dengan Jumlah Perkara Prodeo.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan
pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan melalui prodeo dan tidak ada anggaran

untuk perkara prodeo dalam DIPA.

e Sasaran lll Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung

Pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Antara Jumlah Perkara Yang
Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan dengan Jumlah Perkara yang Seharusnya Diselesaikan di Luar
Gedung Pengadilan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan

pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan di luar Gedung maupun Zetting Plaatz.

e Sasaran lll Indikator Kinerja - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
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Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Pencari Keadilan
Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan
Golongan Tertentu.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Pencari
Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)” pada tahun 2022
serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

Target Realisasi | Capaian

Indikator Kinerja

2022 (%) | 2022 (%) | 2022 (%)

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu adalah 72 Orang dan jumlah pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum adalah 72 Orang. Tabel berikut

menggambarkan hal tersebut pada tahun 2022 :

Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Posbakum Tahun 2022

PENCARI KEADILAN  Januari 12 12
Februari 7 7
Maret 5 5
April 2 2
Mei 5 5
Juni 9 9
Juli 3 3
Agustus 3 3
September 9 9

Oktober 7 7
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November 5 5
Desember 5 5
JUMLAH 72 72

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Layanan sanmian duEum | FosSDaKum |

REHIiSﬂSi = Taramnlals Tham ammt Faadilam Malasocaes Tondkasdbs X 1ﬂﬂ%
. . fia WAT LLILLY
Realisasi = o5—/—— = 100%
= 100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

MEWLDW>

Capaian = ————— x 100%

T e
SRLVLE ]

= —han % 100%
= 100%
Data Golongan masyarakat Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum bersumber
dari daftar absensi/ buku tamu masyarakat yang konsultasi ke Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura. Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat miskin dan

terpinggirkan yang mendaftarkan di Posbakum mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.

e Sasaran IV Indikator Kinerja - Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti

(Dieksekusi)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara
Perdata yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Sudah Berkekuatan
Hukum Tetap dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi).

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 50%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Putusan
Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan

tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :
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Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Target Realisasi Capaian

2022 (%) | 2022 (%) | 2022 (%)

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap adalah 2 Perkara,

Indikator Kinerja

dan jumlah perkara Perdata yang telah ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 2 Perkara. Tabel berikut

menggambarkan hal tersebut pada tahun 2022 :

Keadaan Perkara Eksekusi Tahun 2022

Jenis Perkara Perkara Perkara BHT Telah Perkara BHT yang Belum
Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti
Perkara Perdata 2 2 0
Jumlah 2 2 0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah

sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

JULITELLEN O L UL O B WLEr WX ey LALC O L L

Realisasi = = 1000%

Taswsu Tl I Mlasdssmmas M awmlemanm Wansn mw Casd el DDIOFT

- el AL W

= o———x 100%

B I B e

= 100 %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun

2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 200 %.

. NEWLdUsL
Capaian = e X 100%
Luw v

= ——x 100%

Eaons

= 200 %

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa semua perkara perdata yang BHT sudah

ditindaklanjuti (dieksekusi).
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C. Akuntabilitas Keuangan

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura tahun 2022 berasal dari DIPA tahun anggaran 2022 dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 4.239.316.072,- (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu

Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang meliputi Program-Program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan utama Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, memiliki alokasi anggaran sebesar
sebesar Rp. 4.112.566.000,- (Empat Milyar Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh

Enam Ribu Rupiah),

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan utama Kegiatan
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.

126.750.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

ANGGARAN DIPA

Program

Anggaran DIPA Peningkatan

Manajemen
Peradilan Umum,

26,750,000

Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya,
4,112,566,000
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Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura Tahun 2022 pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan

Urusan Administrasi adalah sebesar Rp 4.264.385.648,- dari total pagu DIPA sebesar Rp

4.306.537.000,- atau sebesar 98.78 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 131.912.706,- dari total Rp. 132.883.000,- atau
sebesar 99.27 %.
Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja

input/
penyerapan anggaran pada tahun 2022 telah optimal.

PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Pencapaian Kinerja Input
(dalam ribu rupiah)

< Realisasi,

4,500,000,000 & Alokasi
4,000,000,000
3,500,000,000
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000

500,000,000

M

s 131,912,706.00
0 ‘ ey,

Realisasi
Sisa
Alokasi Realisasi Sisa
# Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan Badan 4,306,537,000 4,264,385,648 42,151,352
Urusan Administrasi

® Peningkatan Manaj
SIngIAAR THana,emen 132,883,000 131,912,706 970,294
Peradilan Umum
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BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2022 merupakan cerminan capaian kinerja

kegiatan dan sasaran Tahun 2022 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja

(Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitan antara realisasi

Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan PENGADILAN NEGERI SIAK SRI
INDRAPURA 2020 - 2024.

Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program
telah tercapai secara optimal, dimana kinerja input tertinggi ditunjukkan pada Kegiatan
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Tahun 2022 pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Administrasi adalah sebesar Rp 4.264.385.648,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.306.537.000,-
atau sebesar 98.78 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 131.912.706,- dari total Rp. 132.883.000,- atau sebesar
99.27 %.

SARAN-SARAN

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengelolaan SDM Aparatur, yang
salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.

2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat dilakukan antara lain melalui :
a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak

akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
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b. Peningkatan kualitas SDM terkait dengan Teknis maupun Non Teknis Yudisial, terutama
kemampuan dalam penggunaan IT.

c. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui
pengadaan CPNS/PNS, Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan.

d. Pemenuhan terhadap Sarana dan Prasarana Operasional Perkantoran harus
diprioritaskan, untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi
pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang

yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Siak Sri Indrapura, 03 Februari 2023

\ MUHAMMAD/HIBRIAN, SH.
'Ng?:*'19730/914 200312 1 002
e ,v"‘/;/'
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INDIKATOR PENANGGUNG SUMBER
NO | KINERJA UTAMA KINERJA PENJELASAN JAWAB DATA
1.| TERWUJUDNYA | Persentase Panitera Laporan
PROSES Perkara Perdata Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% Bulanan
PERADILAN yang Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan dan
YANG PASTI, Diselesaikan CrETE @ Laporan
TRANSPARAN, | Tepat Waktu e Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan Tahunan
223NTABEL berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. SE Ketua Mahkamah Agung
Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.
Persentase Panitera Laporan
perkara pidana Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% Bulanan
yang Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan dan
diselesaikan Laporan
tepat waktu Catatan: Tahunan
e Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan
berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung
nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.
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Persentase Panitera Laporan
Perkara yang Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Bulanan
Tidak Jumlah Perkara Diputus 100% dan
Mengajukan Catatan : Laporan
Upayfa\ Hukum e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak Tahunan
Banding mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara

yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun berjalan. Data

pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.
Persentase Panitera Laporan
Perkara Yang Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi Bulanan
Tidak Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 100% dan
Mengajukan Laporan
Upaya Hukum Catatan : Tahunan
Kasasi e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak

mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang

putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data

pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.
Persentase Panitera Laporan
Perkara Pidana Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Bulanan
Anak yang Jumlah Perkara Pidana Anak 100% dan
Diselesaikan Catatan : Laporan
dengan Diversi Tahunan

e Diversi : Anak Pelaku Kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku
Kejahatan, melainkan sebagai Korban.
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Index Persepsi Panitera Laporan
Pencari Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Bulanan
Keadilan yang Peradilan 100% dan
Puas terhadap Jumlah Responden Pencari Keadilan Laporan
Layanan Tahunan
Peradilan Catatan :
e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelengara Pelayanan Publik
Jumlah Putusan Panitera Laporan
yang Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif Bulanan
menggunakan Perkara yang diajukan untuk Restoratif 100% dan
Pendekatan Laporan
Keadilan Catatan : Tahunan
Restoratif e SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman  Penerapan

Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum

e Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif adalah Perkara
Pidana yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif dalam
perkara Narkotika melalui penyelesaian
Rahabilitasi

e Perkara yang diajukan untuk Restoratif adalah Jumlah Perkara
Narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ.

Non-Peral melalui
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PENINGKATAN Persentase Panitera Laporan
EFEKTIVITAS Salinan Putusan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Bulanan
PENGELOLAAN Perkara Perdata Pihak tepat waktu 100% dan
PENYELESAIAN yang Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Laporan
PERKARA disampaikan Tahunan
kepada Para Catatan:
Pihak tepat e Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
waktu Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE
MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
Persentase Panitera Laporan
Salinan Putusan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Bulanan
Perkara Pidana Pihak Tepat waktu 100% dan
yang Jumlah Perkara Pidana yang Diputus Laporan
disampaikan Tahunan

kepada Para
Pihak Tepat
Waktu

Catatan:
e Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat

Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE
MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

e Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para
Pihak.
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10. Persentase Panitera Laporan
Perkara yang Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Bulanan
Diselesaikan Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100% dan
Melalui Mediasi Laporan
Catatan: Tahunan
e PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

11. | Meningkatnya Persentase Panitera Laporan
Akses Peradilan Perkara Prodeo Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Bulanan
bagi Masyarakat | yang Jumlah Perkara Prodeo 100% dan
Miskin dan Diselesaikan Laporan
Terpinggirkan Catatan : Tahunan

e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
12. Persentase Panitera Laporan
Perkara yang Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Bulanan
Diselesaikan di Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% dan
Luar Gedung Laporan
Pengadilan Catatan: Tahunan

e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

e Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar
gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-
gedung lainnya)
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13. Persentase Panitera Laporan
Pencari Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bulanan
Keadilan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% dan
Golongan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Laporan
Tertentu yang Tahunan
Mendapat Catatan:
Layanan e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Bantuan Hukum Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
(Posbakum) e Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang
tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada
informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum
e Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang
terdaftar pada register Posbakum
14. | MENINGKATNYA | Persentase Panitera Laporan
KEPATUHAN Putusan Perkara Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Bulanan
TERHADAP Perdata yang Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk 100% dan
PUTUSAN Ditindak lanjuti ditindaklanjuti (Dieksekusi) Laporan
PENGADILAN (Dieksekusi) Tahunan

Catatan:

e adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input
adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk
dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan
perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi

maka

persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti

semakin bagus kinerja Pengadilan.




LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 | 68

MATRIKS RENCANA STRATEGIS

SASARAN TARGET (%) STRATEGIS
INDIKATOR
INDIKATOR KINERJA 2021 PROGRAM KEGIATAN E TARGET ANGGARAN/ RP

Terwujudnya Proses Persentase Sisa Perkara 4. Program 4. Peningkatan 4. Perkara Pidana - 225 Perkara 107.383.000,-
Perdata yang Diselesaikan Penegakan Manajemen yang
Peradilan yang Pasti, dan Peradilan Diselesaikan di
Transparan dan Persentase Sisa 100 100 100 100 100 Pelayanan Umum Tingkat
Akuntabel Perkara Pidana yang Hukum Pertama di
Diselesaikan Wilayah Barat
Persentase Perkara Perdata 97 97 97 97 97
yang Diselesaikan Tepat
Waktu 5. Program Pembinaan . Layanan - 1 Layanan 5.323.609.000,-
. Persentase Perkara Pidana 98 98 100 100 100 LR Al FEILE TR
yang diselesaikan Tepat Manajemen dan
Waktu Pengelolaan
Persentase Perkara yang 80 80 100 100 100 Keuangan
Tidak Mengajukan Upaya Bada.n .Urusa.m
Hukum Banding Administrasi
Persentase Perkara Yan 80 80 100 100 100
. sentas 'er ! = 6. Program Pembinaan Layanan - 4 Unit 37.000.000,-
Tidak Mengajukan Upaya o .
. Dukungan Administrasi Sarana
Hukum Kasasi Manajemen dan Internal
Persentase perkara yang 90 90 100 100 100 ! Pengelolaan
Tidak Mengajukan Upaya R
Hukum Peninjauan Kembali
Badan Urusan
Administrasi
Persentase Perkara Pidana 10 10 7 7 7
Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi
Index Kepuasan Pencari 85 85 85 85 85

Keadilan
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. f. Persentase Salinan Putusan 100 100 100 100 100 4. Program 4. Peningkatan 4. Perkara Pidana - 225 Perkara 107.383.000,-
Peningkatnya Perkara Perdata yang Penegakan Manajemen yang
Efektivitas dikirim kepada Para Pihak dan Peradilan Diselesaikan di
Pengelolaan tepat waktu Pelayanan Umum Tingkat ‘
Hukum Pertama di

LA LGl 8- Persentase Salinan Putusan 100 100 100 100 100

. Wilayah Barat
Perkara Pidana yang

dikirim keli)ada Para Pihak 5. Program 5. Pembinaan 5. Layanan -1 layanan 5.323.609.000,-
leparivakiu Dukungan Administrasi Perkantoran
h. Persentase Perkara yang 10 10 7 7 7 Manajemen dan
Diselesaikan Melalui Pengelolaan
Mediasi Keuangan
Badan Urusan
i. Persentase Berkas Perkara 100 100 100 100 100 Administrasi
yang Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK'yang 6. Program 6. Pembinaan 6. Layanan - 4 Unit 37.000.000,-
Diajukan Secara Lengkap Dukungan Administrasi Sarana
dan Tepat Waktu Manajemen dan Internal
P lol
i. Persentase Putusan 100 100 100 100 100 Snesioasn
. Keuangan
Perkara yang Menarik
. Badan Urusan
Perhatian Masyarakat yang L .
. Administrasi
Dapat Diakses Secara
Online dalam Waktu 1 Hari
Setelah Putus
Meningkatnya Akses d. Persentase Perkara Prodeo 0 0 0 0 0 e Program e Peningkatan e layanan - 240 Jam 24.000.000,-
. . yang diselesaikan Penegakan Manajemen Bantuan Layanan
Peradilan bagi dan Peradilan Hukum
Masyarakat Miskin e. Persentase Perkara yang 0 0 0 0 0 Pelayanan Umum Perseorangan
.. diselesaikan di luar Gedung Hukum
dan Terpinggirkan Penzadilan
f. Persentase Pencari 100 100 100 100 100

Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)
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Meningkatnya e Persentase Putusan 40 40 50 50 50 Perkara Peradilan Umum vyang diselesaikan melalui
Kepatuhan Terhadap Perkara Perdata yang pembebasan perkara
Putusan Pengadilan Ditindaklanjuti (dieksekusi)




Menimbang

Mengingat

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS 11

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS 1
Nomor W4.U13 /77.a/ KP.04.5/1/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIiM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS Il

a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Rl No. 17 Tahun
2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun
2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun
2020-2024;

b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja
Tahun 2023 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura perlu
membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2022;

C. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ini dipandang cakap dan
mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan LKjIP

tersebut;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;

2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2009;
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Menetapkan

KESATU

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

4.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005
tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

6.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

7.  Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di
Pengadilan;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2020-
2024,

11. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2877/SEK/0T.01.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 tentang

Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjlP) TAHUN 2022

Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas Il;



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 | 73

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan dari Pimpinan Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura Kelas Il di lingkungan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Kelas Il;

Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas Il dapat
melanjutkan tugasnya masing-masing;

Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun Anggaran 2023;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di  Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 10 Januari 2023

/MUHAMMAD/HIBRIAN, SH.
A\ NJP. 19780914 200312 1 002

\ /
\_—///
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10

Lampiran

Nomor
Tanggal

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura Kelas Il
W4.U10/77.a/KP.04.5/1/2023

10 Januari 2023

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS I

NAMA / NIP

MUHAMMAD HIBRIAN, SH.
19780914 200312 1 002

ADE SATRIAWAN, SH., MH
19810320 200604 1 004

SUMESNO, SH.
19691010 199303 1 003

M. IRWAN TOFANI, SE., M.Ak.

19820305 200912 1 005

MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH.

19860823 200604 1 002

RIZKHA YUNEYLA, ST.
19810626 201101 2 008

HALIDE NASUTION, SH.
19841023 201101 2 014

RENZA PUTRA PERMANA, SH.

19900806 200904 1 001

DESI YULIANDA, SH.
19801209 200904 2 004

JOEL HUNTER SIRINGORINGO, S.Kom.

19940830 202012 1 004

PANGKAT/

GOL. RUANG

Pembina
(Iv/a)
Pembina
(Iv/a)
Penata Tk.|
(1/d)

Penata Tk.|
(m/d)

Penata Tk.|
(111/d)
Penata (lll/c)

Penata (I1l/c)

Penata (lll/c)

Penata Muda
Tk. I (111/b)

P. Muda
(111/a)

DITUNJUK
SEBAGAI JABATAN

Ketua Ketua
Koordinator Sakip Wakil Ketua
Koordinator Adm Panitera

Teknis /
Kepaniteraan
Koordinator Adm Sekretaris
Umum /

Kesekretariatan

Anggota Panmud Pidana
Anggota Kasubbag. PTIP
Anggota Kasubbag.
Kepegawaian, dan
Ortala
Anggota Kasubbag. Umum
dan Keuangan
Anggota Panmud Hukum
Anggota Prakom/
Staf PTIP

Ditetapkan di  Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 10 Januari 2023

MUHAMMA HIBRIAN, SH.

NJP 19780914 200312 1 002
\///


https://sikep.mahkamahagung.go.id/administrasipegawai/default/view?id=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiVmxNWHJ1T2NnekRGS2FCcjdVUzkzUT09IiwiaXYiOiIyNDM5Mzg3NTE2ZGYzZDhhZGRkMWRmMjRmZmZkY2IwYSIsInNhbHQiOiJkNTljZDIxMyIsIml0ZXJhdGlvbnMiOjk5OX0%3D
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Momeor W4 1U13/1311.a/0T.01.1/v/2022

SATUAM KERIA : PEMGADILAN NEGERI SIAK 5RI INDRAPURA

TERWLLIUDNYA PROSES
PERADMLAN YANG PASTI,
TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

PENINGKATAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN PENYELESATAN

PERKARA

m SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERIA TARGET

Persentase Sisa Perkara Perdata yang

celecal

Persentase Sisa Perkara Pidana yang 97
Diselesail

Persentase Perkara Perdata yang 97
Diselesaikan Tepat Wakiu

Persentase perkara pidanavyang 100
diselesaikan tepat wakiu

Persentase Perkarayang Tidak 20
Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase PerkaraYang Tidak 20
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang Tidak 20
Kembali

Persentase Perkara Pidana Anak yang 1
Diselesaikan d Diversi

Index Kepuasan Pencari Keadilan a5
Persentase Salinan Putusan Perkara 100
Perdata yvang dikirim kepada Para Pihak

tepat wakiu
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MENINGKATNYA AKSES
PERADNLAN BAGI MASYARAKAT
MSKIN DAN TERPINGGIRKAN

MENINGKATNYA KEPATUHAN
TERHADAP PUTUSAN

PENGAIMLAN

Persentase 5alinan Putusan Perkara
Pidanavang dikirim kepada Para Pihak
Tepat Waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan
Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Riajukan secara Lengkap dan
Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Putus
Persentase Perkara Prodeg yang

oi i
Persentase Perkara yang Diselesaikan di
Luar Gedung Peneadilan
Persentase Pencari Keadilan Golongan,
Tertentu vang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Poshakum)

Persentase Putusan Perkara Perdata
vang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

100

a5

100

100

50
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KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Siak
Sri Indrapura tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas
atas pelaksanaan Visi, Misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada Publik, yang
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atas
pencapaian output/sub output penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI.
Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian outcome program/output penting
kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon | Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan
menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis / Outcome program yang dilaksanakan Mahkamah
Agung Rl dan Badan Peradilan di bawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)
Mahkamah Agung Rl tahun 2020 — 2024.

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan
sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam rangka mewujudkan Good
Governance. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam kurun waktu
tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Atas nama Pimpinan, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan
karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini,
semoga Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Siak Sri Indrapura, 15 Januari 2024
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Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Tahun 2023 ini merupakan wujud Akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 — 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah
ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2023 ini pada hakekatnya
merupakan kewajiban dan wupaya untuk memberikan penjelasan mengenai Akuntabilitas dan
Responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023. Hal ini mengingat pelaporan
akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan Manajemen Pemerintahan Negara dan Implementasi
berbagai kebijakan Negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan
perwujudan kepemerintahan yang baik (Good Governance), sebagaimana termuat dalam TAP MPR No.
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang
ditindaklanjuti dengan Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai
adalah “Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi pencari keadilan”.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran Pertama adalah Terwujudnya Proses Peradilan
Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;, Kedua adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian
Perkara; Ketiga adalah Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
Keempat adalah Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator
kinerja dan 14 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 Sasaran Strategis yang
ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat 3 Sasaran Strategis yang berhasil
dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih), yaitu Sasaran Strategis I, Il dan lll. Sedangkan 1 Sasaran
Strategis lainnya yaitu Sasaran Strategis IV pada Tahun 2023 tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan
pada tahun ini, disebabkan tidak ada Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Secara keseluruhan, Tingkat Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk tahun
2023 adalah sebesar 102.03 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis

tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :
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Pencapaian Kinerja Keseluruhan

Capaian Capaian
No. Sasaran Strategis 2023 (%) 2022 (%)
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; 100.21 % 140.44 %
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; 105.87 % 82.53 %
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan 100 % 100 %
Terpinggirkan

4, Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan N/A 200 %

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan 102.03 % 130.74 %

Pencapaian Kinerja

120

100

80
m1
60 m2
m3
40 ma

20

Pencapaian Kinerja
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Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis | pada Tahun 2023 adalah sebesar 100.21%.

Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

SASARAN STRATEGIS |

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Target | Realisasi | Capaian
No. Indikator Kinerja e 3
(%) (%) (%)
a. |Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 95 94.31 99.27
b. |Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100 100 100
P t Perk Tidak M jukan U Huk
.. ersgn ase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 80 631 95.39
Banding
P t PerkaraY Tidak M jukan U Huk
d. erse‘n ase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 80 i 88.19
Kasasi
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan
e. | _. . 1 13.64 104.92
Diversi
Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap
f. . 85 96.45 113.47
Layanan Peradilan
Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan
g : el N/A N/A N/A
Restoratif
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis | 100.21
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Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis Il pada Tahun 2023 adalah sebesar 105.87%.

Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN STRATEGIS II

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara

. ) . Target | Realisasi | Capaian
No. Indikator Kinerja =
(%) (%) (%)
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang
a. | . ) . 100 100 100
disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yan
b | , _ yang 100 100 100
disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu
c. |Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 5 5.88 117.60
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis || 105.87

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis Ill pada Tahun 2023 adalah sebesar 100 %.

Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

SASARAN STRATEGIS il

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Target | Realisasi | Capaian
No. Indikator Kinerja . =
(%) (%) (%)
a. |Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan N/A N/A N/A
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedun
b. : yang =i tkan ditu ung N/A N/A N/A
Pengadilan
P t P i Keadilan Gol Tertent
. ersentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 100 100 100
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis Il| 100
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Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2023 tidak dapat diukur karena
tidak dilaksanakan pada tahun ini, disebabkan tidak ada Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi).

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

SASARAN STRATEGIS IV

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Target | Realisasi | Capaian
(%) (%) (%)

No. Indikator Kinerja

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti
a. . . N/A N/A N/A
(Dieksekusi)

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV N/A

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
tahun 2023 berasal dari DIPA tahun anggaran 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.240.666.000,-
(Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Tahun 2023 pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
adalah sebesar Rp 4.083.653.907,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.113.916.000,- atau sebesar 99.26 %.
Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar
Rp. 126.687.105,- dari total Rp. 126.750.000,- atau sebesar 99.95 %.

Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2023 ini dapat menjadi bahan perbaikan
kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Siak

Sri Indrapura Tahun 2020 - 2024.
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BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan salah satu Unit Organisasi Peradilan dibawah
Pengadilan Tinggi Riau yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan
penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Kabupaten Siak.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Rl dan jajaran peradilan di bawahnya
untuk mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN tidak terlepas dari Dukungan
Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Pengawasan dan Akuntabilitas serta
Pelayanan Publik. Keberhasilan upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik

(Good Governance).

2. Permasalahan Utama
Adapun permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi pada saat ini
adalah :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kelancaran administrasi.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana, Ketika diresmikan pada tahun 2006, Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura menempati gedung kantor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak,
dengan status pinjam pakai dimana tanah dan bangunan adalah milik Pemerintah Kabupaten Siak.
Saat ini tanah dan gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut sudah dihibahkan oleh
Pemerintah Kabupaten Siak kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui Keputusan Bupati
Siak Nomor 816/HK/KPTS/2019 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Kantor Kepada Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura Tahun 2019 dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 030/BKD-
ASET/BAST/2019/21 (W4.U13/3170/PL.01/X11/2019) dan telah bersertifikat Nomor 00014 tanggal 19
Mei 2021 An. Pemerintah Rl Cq Mahkamah Agung RI. Akan tetapi Gedung kantor tersebut masih
merupakan bangunan satu lantai dengan jumlah dan luas ruangan yang tidak memadai, serta tidak
memenubhi kriteria gedung kantor Pengadilan Negeri Kelas Il selayaknya Prototipe yang ditetapkan

Mahkamah Agung RI.
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Gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang
harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian
yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan
pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun
berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun
berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan Pengadilan Tingkat
Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk
melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas
kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan
laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk
mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam satu tahun anggaran yang
dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan
tingkat kinerja yang dicapainya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun 2023
berupaya untuk memberikan kontribusi melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup program-
program:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
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3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Kemudian dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas internal Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura melalui kegiatan-kegiatan dalam lingkup Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-
sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020 —
2024 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Namun demikian,
sebagai akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dimulai sejak tahun 2023 dengan
mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020 — 2024, juga diuraikan hasil-
hasil yang telah diperoleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam jangka waktu tersebut, sebagai

bagian dari kontribusi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada penyelenggaraan pemerintahan.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung,
dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang kemudian diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia PROF. DR. H. BAGIR MANAN, SH. MCL pada tanggal 23 Pebruari 2006 dan termasuk

dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru.

1. Tugas
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Siak
berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili
serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyelenggarakan

fungsi utama yaitu:
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1)

2)

3)

4)

Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

a. Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara.

b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali (PK).

c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Fungsi nasehat

a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang
hukum kepada Lembaga Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No.
5 tahun 2004).

b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di
wilayah hukumnya.

Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara Organisatoris, Administratif dan Finansial

kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.

Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara berdasarkan

Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan

kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
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C. Struktur Organisasi

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan,

Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari :

KETUA DAN WAKIL KETUA :

e Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya
administrasi perkara pada Pengadilan.

e Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan
Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

e Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai Juru Bicara Pengadilan untuk memberikan penjelasan
tentang hal - hal yang berhubungan dengan Pengadilan.

e Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera

Pengadilan.

A. KEPANITERAAN
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas Il mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di
bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.
1. PANITERA
Panitera Pengadilan Negeri Kelas Il mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang
teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.
2. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA) :
Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Perdata.
3. PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA) :
Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Bidang Pidana.
4. PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM) :
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian

data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.
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5. JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI:

Adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk

menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili

Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

B. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas Il adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua
Pengadilan Negeri Kelas II.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas Il dipimpin oleh seorang Sekretaris.

SEKRETARIS
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas Il mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan
di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana

di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas .

. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi
informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta
pelaporan.

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana

. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan
surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan

masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
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D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LKjIP ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan

Negeri Siak Sri Indrapura. Bentuk sajian (Outline) LKjIP sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, adalah

sebagai berikut:

Bab |

Bab Il

Bab Il

Bab IV

PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan mengenai gambaran umum Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura dengan menekan kepada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama
(Strategic Issued) yang sedang dihadapi Organisasi.

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja
(Dokumen Penetapan Kinerja).

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura,
dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LKjIP serta harapan adanya koreksi

untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dimasa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Matriks Renstra 2020 — 2024

SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
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BAB || PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, merupakan gambaran dari
kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024
merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses
untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat
dijabarkan menjadi :

1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2020 — 2024 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan
terprogram secara sistematis melalui Penataan, Penertiban, Perbaikan Pengkajian, Pengelolaan
Terhadap Sistem Kebijakan dan Peraturan Perundangan-Undangan untuk mencapai Efektivas dan
Efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan
tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura diselaraskan dengan arah kebijakan dan
program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 — 2025, sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam
mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 — 2024.

Visi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Visi Mahkamah Agung Rl adalah

sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA YANG AGUNG.”

2. Misi

Sesuai dengan Visi tersebut, maka Misi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai
berikut :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
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3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai

dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan

Negeri Siak Sri Indrapura.

berikut:

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai

Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi Pencari Keadilan

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024,

sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

1.

2
3.
4

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara

Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Siak

Sri Indrapura dalam Tahun 2020 —2024.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis
dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel

berikut :

Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR
KINERJA UTAMA
KINERJA

TERWUJUDNYA Persentase
PROSES Perkara
PERADILAN Perdata yang
YANG PASTI, Diselesaikan
TRANSPARAN, Tepat Waktu
DAN AKUNTABEL

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

1 0,
Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan 00%

Catatan :
e Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan

berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.

& Persentase
perkara Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%
pidana yang Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan o
diselesaikan
tepat waktu Catatan:
e Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan

berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung
nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.

Persentase
Perkarayang Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Banding 100%
Jumlah Perkara Diputus

Tidak
Mengajukan
Upaya

Hukum Catatan :

e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara
yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun
berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu
tahunan.

Banding
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Persentase
Perkara Yang
Tidak
Mengajukan
Upaya
Hukum
Kasasi

Persentase
Perkara
Pidana Anak

yang
Diselesaikan
dengan
Diversi

Index
Persepsi
Pencari
Keadilan
yang Puas
terhadap
Layanan
Peradilan

Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi

100%
Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan ?

Catatan:
e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak

mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara
yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan.
Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.

Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan

dengan Diversi 100%

Jumlah Perkara Pidana Anak

Catatan :
o Diversi : Anak Pelaku Kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku

Kejahatan, melainkan sebagai Korban.

Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas

Terhadap Layanan Peradilan 100%
Jumlah Responden Pencari Keadilan
Catatan :
e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelengara Pelayanan Publik
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PENINGKATAN
EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN
PENYELESAIAN
PERKARA

= ~

Jumlah

Putusan yang
menggunakan

Pendekatan
Keadilan
Restoratif

Persentase
Salinan
Putusan
Perkara
Perdata yang
disampaikan
kepada Para
Pihak tepat
waktu

Persentase
Salinan
Putusan
Perkara
Pidana yang
disampaikan
kepada Para
Pihak Tepat
Waktu

Persentase
Perkara yang
Diselesaikan
Melalui
Mediasi

Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif

. - 100%
Perkara yang diajukan untuk Restoratif

Catatan:
e SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan

Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum

Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif adalah
Perkara Pidana yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif
dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian Non-Peral melalui
Rahabilitasi

Perkara yang diajukan untuk Restoratif adalah Jumlah Perkara
Narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ.

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang

disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu 100%

Jumlah Perkara Perdata yang Diputus

Catatan :

Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan
SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang

disampaikan kepada Para Pihak Tepat waktu 100%

Jumlah Perkara Pidana yang Diputus

Catatan :

Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan
SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para
Pihak.

Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

1009
Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi %

Catatan:

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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MENINGKATNYA

AKSES

PERADILAN BAGI

MASYARAKAT
MISKIN DAN

TERPINGGIRKAN

MENINGKATNYA

KEPATUHAN
TERHADAP
PUTUSAN
PENGADILAN

Persentase
Perkara
Prodeo yang
Diselesaikan

Persentase
Perkara yang
Diselesaikan
di Luar
Gedung
Pengadilan

Persentase
Pencari
Keadilan
Golongan
Tertentu
yang
Mendapat
Layanan
Bantuan
Hukum
(Posbakum)

Persentase
Putusan
Perkara
Perdata yang
Ditindak
lanjuti
(Dieksekusi)

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan

0,
Jumlah Perkara Prodeo 100%

Catatan :
e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian

Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

Jumlah Perkara yang Diselesaikan
di Luar Gedung Pengadilan

100%
Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan ?

di Luar Gedung Pengadilan

Catatan :
e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian

Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

e Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar
gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-
gedung lainnya)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100%

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Catatan :
e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian

Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

e Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang
tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada
informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum

e Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang
terdaftar pada register Posbakum

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)

1007
Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan %

dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Catatan:

e adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti.
Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk
dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan
perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi

maka

persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti

semakin bagus kinerja Pengadilan.
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4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan
dan Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, perlu
ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk
mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan

Negeri Siak Sri Indrapura mengacu pada Mahkamah Agung Rl adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara;

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pekara;

B. Rencana Kinerja Tahun 2023



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 | 22

Rencana Kinerja Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014 dengan
mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh
mana sasaran akan dicapai pada tahun 2023, dan Rencana Kinerja Utama tersebut ditinjau ulang
dengan beredarnya Surat Keputusan dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung

Republik Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahun 2023

u SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

TERWUJUDNYA PROSES Persentase Perkara Perdata yang
PERADILAN YANG PASTI, Diselesaikan Tepat Waktu
TRANSPARAN, DAN

AKUNTABEL
2. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan 100
tepat waktu
3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan 80
Upaya Hukum Banding
4, Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan 80
Upaya Hukum Kasasi
5. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan 1
dengan Diversi
6. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas 85
terhadap Layanan Peradilan
7. Jumlah  Putusan yang Menggunakan N/A
Pendekatan Keadilan Restoratif
8. PENINGKATAN EFEKTIVITAS | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata 100
PENGELOLAAN yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat
PENYELESAIAN PERKARA Waktu
9. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana 100
yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat
Waktu
10. Persentase Perkara yang Diselesaikan 5

Melalui Mediasi
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11. MENINGKATNYA AKSES Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan N/A
PERADILAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN DAN
TERPINGGIRKAN
12. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar N/A
Gedung Pengadilan
13. Persentase Pencari Keadilan Golongan 100
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
14, MENINGKATNYA Persentase Putusan Perkara Perdata yang N/A
KEPATUHAN TERHADAP Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

PUTUSAN PENGADILAN

Dalam mencapai kinerja yang teratur terdapat pohon kinerja yang bertujuan untuk

menjelaskan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/hasil yang akan dicapai

di setiap level jabatan (Cascading) dan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan

bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) untuk

mencapai tujuan organisasi. Adapun penggambaran pohon kinerja dapat diliat pada gambar berikut:

| Terwujudmya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung |

¥ L

‘ Menjuga k=mandirian badan

‘ Memberikan palayanan hukum yang | |

Meningkatkan kuslitas
kepemimpinan badan peradilan

Plleningkatkan kredibilitas dan

kelilingfzitting plaats baik di dalem negeri mavpun di luar
neger;

*  Persentase perkiars yang terlayani melalui posyankum;

= Parentase perkaca permohonan identitas hukuam;

= Persentase kepuassn para pencari keadilan terhadap
layaran peradilan;

= Presentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikat

I I | peradilan berkeadilan kepada para pencari keadilan trasnparansi badan peradilan
| 3 ' I | | | |
@ I | 4 v
I z | Terwjid iya kepercsaan Terwujudnya dukungan pelaksanasn tugas
§ I TUIUAN | publik ata layanan peradilan Mahiamah Agung
| # !
I | | |
I INDIKATOR I *  Persentase perkars yang diselesaikan tepat waktu; +  Jumlah pernbinaan bagi aparatur teknis peradilan;
I *  Persentaus perkacs yang diselesaikan melsli pembebasan = Jumnlah permbinaan sparatur noa teknis peradilan;
| bisya/prades; = Jumlah pelakssansan pengawasan kinerja aparat peradilan
I — e e | * Presentase perkara yang diselessikan melalui sidang secara aptimal;

Perientase transparans pengslalasn SO, Keuangan dan
avet.

— — — — — — — — — —

\ akreditasi.

Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri

Dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung

Siak Sri Indrapura Kelas Il Selaras



SASARAN
STRATEGIS

Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

JADWAL KEGIATAN MONEV BERKALA TERHADAP CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023
PADA PENGADILAN NEGERI SIAK INDRAPURA

INDIKATOR KINERJA
UTAMA

. Persentase Perkara

Perdata yang
Diselesaikan Tepat
Waktu

. Persentase
Perkara
Pidana yang
diselesaikan
tepat waktu

. Persentase

Perkara yang
Tidak
Mengajukan
Upaya Hukum
Banding

. Persentase Perkara
Yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

. Persentase Perkara
Anak yang
Diselesaikan
dengan Diversi

. Index Persepsi

Pencari Keadilan
yang Puas terhadap
Layanan Peradilan

PROGRAM

1. Program
Penegakan dan
Pelayanan
Hukum

2. Program
Dukungan
Manajemen

KEGIATAN

. Peningkatan

Manajemen
Peradilan Umum

. Pembinaan

Administrasi dan
Pengelolaan
Keuangan Badan
Urusan
Administrasi

JADWAL
INDIKATOR ANGGARAN/ | PENGUKURAN

KEGIATAN TARGET RP DAN

PEMANTAUAN

1. Perkara Pidana - 225 Perkara 101.250.000,- Minggu | atau

yang Il setiap Awal
Diselesaikan bulan
Ditingkat

Pertama di

wilayah Barat

1. Layanan - 1layanan 4.101.451.000,-
Perkantoran
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Peningkatnya
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
EETE]

Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat

Miskin dan

Terpinggirkan

. Jumlah Putusan
yang Menggunakan
Pendekatan
Keadilan Restoratif

. Persentase Salinan
Putusan Perkara
Perdata yang
disampaikan
kepada Para Pihak
Tepat Waktu

. Persentase Salinan
Putusan Perkara
Pidana yang
disampaikan
kepada Para Pihak
Tepat Waktu

. Persentase Perkara

yang Diselesaikan
Melalui Mediasi

. Persentase Perkara
Prodeo yang
diselesaikan

. Persentase Perkara
yang Diselesaikan di
Luar Gedung
Pengadilan

1. Program
Penegakan dan
Pelayanan
Hukum

2. Program

Dukungan
Manajemen

e Program

Penegakan dan
Pelayanan
Hukum

1. Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum

2. Pembinaan

Administrasi dan
Pengelolaan
Keuangan Badan
Urusan
Administrasi

e Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum

2.

Perkara Pidana
yang
Diselesaikan
Ditingkat
Pertama di
wilayah Barat

. Layanan

Perkantoran

Layanan Pos
Bantuan Hukum
di lingkungan
Peradilan

- 225 Perkara

- 1 layanan

- 240 Jam
Layanan

101.250.000,- Minggu | atau
Il setiap Awal
bulan
4.101.451.000,-
24.000.000,- Minggu | atau
Il setiap Awal
bulan
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c. Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat Layanan
Bantuan Hukum

(Posbakum)

\NIGTLEL - ® Persentase Putusan Perkara Peradilan Umum vyang diselesaikan  melalui - 0,- Minggu | atau
Kepatuhan Perkara Perdata pembebasan perkara Il setiap Awal
Terhadap yang Ditindaklanjuti sl

(dieksekusi)

Putusan

Pengadilan




C. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2023 ini, merupakan tolak
ukur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada akhir tahun 2023. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun
2023, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2023 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung Rl dalam rangka penggunaan
anggaran tahun 2023. Penetapan Kinerja tahun 2023 juga direviu untuk melaksanakan Surat dari
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023 Tanggal 19

Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Penetapan Kinerja Tahun 2023

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. TERWUJUDNYA PROSES Persentase Perkara Perdata yang 95
PERADILAN YANG PASTI, Diselesaikan Tepat Waktu
TRANSPARAN, DAN
AKUNTABEL
2. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan 100
tepat waktu
3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan 80

Upaya Hukum Banding

4, Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan 80
Upaya Hukum Kasasi

5. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan 1
dengan Diversi

6. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas 85
terhadap Layanan Peradilan

7. Jumlah  Putusan yang  Menggunakan N/A
Pendekatan Keadilan Restoratif

8. PENINGKATAN EFEKTIVITAS | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata 100
PENGELOLAAN yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat
PENYELESAIAN PERKARA Waktu

9. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana 100
yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat
Waktu
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10. Persentase Perkara yang Diselesaikan 5
Melalui Mediasi
11. | MENINGKATNYA AKSES Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan N/A

PERADILAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN DAN
TERPINGGIRKAN

12. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar N/A
Gedung Pengadilan

13. Persentase Pencari Keadilan Golongan 100
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

14. MENINGKATNYA Persentase Putusan Perkara Perdata yang N/A
KEPATUHAN TERHADAP Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
PUTUSAN PENGADILAN

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN :

No. KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan 4.112.566.000
Administrasi

2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 126.750.000




LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 | 29

BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Organisasi yang

tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan bentuk
pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada
tahun 2023. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan
kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan
dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja .

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun 2023 dari
Keempat sasaran strategis yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja dan
14 target kinerja dan dari 4 Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja
Tahun 2022, terdapat 3 Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih),
yaitu Sasaran Strategis I, Il dan IIl. Sedangkan 1 Sasaran Strategis lainnya yaitu Sasaran Strategis IV
pada Tahun 2023 tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, disebabkan tidak ada
Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Secara keseluruhan, Tingkat Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk
tahun 2023 adalah sebesar 102.03 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran

strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :
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TERWUJUDNYA . Persentase  Perkara Perdata yang 94.31 99.27
PROSES Diselesaikan Tepat Waktu

PERADILAN
YANG PASTI,
TRANSPARAN,
DAN
AKUNTABEL

b. Persentase Perkara Pidana vyang 100 100 100
diselesaikan tepat waktu

c. Persentase Perkara yang  Tidak 80 76.31 95.39
Mengajukan Upaya Hukum Banding

d. Persentase  Perkara  Yang  Tidak 80 70.55 88.19
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

e. Persentase Perkara Anak yang 1 13.64 104.92
Diselesaikan dengan Diversi

f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas 85 96.45 113.47
terhadap Layanan Peradilan

Jumlah Putusan vyang Menggunakan  N/A N/A N/A
Pendekatan Keadilan Restoratif

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis | 100.21

PENINGKATAN h. Persentase Salinan Putusan Perkara 100 100 100
EFEKTIVITAS Perdata yang disampaikan kepada Para
PENGELOLAAN Pihak Tepat Waktu

PENYELESAIAN
PERKARA i. Persentase Salinan Putusan Perkara 100 100 100

Pidana yang disampaikan kepada Para
Pihak Tepat Waktu

j.  Persentase Perkara yang Diselesaikan 5 5.88 117.6
Melalui Mediasi
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Il 105.87
MENINGKATNYA k. Persentase Perkara Prodeo vyang N/A N/A N/A
AKSES Diselesaikan
PERADILAN
|.  Persentase Perkara yang Diselesaikan di =~ N/A N/A N/A

BAGI

[oe]

Luar Gedung Pengadilan
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MASYARAKAT m. Persentase Pencari Keadilan Golongan 100 100 100
MISKIN DAN Tertentu yang Mendapat Layanan
TERPINGGIRKAN Bantuan Hukum (Posbakum)

MENINGKATNYA n. Persentase Putusan Perkara Perdata yang
KEPATUHAN Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
TERHADAP

PUTUSAN
PENGADILAN
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B. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja Kegiatan/ Program/ Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Visi
dan Misi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Pengukuran kinerja
merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai
mekanisme untuk memberikan Reward/Punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2023,
dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target

yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun
demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini. Rincian tingkat
capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran
Kinerja berikut ini.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2023 secara
umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat
mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator
kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja

sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.
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Pengukuran Kinerja Tahun 2023 dan Perbandingannya dengan Target Jangka Menengah

TERWUJUDNYA Persentase Perkara Perdata 94.31 99.27
PROSES yang Diselesaikan Tepat Waktu
PERADILAN
YANG PASTI, c. Persentase Perkara Pidana 100 100 100 99.2
TRANSPARAN, yang diselesaikan tepat
DAN waktu
AKUNTABEL f. Persentase Perkara yang Tidak 80 76.31 95.39 92
Mengajukan Upaya Hukum
Banding
g. Persentase Perkara Yang Tidak 80 70.55 88.19 92
Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi
h. Persentase Perkara Anak yang 1 13.64 104.92 8.2

Diselesaikan dengan Diversi

f. Index Persepsi Pencari 85 96.45 113.47 85
Keadilan yang Puas terhadap
Layanan Peradilan

g. Jumlah Putusan yang N/A N/A N/A 100
Menggunakan Pendekatan
Keadilan Restoratif

PENINGKATAN h. Persentase Salinan Putusan 100 100 100 100
EFEKTIVITAS Perkara Perdata yang
PENGELOLAAN disampaikan  kepada Para
PENYELESAIAN Pihak Tepat Waktu
PERKARA
i. Persentase Salinan Putusan 100 100 100 100
Perkara Pidana yang

disampaikan kepada Para
Pihak Tepat Waktu
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j. Persentase  Perkara yang 5 5.88 117.6 8.2
Diselesaikan Melalui Mediasi

MENINGKATNYA k. Persentase Perkara Prodeo N/A N/A N/A N/A

AKSES yang Diselesaikan

PERADILAN

BAGI |.  Persentase  Perkara yang N/A N/A N/A N/A
Diselesaikan di Luar Gedung

MASYARAKAT .
Pengadilan

MISKIN DAN

TERPINGGIRKAN m. Persentase Pencari Keadilan 100 100 100 100

Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

MENINGKATNYA n. Persentase Putusan Perkara N/A N/A N/A 46
KEPATUHAN Perdata yang Ditindak lanjuti

TERHADAP (Dieksekusi)

PUTUSAN

PENGADILAN

Dari hasil pengukuran kinerja dan dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah
tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2023 secara umum Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang
dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang
telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2023. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian
kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi
realisasinya belum dapat dicapai.

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian
kinerja, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan

dari Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan.
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C. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2023 mengacu pada Indikator
Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Pada akhir tahun 2023, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang

ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN | : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” dimaksudkan
untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian
perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya proses peradilan yang pasti di
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi
yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran
ini dapat diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,
Transparan, dan Akuntabel” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya

ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran | : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Persentase Perkara Perdata yang
A . . 95 94.31 99.27 96.09
Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase Perkara Pidana yang
B . i 100 100 100 100
diselesaikan tepat waktu

Persentase Perkara yang Tidak
C . . 80 76.31 95.39 92.60
Mengajukan Upaya Hukum Banding
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Persentase Perkara Yang Tidak
D ) . 80 70.55 88.19 96.04
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase Perkara Anak yang
E . . L 13 13.64 104.92 4.35
Diselesaikan dengan Diversi

Index Persepsi Pencari Keadilan yang
F i 85 96.45 113.47 96.22
Puas terhadap Layanan Peradilan

Jumlah Putusan yang Menggunakan
G N/A N/A N/A N/A
Pendekatan Keadilan Restoratif / / Z Z

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut :

e SASARAN | INDIKATOR KINERJA - Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat

Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Perdata
yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 95%. Ukuran realisasi indikator ini mengacu pada Surat Edaran
Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Realisasi dan capaian
indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2023 serta

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Target Realisasi Capaian

Indikator Kinerja
2023 (%) | 2023 (%) | 2023 (%)

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2023 sebanyak 199

perkara. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun

2023:
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Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah
Jumlah Jumlah “

Perkara Putus
Perkara Perkara Putus | Perkara Putus i Keterangan
Tidak Tepat

Tahun 2023 | Tepat Waktu
Waktu

Gugatan
Permohonan 144 144 0 -

Perlawanan / Bantahan 0 0 0 -

Gugatan Sederhana

2 2 0 =
ToTAL T

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2023 adalah

sebesar 94.31%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Realisasi — Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu X 100%
eattsast = Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan ’

Realisasi = 199 perkara x 100%
earsast =51 perkara 0

=94.31%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Reali sasi dan Target, dimana pada tahun

2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 99.27%, dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi

Target
_94.31% % 100%
~ T 95% ’

99.27%

Capaian X 100%

e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Pidana
yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Sama halnya dengan perkara perdata, Perkara Pidana ini

ukuran realisasi indikator ini mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2
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Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada
4 (empat) Lingkungan Peradilan. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana
yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya

ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Target Realisasi | Capaian
Indikator Kinerja

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2023 sebanyak 536

perkara. Tabel berikut menggambarkan Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun
2023 :

Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah

Jumlah Jumlah
Perkara Putus

Perkara Perkara Putus | Perkara Putus Keterangan

Tidak Tepat

Tahun 2023 | Tepat Waktu
WE(T]

Pidana Biasa

Pidana Singkat 0 0 - -
Pidana Cepat 88 88 - -
Pidana Anak 22 22 - -

Pidana Pra Peradilan

5 5 = =
ToTAL Cosmese -

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2023 adalah

sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Realisasi x 1009
eattsast Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan &

Realisasi = 536 perkara % 100%
eattsast = 536 perkara °

=100 %
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Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

c . Realisasi % 100%
apaian = Target 0

100%
100%
100%

x 100%

e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Banding

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Diputus
yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dengan Jumlah Perkara Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 80%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan

tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Target Realisasi Capaian Realisasi
Indikator Kinerja
2023 (%) | 2023 (%) | 2023 (%)

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2023

sebanyak 198 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Banding pada tahun 2023 sebanyak 372. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana
yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2023 :
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Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Jumlah Perkara Putus Tahun|] Jumlah Perkara Perdata Tidak

Perkara . .
Mengajukan Banding

Perdata 211 198

Perdata Khusus

0

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Jumlah Perkara Putus Jumlah Perkara Pidana Tidak

Perkara
Tahun 2023

Mengajukan Banding

Pidana 514 355

Pidana Khusus 17

22

Jumlah Perkara Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Jumlah Perkara Putus Jumlah Perkara Diputus Tidak

PERKARA . .
Tahun 2023 Mengajukan Banding

N
=
IRy
=
O
0o

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar

76.31%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding

Realisasi - X 1009
ealisast Jumlah Perkara Diputus %
Reali . 570perkarax100(y
ealisasi = - — perkara 0

= 76.31%
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Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 95.39%, dengan perhitungan sebagai berikut:

c . Realisasi % 100%
apaian = Target 0

_7631% o
~ T 80% 0

95.39%

e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Kasasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara Diputus pada Tahun Berjalan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 80%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan

tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Target Realisasi Capaian Realisasi
Indikator Kinerja
2023 (%) | 2023 (%) | 2023 (%)

Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2023

sebanyak 188 perkara sedangkan Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi pada tahun 2023 sebanyak 339. Tabel berikut menggambarkan Perkara Perdata dan Pidana

yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2023 :
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Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara Putus Jumlah Perkara Perdata Tidak
Tahun 2023 Mengajukan Kasasi

Perkara

Perdata

Perdata Khusus

0

Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara Putus Jumlah Perkara Pidana Tidak

Perkara . .
Tahun 2023 Mengajukan Kasasi

Pidana

Pidana Khusus 15

22

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara Putus Jumlah Perkara Tidak
Tahun 2023 Mengajukan Kasasi
Perdata 211 188
Pidana 536 339
TOTAL 747 527

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2023 adalah

sebesar 70.55%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi

Realisast = Jumlah Perkara Diputus pada Tahun Berjalan * 100%
Realisasi = m X 100%
747 perkara
=70.55%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 88.19%, dengan perhitungan sebagai berikut:
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Realisasi

Capaian x 100%

Target
_70.55% % 100%
~ T 80% ’

88.19%

e Sasaran | Indikator Kinerja - Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi dengan Jumlah Perkara Pidana Anak.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 13%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
Anak yang Diselesaikan dengan Diversi” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun

sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Target Realisasi Capaian

2023 (%) | 2023 (%) | 2023 (%)

Indikator Kinerja

Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2023 sebanyak 3
perkara. Tabel berikut menggambarkan Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi pada
tahun 2023 :

Keadaan Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2023 adalah

sebesar 13.64%, dengan perhitungan sebagai berikut :
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Reali . Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi % 100%
eallsast = Jumlah Perkara Pidana Anak ’

L 3 perkara
Realisasi = —— X 100%
22 perkara

= 13.64%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun
2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 104.92%, dengan perhitungan sebagai
berikut :

c . Realisasi % 100%
apaian = Target 0

_13ean o
=~ T13% 0

104.92%

e Sasaran | Indikator Kinerja — Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan

Peradilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Responden Pencari
Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dengan Jumlah Responden Pencari Keadilan.

Indikator kinerja ini diambil datanya berdasarkan hasil survey Index Kepuasan Masyarakat
yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Survei Index Kepuasan Masyarakat (IKM) bertujuan untuk
mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Target indikator kinerja
ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar
85 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Index Kepuasan Pencari Keadilan” pada tahun 2023

serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Index Kepuasan Pencari Keadilan

Target Realisasi Capaian

Indikator Kinerja
2023 (%) | 2023 (%) | 2023 (%)
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Jumlah Responden Pengguna Layanan Peradilan pada tahun 2023 sebanyak 197 Orang. Tabel
berikut menggambarkan Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri

Indrapura pada tahun 2023 :

Data Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Sangat Sesuai 76.14

2 Sesuai 3 40 20.30

3 Kurang Sesuai 2 7 3.56
4 Tidak Sesuai 1 0 0

Jumlah 197 100%

Berdasarkan data-data tersebut maka Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2023 adalah

sebesar 96.45 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas

. . Terhadap Layanan Peradilan 0
Realisasi = Jumlah Responden Pencari Keadilan x100%
. . 190 0Orang
Realisasi = ————x100%
197 Orang
=96.45%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun
2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 113.47%, dengan perhitungan sebagai

berikut:

. Realisasi
Capaian = —— X 100%
Target

_ 96.45% o
-~ T85% 0

113.47%

e Sasaran | Indikator Kinerja — Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan

Restoratif
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Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan
Umum, Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan

secara Restoratif dengan Perkara yang diajukan untuk Restoratif.

Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif adalah Perkara Pidana yang diselesaikan
dengan pendekatan restoratif dalam Perkara Narkotika melalui penyelesaian Non-Penal melalui
rehabilitasi serta Perkara yang diajukan untuk Restoratif adalah jumlah Perkara Narkotika yang
diajukan Penyelesaian dengan Pendekatan RJ.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan

pada tahun ini, disebabkan tidak adanya perkara yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.

Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” dimaksudkan untuk
menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi
dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan
sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya

ditampilkan pada tabel berikut ini :
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Sasaran Il : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase Salinan Putusan Perkara

Perdata yang disampaikan kepada Para 100 100 100 100
Pihak Tepat Waktu

B  Persentase Salinan Putusan Perkara
Pidana yang disampaikan kepada Para 100 100 100 100
Pihak Tepat Waktu

C  Persentase Perkara yang Diselesaikan

5 5.88 117.6 2.38
Melalui Mediasi

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut :

e Sasaran Il Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang

Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara
Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang
Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan
Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2023 serta

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan
kepada Para Pihak Tepat Waktu

Target Realisasi Capaian Realisasi

Indikator Kinerja
2023 (%) | 2023 (%) | 2023 (%)
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Jumlah Perkara Perdata yang Putus pada tahun 2023 sebanyak 211 perkara dan keseluruhan
putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan

Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2023 :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Putusan Perkara Putusan Perkara
Jumlah Perkara X i . i i
Perkara yang Disampaikan | Tidak Disampaikan
Putus Tahun 2023
Tepat Waktu Tepat Waktu

Gugatan

Permohonan

Perlawanan / Bantahan

Gugatan Sederhana

TOTAL

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah
sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu

Realisast = Jumlah Perkara Perdata yang Diputus * 100%
Realisasi = M X 100%
211 perkara
=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

c . Realisasi % 100 %
apaian = Target 0

100% 00 %
100 % 0

= 100%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada

para pihak tepat waktu.
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e Sasaran Il Indikator Kinerja - Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan

Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara
Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang
Diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan
Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2023 serta

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat Waktu

Target Realisasi Capaian
2023 (%) | 2023 (%) 2023(%)

Indikator Kinerja

Jumlah Perkara Pidana yang Putus pada tahun 2023 sebanyak 536 perkara dan keseluruhan
putusannya diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Jumlah Salinan

Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2023 :
Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu

Putusan Perkara Putusan Perkara
Jumlah Perkara . . X i )
Perkara yang Disampaikan | Tidak Disampaikan
Putus Tahun 2023
Tepat Waktu Tepat Waktu

Pidana Biasa

Pidana Singkat

Pidana Cepat

Pidana Anak
Pidana Pra Peradilan

TOTAL
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Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan
kepada Para Pihak tepat waktu

Realisasi = Jumlah Perkara Pidana yang Diputus * 100%
Realisasi = M X 100%
536 perkara
=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

Capaian = M x 100 %
Target
100 %
100 %

100 %

X 100 %

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh putusan sudah disampaikan kepada

para pihak tepat waktu.

e Sasaran Il Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah Perkara yang Diselesaikan
Melalui Mediasi dengan Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 5 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara
yang Diselesaikan Melalui Mediasi” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun

sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Target Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Target Realisasi | Capaian Realisasi
Indikator Kinerja
2023 (%) | 2023 (%) | 2023 (%)




LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 | 51

Jumlah Perkara Perdata yang di Mediasi pada tahun 2023 sebanyak 34 perkara dan Perkara
yang Berhasil diselesaikan dengan Mediasi sebanyak 2 perkara. Tabel berikut menggambarkan

keadaan Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada tahun 2023 :

Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi pada Tahun 2023
1 34 2 30 2 0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah

sebesar 5.88%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

. P X 0,
Realisast Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100%

L 2 perkara
Realisasi = ——— X 100%
34 perkara

= 5.88%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun
2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 117.6%.

c . Realisasi % 100%
apaian = ——
P Target °

= >88% oo
T 5% ’

117.6%

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase Realisasi untuk Perkara yang
diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2023 di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura meningkat dari
tahun sebelum yaitu 2.38% menjadi 5.88%, kenaikan persentase realisasi tersebut tidak terlalu
meningkat secara signifikan disebabkan karena Pihak yang berpekara lebih memilih untuk

melanjutkan persidangan.
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SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan
Terpinggirkan

Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”
dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Terwujudnya
peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada
Renstra Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur
melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun

sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran lll : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

2022 (%)

A  Persentase Perkara Prodeo yang
Diselesaikan

B  Persentase Perkara yang Diselesaikan di
Luar Gedung Pengadilan

C  Persentase Pencari Keadilan Golongan

Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 100 100 100 100
Hukum (Posbakum)

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut:

e Sasaran lll Indikator Kinerja - Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Prodeo

Yang Diselesaikan dengan Jumlah Perkara Prodeo.
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Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan
pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan melalui prodeo dan tidak ada anggaran

untuk perkara prodeo dalam DIPA.

e Sasaran lll Indikator Kinerja - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung

Pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Antara Jumlah Perkara Yang
Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan dengan Jumlah Perkara yang Seharusnya Diselesaikan di Luar
Gedung Pengadilan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan

pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan di luar Gedung maupun Zetting Plaatz.

e Sasaran lll Indikator Kinerja - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Pencari Keadilan
Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan
Golongan Tertentu.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Pencari
Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)” pada tahun 2023

serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum adalah 313 Orang.

Target Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

Target Realisasi Capaian Realisasi

Indikator Kinerja
2023 (%) | 2023 (%) | 2023 (%)

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu adalah 313 Orang dan jumlah pencari keadilan
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Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Realisasi x 1009
eattsast Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu &
Reali . 313 Orangxlooo/
ealisasi = 313 Orang Y
=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dan Target, dimana pada tahun

2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

c . Realisasi % 100%
apaian = ———
P Target °

100% 1 00%
100% °

100%

Data Golongan masyarakat Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum bersumber
dari daftar absensi/ buku tamu masyarakat yang konsultasi ke Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura. Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat miskin dan

terpinggirkan yang mendaftarkan di Posbakum mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.

e Sasaran |V Indikator Kinerja - Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti

(Dieksekusi)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara
Perdata yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Sudah Berkekuatan
Hukum Tetap dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi).

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan

pada tahun ini, karena tidak ada Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
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D. Akuntabilitas Keuangan

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura tahun 2023 berasal dari DIPA tahun anggaran 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
4.240.666.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu

Rupiah), yang meliputi Program-Program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan utama Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.
4.113.916.000,- (Empat Milyar Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu

Rupiah),

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan utama Kegiatan Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 126.750.000,- (Seratus

Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

ANGGARAN DIPA

Program

Anggaran DIPA Peningkatan

Manajemen
Peradilan Umum;

Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya;
4.113.916.000




LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 | 56

Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura Tahun 2023 pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan
Urusan Administrasi adalah sebesar Rp 4.083.653.907,- dari total pagu DIPA sebesar Rp
4.113.916.000,- atau sebesar 99.26 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 126.687.105,- dari total Rp. 126.750.000,- atau
sebesar 99.95 %.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja input/

penyerapan anggaran pada tahun 2023 telah optimal.

PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Pencapaian Kinerja Input
(dalam ribu rupiah)

4.500.000.000

& Alokasi 4.083.653.907

4.000.000.000 ‘ -
3.500.000.000 -
24
3.000.000.000 e ey — 0000000
2.500.000.000 i o b \
2.000.000.000 %) T
1.500.000.000 3%, \
1.000.000.000 ‘ D

500.000.000 | Realisas;——
26.687.105,00

0

Realisasi

Alokasi Realisasi Sisa

& Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan Badan 4.113.916.000 4.083.653.907 30.262.093

Urusan Administrasi

® Peningkatan Manajemen

. 126.750.000 126.687.105 62.895
Peradilan Umum
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BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

LKjIP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2023 merupakan cerminan capaian kinerja
kegiatan dan sasaran Tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja
(Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitan antara realisasi
Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJIMN) dan Renstra Lima Tahunan PENGADILAN NEGERI SIAK SRI
INDRAPURA 2020 - 2024.

2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program
telah tercapai secara optimal, dimana kinerja input tertinggi ditunjukkan pada Kegiatan
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

3. Adapun pencapaian Kinerja Input/ Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Tahun 2023 pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Administrasi adalah sebesar Rp 4.083.653.907,- dari total pagu DIPA sebesar Rp 4.113.916.000,-
atau sebesar 99.26 %. Sedangkan capaian kinerja pada Kegiatan Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 126.687.105,- dari total Rp. 126.750.000,- atau sebesar
99.95 %.

SARAN-SARAN

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengelolaan SDM Aparatur, yang
salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat dilakukan antara lain melalui :
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Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak
akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.

Peningkatan kualitas SDM terkait dengan Teknis maupun Non Teknis Yudisial, terutama
kemampuan dalam penggunaan IT.

Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui
pengadaan CPNS/PNS, Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan.

Pemenuhan terhadap Sarana dan Prasarana Operasional Perkantoran harus
diprioritaskan, untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi
pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang

yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Siak Sri Indrapura, 15 Januari 2024

KETUATPENGADILAN NEGERI
su\K sm IN

J
)
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W“AMMAU HIBRI,B‘N SH.
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LAMPIRAN

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Matriks Renstra 2020 — 2024

SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Perjanjian Kinerja 2023
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REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS Il

INDIKATOR PENANGGUNG SUMBER

NO | KINERJA UTAMA KINERJA PENJELASAN JAWAB DATA

1. TERWUJUDNYA [ Persentase Panitera Laporan
PROSES Perkara Perdata Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% Bulanan
PERADILAN yang Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan dan
YANG PASTI, Diselesaikan Catatan : Laporan
ULl s Ry e Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan Ul
DI berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan
AKUNTABEL tepat waktu pada bulan berjalan. SE Ketua Mahkamah Agung

Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.

2. Persentase Panitera Laporan
perkara pidana Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% Bulanan
yang Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan dan
diselesaikan Laporan

Tahunan

tepat waktu

Catatan:
e Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan

berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung
nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.
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Persentase Panitera Laporan
Perkara yang Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Bulanan
Tidak Jumlah Perkara Diputus 100% dan
Mengajukan Catatan : Laporan
Upayfa Hukum e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak Tahunan
Banding mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara

yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun berjalan. Data

pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.
Persentase Panitera Laporan
Perkara Yang Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi Bulanan
Tidak Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 100% dan
Mengajukan Laporan
Upaya Hukum Catatan: Tahunan
Kasasi e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak

mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang

putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data

pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.
Persentase Panitera Laporan
Perkara Pidana Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Bulanan
Anak yang Jumlah Perkara Pidana Anak 100% dan
Diselesaikan Catatan : Laporan
dengan Diversi Tahunan
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e Diversi : Anak Pelaku Kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku
Kejahatan, melainkan sebagai Korban.

Index Persepsi Panitera Laporan
Pencari Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Bulanan
Keadilan yang Peradilan 100% dan
Puas terhadap Jumlah Responden Pencari Keadilan Laporan
Layanan Tahunan
Peradilan Catatan :
e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelengara Pelayanan Publik
Jumlah Putusan Panitera Laporan
yang Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif Bulanan
menggunakan Perkara yang diajukan untuk Restoratif 100% dan
Pendekatan Laporan
Keadilan Catatan : Tahunan
Restoratif e SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman  Penerapan

Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum

e Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif adalah Perkara
Pidana yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif dalam
perkara Narkotika melalui penyelesaian Non-Peral melalui
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Rahabilitasi
e Perkara yang diajukan untuk Restoratif adalah Jumlah Perkara
Narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ.

PENINGKATAN Persentase Panitera Laporan
EFEKTIVITAS Salinan Putusan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Bulanan
PENGELOLAAN Perkara Perdata Pihak tepat waktu 100% dan
PENYELESAIAN yang Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Laporan
PERKARA disampaikan Tahunan
kepada Para Catatan :
Pihak tepat e Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
waktu Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE
MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
Persentase Panitera Laporan
Salinan Putusan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Bulanan
Perkara Pidana Pihak Tepat waktu 100% dan
yang Jumlah Perkara Pidana yang Diputus Laporan
disampaikan Tahunan

kepada Para
Pihak Tepat
Waktu

Catatan :
e Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat

Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE
MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
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e Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para
Pihak.

10. Persentase Panitera Laporan
Perkara yang Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Bulanan
Diselesaikan Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100% dan
Melalui Mediasi Laporan
Catatan : Tahunan
e PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

11. | Meningkatnya Persentase Panitera Laporan
Akses Peradilan Perkara Prodeo Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Bulanan
bagi Masyarakat | yang Jumlah Perkara Prodeo 100% dan
Miskin dan Diselesaikan Laporan
Terpinggirkan Catatan: Tahunan

e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
12. Persentase Panitera Laporan
Perkara yang Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Bulanan
Diselesaikan di Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% dan
Luar Gedung Laporan
Pengadilan Catatan: Tahunan

e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
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e Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar
gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-
gedung lainnya)

13. Persentase Panitera Laporan
Pencari Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bulanan
Keadilan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% dan
Golongan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Laporan
Tertentu yang Tahunan
Mendapat Catatan :
Layanan e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Bantuan Hukum Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
(Posbakum) e Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang
tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada
informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum
e Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang
terdaftar pada register Posbakum
14. | MENINGKATNYA | Persentase Panitera Laporan
KEPATUHAN Putusan Perkara Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Bulanan
TERHADAP Perdata yang Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk 100% dan
PUTUSAN Ditindak lanjuti ditindaklanjuti (Dieksekusi) Laporan
PENGADILAN (Dieksekusi) Tahunan

Catatan :
e adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input
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adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk
dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan
perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi
persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka
semakin bagus kinerja Pengadilan.
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MATRIKS RENCANA STRATEGIS

SASARAN TARGET (%) STRATEGIS

INDIKATOR
INDIKATOR KINERJA 2021 PROGRAM KEGIATAN e TARGET ANGGARAN/ RP

Terwujudnya Proses h. Persentase Sisa Perkara Program Peningkatan Perkara Pidana - 225 Perkara 126.750.000,-
Perdata yang Diselesaikan Penegakan Manajemen yang
LT R dan Peradilan Diselesaikan di
Transparan dan i. Persentase Sisa 100 100 100 100 100 Pelayanan Umum Tingkat
Akuntabel Perkara Pidana yang Hukum Pertama di
Diselesaikan Wilayah Barat

j. Persentase Perkara Perdata 97 97 97 97 97
yang Diselesaikan Tepat

Waktu Program Pembinaan Layanan - 1 Layanan 4.112.566.000,-
k. Persentase Perkara Pidana 98 98 100 100 100 Dukungan Administrasi Perkantoran

yang diselesaikan Tepat Manajemen dan

Waktu Pengelolaan
|.  Persentase Perkara yang 80 80 100 100 100 Keuangan

Badan Urusan

Tidak Mengajukan Upaya
o i Administrasi

Hukum Banding

m. Persentase Perkara Yang 80 80 100 100 100
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

n. Persentase perkara yang 90 90 100 100 100
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan Kembali

0. Persentase Perkara Pidana 10 10 7 7 7
Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi
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p. Index Kepuasan Pencari 85 85 85 85 85
Keadilan
. d. Persentase Salinan Putusan 100 100 100 100 100 Program Peningkatan Perkara Pidana - 225 Perkara 126.750.000,-
Peningkatnya Perkara Perdata yang Penegakan Manajemen yang
Efektivitas dikirim kepada Para Pihak dan Peradilan Diselesaikan di
tepat waktu Pelayanan Umum Tingkat

Pengelolaan .
Hukum Pertama di

A e e G el € Persentase Salinan Putusan 100 100 100 100 100 Wilayah Barat

Perkara Pidana yang
dikirim kepada Para Pihak
Tepat Waktu

Program Pembinaan Layanan - 1 Layanan 4.112.566.000,-
f. Persentase Perkara yang 10 10 7 7 7 Dukungan Administrasi Perkantoran
Diselesaikan Melalui Manajemen dan
Mediasi Pengelolaan
Keuangan
g. Persentase Berkas Perkara 100 100 100 100 100 Badan Urusan
yang Dimohonkan Banding, Administrasi
Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara Lengkap
dan Tepat Waktu
h. Persentase Putusan 100 100 100 100 100
Perkara yang Menarik
Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara
Online dalam Waktu 1 Hari
Setelah Putus
Meningkatnya Akses d. Persentase Perkara Prodeo 0 0 0 0 0 e Program e Peningkatan e layanan - 240 Jam 24.000.000,-
. . yang diselesaikan Penegakan Manajemen Bantuan Layanan
Peradilan bagi dan Peradilan Hukum
VERE e cid (M € Persentase Perkarayang 0 0 0 0 0 Pelayanan Umum Perseorangan
diselesaikan di luar Gedung Hukum

dan Terpinggirkan

Pengadilan
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Meningkatnya e Persentase Putusan 40 40 50 50 50 Perkara Peradilan Umum vyang diselesaikan melalui - -
Kepatuhan Terhadap Perkara Perdata yang pembebasan perkara
Putusan Pengadilan Ditindaklanjuti (dieksekusi)
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PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS Il

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS I
Nomor 56.a/KPN.W4.U10/RA1.3/1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS Il

a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Rl No. 17 Tahun
2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun
2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun
2020-2024;

b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja
Tahun 2024 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura perlu
membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2023;

C. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ini dipandang cakap dan
mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan LKjlIP

tersebut;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;

2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2009;
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3.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

4.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005
tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

6.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

7.  Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di
Pengadilan;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2020-
2024;

11. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
4107/SEK/OT1.6/12/2023 Tanggal 19 Desember 2023 tentang

Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS i
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II;
Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan dari Pimpinan Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura Kelas Il di lingkungan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Kelas Il;

Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas Il dapat
melanjutkan tugasnya masing-masing;

Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun Anggaran 2024;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di  Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 15 Januari 2024

g

& l" \ ‘\ - ¢
MUHAMNMAD HIBRIAN, SH.
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Lampiran :  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura Kelas Il

Nomor :  56.a/KPN.W4.U10/RA1.3/1/2024

Tanggal : 15 Januari 2024

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS Il

PANGKAT/ DITUNJUK
M AR GOL. RUANG SEBAGAI JABATAN

MUHAMMAD HIBRIAN, SH. Pembina Ketua Ketua
19780914 200312 1 002 (IV/a)
n ADE SATRIAWAN, SH., MH Pembina Koordinator Wakil Ketua
19810320 200604 1 004 (Iv/a) Sakip
SUMESNO, SH. Penata Tk.| Koordinator Panitera
19691010 199303 1 003 (m/d) Adm Teknis /
Kepaniteraan
M. IRWAN TOFANI, SE., M.Ak. Penata Tk.I  Koordinator Adm Sekretaris
19820305 200912 1 005 (1/d) Umum /
Kesekretariatan
ﬂ MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH. Penata Tk.| Anggota Panmud Pidana
19860823 200604 1 002 (m/d)
n RIZKHA YUNEYLA, ST. Penata (Il/c) Anggota Kasubbag. PTIP
19810626 201101 2 008
A HALIDE NASUTION, SH. Penata (Ill/c) Anggota Kasubbag.
19841023 201101 2 014 Kepegawaian, dan
Ortala
n RENZA PUTRA PERMANA, SH. Penata (Il1/c) Anggota Kasubbag. Umum
19900806 200904 1 001 dan Keuangan
H DESI YULIANDA, SH. Penata Muda Anggota Panmud Hukum
19801209 200904 2 004 Tk. 1 (111/b)
JOEL HUNTER SIRINGORINGO, S.Kom. P. Muda Anggota Prakom/
19940830 202012 1 004 (1/a) Staf PTIP

Ditetapkan di  Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 15 Januari 2024

KETUrA‘ PE.NGADILAN NEGERI
SW( SRI | BAPU A,

“‘""40
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